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ABSTRAK

Halimatul Fitriyah, 2026, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Firm Characteristics, Finan-
cial Delinquency, dan Fintech Adoption terhadap Access to Fi-
nance for UMKM Kota Malang dengan Moderasi Government

Support”
Pembimbing : Dr. Muhammad Nanang Choiruddin, S.E, M.M
Kata Kunci : Firm Characteristics, Financial Delinquency, Fintech Adoption,

Government Support, Access to Finance SMEs

Akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi
pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, terutama di tengah meningkatnya
persaingan bisnis dan transformasi digital sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaruh Firm Characteristics, Financial Delinquency, dan Fintech
Adoption terhadap Access to Finance pada UMKM dengan Government Support
sebagai variabel moderasi di Kota Malang. Kebaruan penelitian ini terletak pada
integrasi ketiga faktor tersebut dalam menjelaskan akses pembiayaan UMKM serta
pengujian peran Government Support sebagai variabel moderasi dalam konteks
transformasi keuangan digital.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik proportion-
ate stratified random sampling terhadap 411 pelaku UMKM. Analisis data dil-
akukan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling
(PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm
characteristics, financial delinquency, fintech adoption, dan government support
berpengaruh positif dan signifikan terhadap access to finance. Fintech adoption
merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan
akses pembiayaan UMKM. Namun, government support tidak mampu memoderasi
hubungan antara firm characteristics, financial delinquency, dan fintech adoption
terhadap access to finance.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pembiayaan UMKM
lebih dipengaruhi oleh kesiapan internal usaha dan pemanfaatan teknologi keu-
angan dibandingkan efektivitas peran moderasi dukungan pemerintah. Penelitian
ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan keterbatasan peran mod-
erasi government support dalam ekosistem pembiayaan UMKM digital, sekaligus
memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif ter-
hadap kebutuhan pelaku UMKM.



ABSTRACT

Halimatul Fitriyah, 2026, THESIS. Title: "The Influence of Firm Characteristics,
Financial Delinquency, and Fintech Adoption on Access to Fi-
nance for MSMEs in Malang City with Moderation of Govern-
ment Support"

Supervisor : Dr. Muhammad Nanang Choiruddin, S.E, M.M

Kata Kunci : Firm Characteristics, Financial Delinquency, Fintech Adoption,
Government Support, Access to Finance SMEs

Access to financing is still one of the main challenges faced by MSME ac-
tors in developing their businesses, especially in the midst of increasing business
competition and digital transformation of the financial sector. This study aims to
analyze the influence of Firm Characteristics, Financial Delinquency, and Fintech
Adoption on Access to Finance in MSMEs with Government Support as a modera-
tion variable in Malang City. The novelty of this research lies in the integration of
these three factors in explaining MSME financing access as well as testing the role
of Government Support as a moderation variable in the context of digital financial
transformation.

The study used a quantitative approach with proportionate stratified random
sampling technique on 411 MSME actors. Data analysis was carried out using the
Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method through
SmartPLS software. The results of the study show that firm characteristics, financial
delinquency, fintech adoption, and government support have a positive and signifi-
cant effect on access to finance. Fintech adoption is the variable that has the greatest
influence in increasing MSME financing access. However, government support is
not able to moderate the relationship between firm characteristics, financial delin-
quency, and fintech adoption on access to finance.

These findings show that the increase in MSME access to financing is more
influenced by the internal readiness of the business and the use of financial tech-
nology than the effectiveness of the role of moderation of government support. This
research provides a theoretical contribution by showing the limited role of govern-
ment support moderation in the digital MSME financing ecosystem, while provid-
ing practical implications for policy formulation that is more adaptive to the needs
of MSME actors.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indo-
nesia memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Sulhan,
(2021) tidak hanya karena UMKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja
dibandingkan dengan perusahaan besar, tetapi juga karena kontribusi mereka ter-
hadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) melebihi perusahaan yang lebih
besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), sektor ini me-
nyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap
hingga 97% tenaga kerja. Dengan kontribusi sebesar itu, UMKM menjadi sektor
strategis untuk diteliti karena setiap peningkatan kinerja UMKM secara langsung
berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional (Choiruddin et al., 2025). Ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menen-
gah (UMKM) didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh
individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai usaha
mikro. Namun, UMKM masih menghadapi tantangan utama dalam hal akses pem-
biayaan dan pengembangan usaha, banyak pelaku UMKM yang belum mampu
memperoleh kredit dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank (Bank In-
donesia, 2025). Hambatan tersebut umumnya muncul akibat kendala teknis, seperti
tidak memiliki jaminan yang memadai, laporan keuangan yang belum tertata
dengan baik, serta administrasi usaha yang belum memenuhi standar perbankan
(Derradj & Medjden, 2023). Selain itu, terdapat pula kendala nonteknis berupa
keterbatasan pengetahuan dan akses informasi terkait prosedur perbankan, per-
syaratan kredit, serta alur pembiayaan yang tersedia. Dari aspek pengembangan
usaha, para pelaku UMKM masih kekurangan informasi mengenai pola pem-
biayaan yang sesuai dengan karakteristik sektor usaha mereka (Rong, 2023). Kon-
disi ini menyebabkan banyak pelaku usaha belum mampu memanfaatkan sumber
pendanaan secara optimal untuk memperluas kapasitas maupun meningkatkan daya
saing. Di sisi lain, pihak perbankan pun menghadapi kesulitan dalam menyalurkan

pembiayaan, karena kurangnya data dan informasi akurat mengenai sektor atau



komoditas potensial yang layak didukung (Harrison et al., 2022). Kesenjangan in-
formasi antara UMKM dan lembaga keuangan inilah yang pada akhirnya meng-
hambat terciptanya ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi
sektor UMKM. Menurut Kemenkeu (2023), tingkat kredit perbankan kepada
UMKM masih berada pada kisaran 18-20% dari total kredit nasional. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan yang dapat menghambat pengem-
bangan usaha serta keberlanjutan UMKM.

Kota Malang merupakan salah satu pertumbuhan UMKM di Jawa Timur
yang menampung berbagai subsektor usaha (kuliner, kerajinan, fashion, dsb.)
dengan jumlah 20.517 UMKM sehingga menyediakan variasi sampel yang repre-
sentatif untuk analisis (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM Kota Malang

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan di Kota (Unit)

Malang

Kedungkandang 3.038
Sukun 5.643
Klojen 2.819
Blimbing 4174
Lowokwaru 4.843
KOTA MALANG 20.517

Keterangan Data :

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Meski demikian, sebagian besar pelaku UMKM tersebut masih mengalami
kesulitan mengakses pembiayaan bank yang mengakibatkan rendahnya pengem-
bangan usaha (Bank Indonesia, 2025). Hambatan utama yang diidentifikasi
mencakup keterbatasan aset, kurangnya literasi keuangan, serta tingkat
kepercayaan yang rendah dari lembaga keuangan terhadap profil risiko UMKM.
Permasalahan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai faktor-faktor
internal perusahaan serta dukungan eksternal yang mempengaruhi kemampuan
UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang memadai. Penelitian sebe-
lumnya menegaskan bahwa karakteristik perusahaan (firm characteristics) meliputi

usia usaha, ukuran bisnis, jumlah aset, pengalaman manajerial, dan tingkat



formalitas administrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan
lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit UMKM (Rop et al., 2021).
UMKM dengan usia usaha yang lebih lama, aset yang lebih besar, serta manajemen
yang lebih profesional umumnya memiliki reputasi dan rekam jejak yang lebih baik
sehingga lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan formal. Sebaliknya, tingkat
financial delinquency atau keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam memenuhi
kewajiban keuangan menjadi indikator negatif yang menurunkan tingkat
creditworthiness pelaku UMKM di mata pemberi pinjaman (Hanif & Widawati,
2024). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku keuangan yang tidak disiplin masih
menjadi penghambat utama dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi
usaha kecil dengan pencatatan keuangan yang belum tertata.

Namun, perkembangan teknologi keuangan atau financial technology
(fintech) menghadirkan peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan
yang lebih cepat, fleksibel, dan inklusif (Q. Chen, 2024). Adopsi fintech dapat
meningkatkan akses modal dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia
secara signifikan (Wahyuni et al., 2025). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keu-
angan (OJK, 2024), total outstanding pendanaan fintech lending ke UMKM telah
mencapai Rp20,97 triliun per April 2024, dengan sebagian besar penerima manfaat

berasal dari sektor perdagangan dan food & beverage (F&B).

Gambar 1.1. Outstanding Pendanaan Fintech Lending UMKM di Indonesia

L

ol ( OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Fintech Lending Salurkan
Ovutstanding Pendanaan

Rp20,97 Triliun

ke UMKM

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Angka tersebut menunjukkan bahwa finfech memiliki potensi besar dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing UMKM di



era digital.

Perkembangan positif ini belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan pelaku
UMKM dalam memanfaatkan layanan fintech secara optimal. Sejumlah tantangan
struktural dan teknologis masih menjadi hambatan utama. Menurut Rahmatika et
al., (2025) rendahnya literasi digital dan finansial menjadi faktor penghambat utama
adopsi fintech di kalangan pelaku usaha kecil. Selain itu, keterbatasan integrasi sis-
tem keuangan antar platform digital membuat banyak UMKM kesulitan dalam
mengelola arus kas, memvalidasi data transaksi, dan memperoleh skor kredit yang
kredibel untuk keperluan pinjaman (Huan et al., 2022). Menurut (Desi Safitri,
2024), penting bagi UMKM untuk mengatasi tantangan ini agar dapat
memanfaatkan teknologi finansial secara optimal dan meningkatkan akses ke
pembiayaan yang lebih baik. Di sisi lain, minimnya dukungan regulasi adaptif di
tingkat daerah juga menyebabkan variasi dalam penerapan kebijakan keuangan
digital, sehingga adopsi fintech tidak berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada Resource-Based View (RBV) dan Financial
Accessibility Theory. Teori RBV dikembangkan oleh (Barney, 1991) menjelaskan
bahwa karakteristik internal perusahaan seperti ukuran usaha, aset, dan pengalaman
manajerial (firm characteristics) menjadi sumber daya penting dan sulit ditiru oleh
pesaing, sehingga memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh
pembiayaan eksternal melalui peningkatan daya saing dan kredibilitas. Teori ini
relevan karena menunjukkan bagaimana sumber daya internal yang kuat dapat
mengurangi ketidaksamaan data antara pemberi pinjaman dan peminjam,
memfasilitasi akses ke sumber dana yang lebih murah dan berkelanjutan. Sementara
itu, Financial Accessibility Theory menyatakan bahwa kemampuan untuk
mengakses pembiayaan tidak hanya bergantung pada permintaan dana, tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti reputasi keuangan, tingkat risiko kredit,
dan dukungan eksternal dari lembaga keuangan atau jaringan sosial (Pascoe et al.,
2023). Menurut teori ini, ada "rasio kredit" di mana pemberi pinjaman membatasi
jumlah dana yang tersedia untuk menghindari risiko moral hazard, sehingga entitas
dengan profil keuangan yang buruk cenderung tersingkirkan (Beck et al., 2008).
Dalam penelitian ini, teori tersebut membantu menjelaskan hambatan akses

keuangan bagi UKM di negara berkembang, di mana ketidaksempurnaan pasar



keuangan sering kali memperburuk ketimpangan.

Kedua teori ini diperkuat dengan pendekatan Technology Adoption Model
(TAM) yang menjelaskan bahwa penggunaan fintech dapat memperluas akses
pembiayaan melalui kemudahan transaksi dan peningkatan efisiensi (Davis, 1989).
Dalam era digital, TAM relevan untuk menunjukkan bagaimana fintech dapat
mambuka akses keuangan bagi UKM yang sebelumnya terbatas oleh infrastruktur
tradisional, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Sementara itu,
government support diposisikan sebagai variabel moderasi karena kebijakan publik
dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar variabel utama. Institutional
Theory dalam kebijakan publik menjelaskan bagaimana dukungan pemerintah
(government support) berperan sebagai faktor moderasi yang mempengaruhi
hubungan antara faktor internal usaha dan akses keuangan.

Variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah akses pembiayaan
UMKM, yang menunjukkan sejauh mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
mampu memperoleh sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti
perbankan maupun lembaga non-formal seperti koperasi, fintech lending, atau
lembaga keuangan mikro lainnya. Akses pembiayaan tidak hanya mencerminkan
kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif dan finansial,
tetapi juga menggambarkan tingkat inklusi keuangan dan kepercayaan lembaga
keuangan terhadap profil usaha tersebut (Jiménez-Rico et al., 2023).

Menurut Khan et al, (2024), Akses Pembiayaan dipengaruhi oleh
Karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan (firm characteristics)
merupakan faktor penting dalam menentukan akses pembiayaan UMKM. Aspek
seperti ukuran usaha, umur, legalitas, dan kepemilikan aset menjadi pertimbangan
utama lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit. Menurut (Cao et al.,
2023), perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki akses pembiayaan lebih
luas dibandingkan usaha tradisional. Banyak UMKM masih terkendala karena
belum memiliki legalitas dan laporan keuangan standar (Rajamani et al., 2022).
Sebuah penelitian Harrison et al., (2022), menunjukkan UMKM kecil sulit
mendapat akses pembiayaan. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian ini
menyatakan bahwa firm characteristics berpengaruh positif terhadap access to fi-

nance for SMEs (H1).



Aspek financial delinquency atau keterlambatan pemenuhan kewajiban fi-
nansial menjadi faktor penting yang memengaruhi akses pembiayaan UMKM.
Menurut Modina et al., (2023), tingkat gagal bayar atau keterlambatan pembayaran
menjadi risiko utama bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit. Ri-
wayat kredit bermasalah menurunkan peluang UMKM untuk mendapatkan pem-
biayaan, baik dari bank maupun fintech lending (Pratiwi et al., 2024). Data Kemen-
keu (2022) menunjukkan rasio kredit bermasalah (NPL) sektor UMKM di Jawa
Timur mencapai 3,88%, menandakan risiko pembiayaan yang masih tinggi. Di Kota
Malang, banyak UMKM mengalami kesulitan arus kas akibat ketidakstabilan pasar
dan lemahnya pencatatan keuangan. (OECD, 2023) menjelaskan bahwa financial
delinquency umumnya disebabkan oleh manajemen keuangan yang lemah dan
ketergantungan pada modal jangka pendek. Akibatnya, UMKM dengan riwayat
keterlambatan pembayaran memiliki skor kredit rendah dan sering ditolak lembaga
keuangan (Kaya, 2024). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat financial delin-
quency, semakin sulit UMKM memperoleh pembiayaan baru.

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) membuka peluang besar bagi
UMKM untuk memperoleh pembiayaan alternatif yang lebih cepat, mudah, dan
fleksibel dibandingkan lembaga konvensional. Menurut Gillani et al., (2025),
fintech mampu memperluas jangkauan layanan, mempercepat penilaian kredit, dan
menurunkan biaya transaksi. Namun, adopsinya masih terhambat oleh rendahnya
literasi digital, faktor kepercayaan, dan keamanan transaksi. Penelitian menurut
Situmorang & Pane, (2025), fintech dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM. Menurut Fatticia et al., (2024)
, fintech berbasis data digital dapat meminimalkan risiko kredit. Dengan demikian,
semakin tinggi adopsi fintech, semakin besar pula akses pembiayaan yang diperoleh
UMKM, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dukungan pemerintah merupakan elemen penting dalam memperluas akses
pembiayaan bagi UMKM. Menurut Yuliyawati & Mardiana, (2023), UMKM mem-
peroleh dukungan kuat dari pemerintah karena sejak awal pendiriannya ditujukan
untuk mendorong kebangkitan dan kemajuan usaha masyarakat, sekaligus mem-
perkuat perekonomian nasional melalui prinsip demokrasi ekonomi yang

menekankan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Melalui berbagai kebijakan,



regulasi, dan program stimulus yang dirancang, pemerintah memainkan peran strat-
egis dalam membantu pelaku UMKM memperoleh sumber pendanaan yang lebih
mudah dan terjangkau. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2022),
pemerintah telah meluncurkan berbagai program kredit usaha rakyat (KUR), insen-
tif pajak, hingga pendampingan digitalisasi untuk mendorong daya saing UMKM.
Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi juga memengaruhi kepercayaan lem-
baga pembiayaan terhadap UMKM, misalnya dengan kebijakan penjaminan kredit.
Umami et al., (2024) menekankan bahwa keberhasilan adopsi digitalisasi UMKM
sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah yang mampu mengurangi disparitas
akses pembiayaan. Dengan demikian, government support berperan sebagai varia-
bel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh firm characteristics, financial de-
linquency, dan fintech adoption terhadap akses pembiayaan. Hal ini menjadi alasan
penting untuk memasukkan government support dalam model penelitian karena
dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan yang lebih efek-
tif bagi UMKM di Kota Malang.

Sejumlah penelitian terdahulu juga telah membahas isu akses pembiayaan
UMKM dengan berbagai fokus yang berbeda. Misalnya Rusliana et al., (2023)
meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap akses pembiayaan UMKM di
Indonesia dan menemukan bahwa legalitas usaha serta ukuran perusahaan memiliki
pengaruh signifikan terhadap peluang mendapatkan kredit formal. Chen, (2024)
menekankan pentingnya fintech adoption dalam memperluas akses pembiayaan
UMKM di Tiongkok dan menunjukkan bahwa literasi digital merupakan faktor
kunci keberhasilan adopsi. Sementara itu, Hanif & Widawati, (2024) menjelaskan
peran financial delinquency sebagai hambatan utama yang meningkatkan risiko
kredit bermasalah di sektor UMKM. Selain itu, Penelitian Piot-Lepetit, (2025)
menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dapat memoderasi kesenjangan akses
pembiayaan terutama di sektor agribisnis UMKM di Indonesia. Penelitian-
penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat, namun sebagian besar be-
lum mengintegrasikan seluruh variabel dalam satu kerangka penelitian. Dengan
demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu dijawab secara lebih men-
dalam. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut.

Research gap dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dari keterbatasan



penelitian terdahulu yang cenderung membahas variabel-variabel secara parsial.
Sebagian besar penelitian hanya fokus pada firm characteristics, atau hanya pada
fintech adoption, tanpa mengkaji keterkaitan antarvariabel dalam satu model yang
utuh. Selain itu, meskipun ada penelitian tentang peran government support, varia-
bel ini jarang dimasukkan sebagai moderator dalam hubungan antara faktor internal
UMKM dan akses pembiayaan. Penelitian yang mengaitkan financial delinquency
dengan akses pembiayaan UMKM juga masih terbatas pada konteks makro dan be-
lum spesifik di tingkat daerah, khususnya di Kota Malang. Oleh karena itu,
penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan firm
characteristics, financial delinquency, dan fintech adoption serta memeriksa peran
moderasi government support. Dengan fokus pada UMKM di Kota Malang,
penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris yang relevan dalam konteks lo-
kal. Kontribusi ini penting baik secara akademik maupun praktis, mengingat Ma-

lang merupakan salah satu kota dengan basis UMKM terbesar di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah firm characteristics berpengaruh signifikan terhadap akses
pembiayaan UMKM di Kota Malang?

2. Apakah financial delinquency berpengaruh signifikan terhadap akses
pembiayaan UMKM di Kota Malang?

3. Apakah fintech adoption berpengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan
UMKM di Kota Malang?

4. Apakah government support memoderasi hubungan antara firm characteristics
dan akses pembiayaan UMKM di Kota Malang, sehingga pengaruhnya
menjadi lebih kuat?

5. Apakah government support memoderasi hubungan antara financial
delinquency dan akses pembiayaan UMKM di Kota Malang, sehingga
pengaruh negatifnya menjadi lebih lemah?

6. Apakah government support memoderasi hubungan antara fintech adoption
dan akses pembiayaan UMKM di Kota Malang, sehingga pengaruh positifnya
menjadi lebih kuat?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh firm characteristics terhadap akses pembiayaan

UMKM di Kota Malang

2. Menganalisis pengaruh financial delinquency terhadap akses pembiayaan

UMKM di Kota Malang

3. Menganalisis pengaruh fintech adoption terhadap akses pembiayaan UMKM
di Kota Malang

4. Menganalisis peran moderasi government support terhadap hubungan antara

firm characteristics dan akses pembiayaan UMKM di Kota Malang

5. Menganalisis peran moderasi government support terhadap hubungan antara

financial delinquency dan akses pembiayaan UMKM di Kota Malang

6. Menganalisis peran moderasi government support terhadap hubungan antara

fintech adoption dan akses pembiayaan UMKM di Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
langsung bagi berbagai pihak terkait. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat
menjadi sumber informasi yang membantu memahami faktor-faktor penting yang
memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses pembiayaan, baik dari
lembaga keuangan formal maupun dari platform fintech. Dengan mengetahui
pengaruh karakteristik usaha, rekam jejak keuangan, serta pemanfaatan teknologi
finansial, pelaku UMKM dapat merumuskan strategi pengelolaan usaha yang lebih
baik untuk meningkatkan kredibilitas dan kelayakan finansial. Bagi pemerintah
daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang
kebijakan atau program pendukung yang lebih tepat sasaran dalam mendorong
inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM, khususnya di Kota Malang.
Sementara bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan fintech, penelitian ini
dapat memberikan wawasan empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi
kelancaran akses pembiayaan UMKM sehingga dapat digunakan untuk menyusun

strategi penilaian risiko dan penyaluran dana yang lebih efektif. Dengan demikian,



penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan,
tetapi juga berperan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif dan
berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia..

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi khususnya
dalam bidang manajemen keuangan yang berfokus pada akses pembiayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini dapat memperkaya
literatur mengenai determinan akses pembiayaan UMKM melalui pendekatan
karakteristik internal usaha (firm characteristics), risiko keuangan (financial
delinquency), serta pemanfaatan teknologi finansial (fintech adoption). Selain itu,
penelitian ini memberikan sudut pandang baru dengan memasukkan variabel
government support sebagai faktor moderasi, yang dapat menjelaskan bagaimana
dukungan pemerintah memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor
internal dan eksternal terhadap akses pembiayaan.

Penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan menggabungkan be-
berapa teori, yaitu Resource-Based View (RBV), Financial Accessibility Theory, dan
Technology Adoption Model (TAM). Penggunaan teori RBV memperjelas
bagaimana sumber daya internal seperti ukuran usaha, aset, dan pengalaman mana-
jerial dapat meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha. Sementara itu, Finan-
cial Accessibility Theory digunakan untuk menelaah faktor-faktor seperti reputasi
keuangan, risiko kredit, dan dukungan kelembagaan yang memengaruhi keputusan
pemberi pinjaman. Adapun 7echnology Adoption Model menjelaskan kontribusi
inovasi digital, khususnya dalam konteks adopsi fintech, sebagai sarana pening-

katan inklusi keuangan.
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BABII

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain

sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

Tujuan utamanya adalah untuk memahami perkembangan pengetahuan yang telah

ada, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta menjadi dasar kon-

septual dalam merumuskan kerangka teori dan hipotesis penelitian. Berikut hasil

penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti:

Tabel 2.1 Hasil Pencelitian Terdahulu

No Nama, Tahun, Valtiabel yang Alat Analisis Hasil
Judul digunakan

1. | (Khanetal., Y: Access to Fi- PLS-SEM . Karakteristik perus-

2024) nance ahaan (firm charac-
X1: Firm Charac- teristics) ber-

Empirical teristics pengaruh signifikan
Nexus Between | X2: Market Char- terhadap akses pem-
Firm Charac- | acteristics biayaan UKM.
teristics, Mar- X3: Financial De- . Karakteristik pasar
ket Character- | linquency juga berpengaruh
istics, Finan- Z: Government terhadap akses pem-
cial Delin- Support biayaan.
quency, and Its | Z1: Enterprise . Financial delin-
Analogy to Ac- | Managerial Skills quency UKM mem-
cess to Finance | Z2: Technology iliki dampak negatif
for SMEs Advancement terhadap akses keu-

angan: semakin
tinggi delinquency,
makin sulit akses
pembiayaan.

. Enterprise manage-

rial skills (ket-
erampilan mana-
jerial): menjadi me-
diator parsial.
Technology ad-
vancement juga ber-
fungsi sebagai medi-
ator parsial antara
variabel-variabel
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dan akses pem-
biayaan.

6. Dukungan

pemerintah mempu-
nyai peran modera-
tor parsial.

(Mayendisa, Y: Access to Fi- SPSS versi 26 1. Firm Characteristics
2024) nance SMEs secara signifikan
The impact of | X1: Firm Charac- memengaruhi akses
financial state- | teristics keuangan
ment quality X2: Financial 2. Kualitas laporan
and firm char- | Statement Quality keuangan (financial
acteristics on statement quality)
access to fi- memiliki efek sig-
nance by small nifikan terhadap
and medium- akses pembiayaan:
sized enter- dengan kualitas
prises in laporan yang baik,
eThekwini SME lebih mampu
mendapat pem-
biayaan.
(Flaminiano & | Y1: Credit Con- Regresi logistik | 1. Firm Characteristics
Francisco, strained biner (binary lo- berpengaruh positif
2021) Y2: Quasi Con- gistic regression) terhadap akses keu-
Firm charac- strained

teristics and
credit con-
straints among
SMEs in the
Philippines.
Small Business
International
Review.

X1: Firm charac-
teristics
X2: Firm technol-

ogy

angan

2. Karakteristik (uku-

ran, kepemilikan
aset tetap, adopsi
teknologi akuntansi)
memperkuat pen-
catatan keuangan,
digitalisasi, dan
akses ke aset ja-
minan dapat mem-
bantu inklusi pem-
biayaan.

(Jiménez-Rico
etal., 2023)
Determinants
of Access to
Bank Financing
in SMEs in
Mexico

X: Firm Charac-
teristics

Y: Akses Pem-
biayaan

Model discrete-
response probit
regression

Usia perusahaan (lebih
tua) dan beberapa
karakteristik (ukuran,
kepemilikan asing,
sektor) berpengaruh
signifikan terhadap
probabilitas mendapat-
kan kredit bank
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(Kaya, 2024) Y: Financial Del- | Analisis empiris | 1. Keterlambatan pem-
The impact of | iquency kuantitatif bayaran berhub-
late payments | X: Akses pem- (model ungan negatif
on SMEs’ ac- biayaan ekonometrika; dengan akses pem-
cess to finance: paper di Sci- biayaan
Evidence from enceDirect 2. Credit rationing
credit rationing (SME dengan sering
and loan terms terlambat menerima
pembayaran lebih
mendapat penolakan
kredit atau kondisi
kredit yang kurang
menguntungkan)
(European Cen- | Y: Akses pem- Empirical macro- | Default risk berdampak
tral Bank., biayaan/biaya pin- | micro analysis pada pembiayaan: ting-
2020) jaman/output (firm heterogene- | ginya default risk mem-
The Aggregate | makro ity models, micro | perketat akses pem-
Consequences | X: Default risk data) biayaan untuk UMKM
of Default Risk | (mikro/firm level) dan menurunkan out-
(working pa- put; menegaskan saling
per) kaitnya.
(Pratiwi etal., | Y: Akses Pem- Content analysis | 1. Menunjukkan
2024) biayaan UMKM (studi pustaka pengaruh negatif an-
Analisis Pem- | X: Pembiayaan kualitatif) tara pembiayaan
biayaan Bermasalah (NPF) bermasalah dan
UMKM dan akses pembiayaan.
Pembiayaan 2. Tingkat pembiayaan
Bermasalah bermasalah yang
pada Bank fluktuatif men-
Muamalat In- dorong bank lebih
donesia selektif dalam
menyalurkan pem-
biayaan UMKM,
yang berdampak
pada penurunan
akses pembiayaan
UMKM.
(Kade et al., Keterlambatan, re- | Analisis hukum 1. Restrukturisasi
2025) strukturisasi deskriptif kredit memung-
Penyelesaian kredit, akses kinkan debitur tetap
Keterlambatan | kredit ulang memperoleh akses
Pembayaran pembiayaan setelah
Kredit di Bank keterlambatan.
Rakyat 2. Analisis hukum
menunjukkan
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Indonesia KCP penanganan gagal

Borong bayar menentukan
apakah nasabah
masih bisa
mengakses kredit di
masa depan.

9. | (Adhikary et Y: Akses Pem- Regresi Panel Penjaminan kredit
al., 2021) biayaan memperlemah pengaruh
Does the Gov- | X: Keterlambatan negatif keterlambatan
ernment Credit | Pembayaran terhadap akses pem-
Guarantee Pro- | Z: Penjaminan biayaan.
mote MSMEs? | Kredit

10. | (Pah, 2025) Y: Akses Pem- Meta Analisis Semakin tinggi
Keberhasilan biayaan Formal keterlambatan, semakin
UMKM dalam | X: Keterlambatan rendah reputasi kredit
Pembiayaan: bayar/gagal bayar dan peluang akses
Tinjauan Liter- | Z: Literasi Digital modal formal
atur pada Pem- | UMKM
biayaan For-
mal, Informal,
dan Fintech di
Indonesia

1. | (Krah et al., Y: FinTech Adop- | Pendekatan sur- | Determinan teknologi
2024) tion UMKM vey kuantitatif dan organisasi (size,
Financial tech- | X1: Perceived dan analisis PLS- | digital skills) signifikan
nology adop- Usefulness SEM mempengaruhi adopsi
tion among X2: Perceived Fintech; adopsi tersebut
small and me- | Ease of Use pada gilirannya terhub-
dium enter- X3: Attitude To- ung ke outcome finan-
prises ward Use sial (mis. akses modal,

X4: Intention to efisiensi pembayaran)
Use

12. | (Bollaert et al., | Y: Access to Fi- Survey of exist- | 1. Fintech berpengaruh
2021) nance ing empirical positif terhadap
Fintech and ac- | X: FinTech devel- | studies akses keuangan
cess to finance | opment 2. FinTech meningkat-

kan akses terhadap
pembiayaan dengan
mengurangi asimetri
informasi dan
ketergantungan pada
lembaga keuangan
tradisional.

13. | (European Cen- | Y1: SME Perfor- | Penggunaan da- |1. Fintech berpengaruh
tral Bank., mance taset aplikasi pin- positif terhadap
2022) Y2: Access to Fi- | jaman (platform akses keuangan

nance FinTech dan UMKM
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The real effects

X: FinTech Lend-

bank), analisis

2. FinTech meningkat-

of FinTech ing kuantitatif kan probabilitas
lending on (panel/regresi) UMKM mem-
SME:s: evi- untuk menilai pe- peroleh kredit serta
dence from rubahan struktur berkontribusi ter-
loan applica- hutang, leverage, hadap pertumbuhan
tions investasi, dan usaha.

pekerjaan

14. | (Rehman et al., | Y: Bank Credit PLS-SEM untuk | Adopsi FinTech oleh
2023) Supplies menguji hub- UMKM memperbaiki
FinTech Adop- | X: FinTech Adop- | ungan antara transparansi data keu-
tion in SMEs tion adopsi teknologi | angan dan reputasi
and Bank dan suplai kredit | kredit, sehingga men-
Credit Sup- bank dorong bank untuk
plies: A Study meningkatkan pasokan
on Manufactur- kredit kepada sektor
ing SMEs manufaktur.

15. | (S. K. Sharma | Y: Akses pem- Systematic litera- | 1. Fintech berpengaruh
et al., 2023) biayaan ture review positif terhadap
Small busi- X: FinTech inno- | (metaanalisis na- akses keuangan
nesses and vations (p2p, ratif). UMKM
FinTech: a sys- | crowdfunding, 2. FinTech memperluas
tematic review digital lendlng, ‘ akses pembiayaan
and .future di- pembayaran digi- (mengurangi
rections tal) friksi/asimmetri in-

Z: Konteks formasi)
negara, instrumen
fintech, regulasi

16. | (Kalu Alexanda | Y: Loan perfor- Deskriptif kuanti- | 1. Fintech berpengaruh
Ogbonna et al., | mance, repayment | tatif positif dan negatif
2024) rate terhadap akses pem-
Fintech and X: Fintech utiliza- biayaan
business tion in micro- 2. Adopsi fintech
growth in the finance memperluas dan

banking indus-
try: An outlook
from Opay
Microfinance
bank Nigeria
limited

mempercepat akses
pembiayaan
UMKM, namun
proses seleksi ke-
layakan kredit
(credit screening)
yang dilakukan
secara longgar atau
kurang akurat, maka
risiko keterlambatan
atau gagal bayar (de-
fault) justru mening-
kat.
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17.

(Febriyani et
al., 2024)
Exploring the
Contribution of
Fintech to Digi-
tal
Transformation
in Indonesian
MSMEs: A Lit-
erature Review

Y: Financial Inclu-
sion MSMEs

X: Fintech adop-
tion

Analisis literatur
& content analy-
sis

1. Fintech berpengaruh
positif dan negatif
terhadap akses pem-
biayaan

2. Fintech memperluas

inklusi keuangan
UMKM, namun
keterlambatan bayar
meningkat akibat
kurangnya literasi
digital.

18. | (Guo et al., Y: Access to ex- Regresi panel/an- | Government support
2022) ternal financing alisis meningkatkan perus-
Government X: Firm R&D/In- | ekonometrik (mi- | ahaan memperoleh
R&D support novation activities | cro data firm- pembiayaan eksternal,
and firms' ac- Z: Government level) dukungan pemerintah
cess to external | R&D support memperlebar efek posi-
financing tif R&D terhadap akses

pembiayaan melalui
sinyal pengurangan
risiko

18. | (Prasannath et | Y: Business per- Meta-ana- Government support
al., 2024) formance/akses lisis/studi kuanti- | berperan moderatif:
Impact of gov- | sumber daya tatif pada SMEs | dukungan menguatkan
ernment sup- X: Innovation (berbagai negara) | hubungan antara praktik
port policies on | practice (atau inovasi (karakteristik
entrepreneurial | karakteristik firm) dan per-

usaha) forma/akses sumber
Z: Government daya.
support policies

19. | (Maxwell, X: Firm Charac- Multiple Regres- | Firm size, age, dan
2025) teristics sion ownership structure
Relationship Y: Access to Fi- meningkatkan akses
Between Gov- | nance keuangan dan diperkuat
ernment Sup- Z: Government oleh kebijakan
port Initiatives | Support pemerintah.
and Sustaina-
bility of Small
Businesses in
Lagos State,

Nigeria

20. | (Ikhsan et al., X: Firm Charac- Descriptive Pol- | Karakteristik UMKM
2025) teristics icy Analysis (orientasi sosial &
Policy Analysis | Y: Access to Fi- struktur usaha) ber-
of Pancasila nance pengaruh positif
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Economy in

Z: Government

terhadap akses modal,

Empowering Support dimoderasi kuat oleh in-

Local MSMEs tervensi pemerintah.

in Indonesia

21. | (Abeyrathne & | X: Firm Charac- OLS Regression |1. firm size tidak sig-

de Mel, 2025) | teristics nifikan terhadap ac-

Assessing the Y: Access to Fi- cess to finance pada

Impact of Firm | nance UMKM kecil

Attributes on Z: Government 2. pengaruh dukungan

the Adoption of | Support pemerintah juga

Innovations in lemah pada perus-

Sri Lankan ahaan mikro

SMEs

22. | (Choi et al., X: Firm Charac- Regression Anal- |1. Gooverment support

2024) teristics yses memperlemah hub-

Does govern- Y: Access to Fi- ungan karakteristik

ment support nance perusahaan terhadap

make small and | Z: Government akses keuangan

medium-sized | Support UMKM

enterprises re- 2. Usaha kecil cender-

luctant to ung menghambat

grow? Evi- pertumbuhan

dence from mereka sendiri ka-

South Korea rena terlalu bergan-
tung pada dukungan
pemerintah ketika
mendekati ambang
ukuran tertentu.

3. UKM yang men-
dekati batas ukuran
kelayakan dukungan
publik cenderung
mengurangi upaya
untuk tumbuh lebih
besar, karena mereka
ingin tetap memen-
uhi kriteria
dukungan tersebut.

23. | (Khan et al., Y: Access to Fi- Partial Least 1. Government support
2024) nance Squares — Struc- berperan sebagai
Empirical X1: Firm Charac- | tural Equation moderator parsial
Nexus Between | teristics Modeling (PLS- (memperlemah/me-
Firm Character- | X2: Market Char- | SEM) nyokong hubungan
istics, Market acteristics kompleks antara
Characteristics, | X3: Financial De- faktor-faktor terse-
Financial De- linquency but).
linquency, and | Z: Government 2. Government support
Its Analogy to | Support memperlemah
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Access to Fi-

Z1: Enterprise

dampak negatif de-

nance for Managerial Skills linquency terhadap
SMEs Z2: Technology akses pembiayaan
Advancement (moderasi positif)

24. | (Gai et al., X: Financial de- Panel Regression | 1. Program pemerintah
2023) linquency mengurangi dampak
How does gov- | Y: Access to fi- negatif delinquency
ernment- nance terhadap ke-
backed finance | Z: Government- percayaan lembaga
affect SMEs’ backed programs keuangan
crisis predic- 2. Government support
tors? berperan sebagai

moderator positif

25. | (Khaliq et al., X: Financial con- | Multiple Regres- | Government support
2022) straints/delin- sion meningkatkan kredibili-

quency tas UMKM yang men-
Y: Access to fi- galami kesulitan keu-
nance angan

Z: Government

support

26. | (Baietal., X: Delinquency Regression Dukungan pemerintah
2022) /overdue loans yang berlebihan mem-
How do over- | Y: Access to fi- perburuk persepsi risiko
confident CEOs | nance bank terhadap UMKM
respond to reg- | Z: Government (Moderasi negatif)
ulation fair dis- | support
closure? Evi-
dence from fi-
nancial report
readability

27. | (Verma & Y: Access to fi- Kuantitatif (sur- | Government support
Shome, 2025) | nance vel, moderasi signifikan memoderasi
An Empirical X: Digital finance | diuji) adopsi digital finance
Investigation adoption dan mempercepat akses
on the Rela- Z: Government pembiayaan digital bagi
tionship Be- support UMKM
tween Digital
Finance Adop-
tion and Finan-
cial Inclusion
of Micro Busi-
nesses in India.

28. | (Abu et al., Y: Access to fi- Review literatur | Dukungan pemerintah
2025) nance sistematis/sintesis | (garansi kredit, subsidi,
Government X: Fintech adop- | temuan empiris program inklusi) mem-
support for tion perlemah hambatan

pembiayaan dan
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SMEs in the Z: Government seringkali memoderasi

Fintech Era support hubungan antara karak-
teristik digital/firm dan
akses pembiayaan, khu-
susnya di negara
berkembang.

29. | (H.M. et al., Y: Financial In- Regression, Mod- | 1. Government support
2025) clusion / Access to | erated Mediation memperlemah hub-
Impact of finance ungan antara fintech
FinTech Adop- | X: Fintech adop- adoption dan akses
tion on Finan- | tion pembiayaan
cial Inclusion Z: Government 2. Dukungan
among Small Confidence / Reg- pemerintah yang
and Medium ulation berlebihan justru
Enterprises in menurunkan efek-
Sri Lanka: A tivitas fintech.
Mediated Mod-
eration Analy-
sis of Digital
Financial Liter-
acy and Per-
ceived Regula-
tory Support

30 | (Nugrahaetal., | Y: Access to Fi- SEM PLS Government support
2022) nance & Innova- memperkuat niat dan
Fintech Adop- | tion dampak adopsi fintech
tion Drivers for | X: Fintech adop- terhadap akses modal.
Innovation for | tion
SMEs in Indo- | Z: Government
nesia Trust/Support

31. | (Sarwar et al., | Y: SME Perfor- SEM PLS Dukungan pemerintah
2024) mance (Access to berlebihan saat pandemi
Impact of Fi- Finance as media- menurunkan efisiensi
nancial and In- | tor) teknologi finansial.
ternet Support | X: Fintech adop-
on SME Perfor- | tion
mance: Moder- | Z: Government
ating Effect of | Support
Technology
Adoption.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan berbagai

penelitian terdahulu yaitu menggabungkan tiga variabel utama firm characteristics,

financial delinquency, dan fintech adoption dalam satu model empiris yang
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komprehensif, sedangkan penelitian terdahulu umumnya menelitinya secara
terpisah. Selain itu, penelitian ini menempatkan government support sebagai varia-
bel moderasi, bukan sekadar variabel independen atau kontrol seperti pada riset-
riset sebelumnya. Dari sisi teori, penelitian ini memadukan Resource-Based View,
Financial Accessibility Theory, TAM, dan Institutional Theory, sehingga
menghasilkan kerangka analisis yang lebih luas dibandingkan studi yang hanya me-
makai satu teori. Fokus pada UMKM Kota Malang juga menjadi perbedaan
tersendiri karena konteks lokal tersebut belum banyak diteliti, terutama terkait lit-
erasi digital dan kondisi sosial ekonominya. Penelitian ini tidak hanya mengisi gap
teoretis, tetapi juga menawarkan model konseptual baru yang dapat digunakan un-
tuk evaluasi kebijakan pemerintah maupun strategi lembaga keuangan dalam

meningkatkan akses pembiayaan UMKM.

2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Grand Teori
2.2.1.1 Resource-Based View (RBV)

Resource-Based View (RBV), yang dikembangkan oleh (Barney, 1991),
menekankan pentingnya sumber daya internal perusahaan sebagai fondasi
keunggulan kompetitif. Teori ini menyatakan bahwa sumber daya yang langka, ber-
nilai, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan memungkinkan perusahaan mem-
peroleh keuntungan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, RBV diterapkan
pada karakteristik internal perusahaan seperti ukuran usaha, aset, dan pengalaman
manajerial, yang berfungsi sebagai sumber daya kunci untuk meningkatkan daya
saing dan kredibilitas di mata pemberi pinjaman. Misalnya, UMKM dengan aset
yang kuat atau manajer berpengalaman dapat mengurangi asimetri informasi yaitu
kesenjangan pengetahuan antara peminjam dan pemberi pinjaman sehingga mem-
fasilitasi akses ke pembiayaan eksternal yang lebih murah dan berkelanjutan. RBV
relevan di negara berkembang, di mana UMKM sering menghadapi keterbatasan
sumber daya, karena teori ini menjelaskan bagaimana pengembangan sumber daya
internal dapat mengatasi hambatan eksternal seperti persaingan ketat atau ketid-
aksempurnaan pasar. Penelitian empiris, seperti yang dilakukan oleh (Wernerfelt,
1984) sebagai pendahulu RBV, mendukung bahwa sumber daya internal ini tidak

hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membangun reputasi yang
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diperlukan untuk negosiasi pembiayaan yang lebih baik, sehingga mendukung per-

tumbuhan ekonomi inklusif.

2.2.1.2 Financial Accessibility Theory
Financial Accessibility Theory, sebagaimana dijelaskan oleh (Stiglitz &

Weiss, 1981), menekankan bahwa akses ke pembiayaan tidak semata-mata
ditentukan oleh permintaan dana, melainkan oleh faktor eksternal seperti reputasi
keuangan, tingkat risiko kredit, dan dukungan eksternal dari lembaga keuangan atau
jaringan sosial. Teori ini memperkenalkan konsep "rasio kredit" (credit rationing),
di mana pemberi pinjaman membatasi jumlah dana yang disediakan untuk
menghindari risiko moral hazard yaitu situasi di mana peminjam mungkin
menggunakan dana untuk tujuan berisiko tinggi setelah mendapat pinjaman. (Beck
et al., 2008) memperluas teori ini dengan menunjukkan bahwa entitas dengan profil
keuangan yang buruk, seperti UMKM di negara berkembang, sering kali tersing-
kirkan dari pasar kredit formal karena ketidaksempurnaan informasi dan risiko
tinggi. Dalam penelitian ini, teori ini membantu menganalisis hambatan akses keu-
angan bagi UMKM, di mana pasar keuangan yang tidak sempurna memperburuk
ketimpangan sosial-ekonomi. Misalnya, pemberi pinjaman mungkin mempriori-
taskan peminjam dengan jaringan sosial kuat atau reputasi kredit tinggi, sehingga
UMKM kecil tanpa akses ke data keuangan formal kesulitan mendapat dana. Teori
ini didukung oleh studi empiris yang menunjukkan bahwa di negara berkembang,
rasio kredit sering kali lebih ketat, memicu siklus kemiskinan dan menghambat ino-
vasi (Hlioui et al., 2022). Dengan demikian, Financial Accessibility Theory mem-
berikan landasan untuk memahami bagaimana intervensi seperti fintech atau
dukungan pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dan memperluas akses

keuangan.

2.2.1.3 Technology Adoption Model (TAM)

Technology Adoption Model (TAM), yang diperkenalkan oleh (Davis,
1989), adalah model perilaku yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi
mengadopsi teknologi baru berdasarkan persepsi kegunaan (perceived usefulness)
dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam penelitian ini, TAM

diperkuat untuk menjelaskan peran fintech dalam memperluas akses pembiayaan
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bagi UMKM melalui kemudahan transaksi digital dan peningkatan efisiensi. Misal-
nya, fintech seperti platform peer-to-peer lending mengurangi biaya transaksi dan
waktu pemrosesan pinjaman, sehingga UMKM yang sebelumnya terbatas oleh in-
frastruktur tradisional seperti bank konvensional yang memerlukan dokumen fisik
dan verifikasi manual dapat mengakses dana dengan cepat. TAM relevan di era
digital karena menunjukkan bahwa adopsi fintech tidak hanya bergantung pada fitur
teknis, tetapi juga pada persepsi manfaat, seperti pengurangan risiko kredit melalui
analitik data besar. Dengan demikian, TAM membantu menjelaskan bagaimana
fintech mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan membuka akses keu-
angan bagi kelompok yang terpinggirkan, dengan mengintegrasikan dengan RBV
dan Financial Accessibility Theory untuk mengoptimalkan sumber daya internal

dan mengatasi hambatan eksternal.

2.2.1.4 Institutional Theory dalam Kebijakan Publik

Institutional Theory, dalam konteks kebijakan publik, menjelaskan
bagaimana norma, regulasi, dan struktur sosial memengaruhi perilaku organisasi
dan individu. Dalam penelitian ini, teori ini diposisikan sebagai landasan untuk me-
mahami peran government support sebagai variabel moderasi, di mana kebijakan
publik dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara faktor internal usaha
(seperti yang dijelaskan RBV) dan akses keuangan (seperti dalam Financial Acces-
sibility Theory). Misalnya, dukungan pemerintah melalui subsidi, regulasi fintech,
atau program kredit khusus dapat menciptakan lingkungan institusional yang men-
dorong UMKM untuk mengadopsi teknologi baru (seperti dalam TAM) dan men-
gurangi rasio kredit. (North, 1990) menekankan bahwa institusi membentuk "aturan
permainan" yang mempengaruhi efisiensi pasar, sehingga di negara berkembang,
kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dapat mengatasi ketidaksempurnaan
pasar. Teori ini diperkaya dengan konsep isomorfisme, di mana UMKM mungkin
meniru praktik sukses yang didukung pemerintah, seperti kemitraan dengan bank
negara. Dalam penelitian ini, Institutional Theory menunjukkan bahwa government
support tidak hanya moderasi langsung, tetapi juga membangun kepercayaan sis-
temik, memfasilitasi aliran dana, dan mendorong inovasi, sehingga memperkuat
dampak keseluruhan dari sumber daya internal dan adopsi teknologi terhadap akses

keuangan.
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2.2.2 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar
sistem perekonomian nasional yang memiliki peranan penting dalam menciptakan
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat. UMKM menjadi bagian terbesar dari unit usaha di Indonesia dan

terbukti memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap dinamika perekonomian

global.
Tabel 2.2.2 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kategori Kekayaan Bersih Hasil Penjualan Keterangan
Usaha (tidak termasuk Tahunan
tanah & bangunan
tempat usaha)

Usaha <Rp50.000.000 <Rp300.000.000 Umumnya usaha

Mikro perorangan
dengan skala
sangat kecil dan
tenaga kerja
terbatas.

Usaha > Rp50.000.000 — > Rp300.000.000 - Usaha berdiri

Kecil Rp500.000.000 Rp2.500.000.000 sendiri, tidak
menjadi bagian
anak usaha dari
perusahaan be-
sar.

Usaha > Rp500.000.000 - >Rp2.500.000.000 - | Biasanya mem-

Menengah | Rp10.000.000.000 Rp50.000.000.000 iliki struktur
manajemen for-
mal dan akses
permodalan
lebih luas.

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bank Indonesia (2023) menjelaskan bahwa UMKM merupakan unit usaha
yang memiliki aset dan omzet sesuai dengan kriteria pemerintah serta menjalankan
kegiatan usaha produktif, inovatif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi
lokal. Sementara itu, menurut (OECD, 2021), small and medium enterprises
(SMEs) adalah perusahaan independen yang mempekerjakan kurang dari 250
orang, dengan batasan omzet dan aset yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi

masing-masing negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023),
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sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,0% terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga
berperan penting dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pen-
guatan ekonomi daerah. Dengan skala yang beragam dan tersebar di seluruh wila-
yah Indonesia, UMKM mampu menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yang
menggerakkan berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, in-
dustri kreatif, hingga jasa berbasis teknologi.

Namun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia juga dihadapkan
pada berbagai tantangan struktural dan nonstruktural. Tantangan tersebut antara
lain keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan dan digital,
keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya sistem pemasa-
ran dan inovasi produk. Menurut laporan OECD (2021) dan Bank Indonesia (2023),
faktor-faktor tersebut menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan daya
saing UMKM di pasar global. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui kebijakan
kredit bersubsidi, program penjaminan kredit, pelatihan kewirausahaan, dan digi-
talisasi usaha menjadi kunci penting dalam memperkuat ekosistem UMKM di era
ekonomi digital.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan UMKM memiliki makna
yang sangat penting karena sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl), pemerataan
rezeki (tagsim al-rizq), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Islam men-
dorong setiap individu untuk berusaha dan bekerja secara halal demi memperoleh
penghidupan yang layak. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Jumu ‘ah
ayat 10, yang berbunyi:

(.S\u s Dy sary st S ool 1B 6 e e 130
® i

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu berun-
tung."
Menurut Tafsir Ibnu Katsir (2000), ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya
mendorong umatnya untuk beribadah secara ritual, tetapi juga memerintahkan

mereka untuk aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif setelah menunaikan
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ibadah. Bekerja dan berdagang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah,
selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar prinsip keadilan.
Prinsip ini sejalan dengan konsep kewirausahaan dalam Islam yang menekankan

etika bisnis, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

2.2.3 Access to Finance SMEs

2.2.3.1 Pengertian Access to Finance

Akses pembiayaan (access to finance) merupakan kemampuan pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh dana dari lembaga keu-
angan formal seperti perbankan maupun lembaga non-formal seperti koperasi dan
fintech. (OECD, 2023) menjelaskan bahwa akses pembiayaan menjadi faktor utama
dalam pertumbuhan dan inovasi UMKM karena menentukan kemampuan pelaku
usaha memperluas kapasitas dan daya saing. Dalam Islam, Al-Qur’an menekankan
pentingnya kemudahan dalam urusan finansial dan pelarangan terhadap praktik
yang menghalangi seseorang memperoleh manfaat ekonomi secara adil. Dalam Su-
rah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:
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“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu
vang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di an-
tara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menu-
liskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia men-
catat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia ber-
takwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika
yvang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak
mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.
Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi)
dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara
orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (vang ada) sehingga jika salah
seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai
batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil
di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalan-
kan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya.
Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit
(atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian),
sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah
memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab, 2002), ayat ini merupakan
ayat terpanjang dalam Al-Qur’an dan membahas prinsip-prinsip hukum muamalah
(transaksi keuangan) secara mendalam. Allah memerintahkan agar setiap transaksi
utang piutang atau akad yang memiliki jangka waktu tertentu ditulis secara jelas
dan disaksikan, untuk menjaga keadilan dan mencegah perselisihan di kemudian
hari. Hal ini menjadi dasar penting dalam dunia pembiayaan modern, termasuk sis-
tem perbankan dan lembaga keuangan mikro, yang menekankan aspek transparansi,
akuntabilitas, dan perlindungan hak kedua belah pihak (Kemenag, 2026).

Dalam Islam, Al-Qur’an menekankan pentingnya kemudahan dalam urusan finan-
sial serta pelarangan terhadap praktik yang menghalangi seseorang memperoleh
manfaat ekonomi secara adil.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat ini menegaskan pentingnya kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam

transaksi keuangan, termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Prinsip tersebut menjadi

26



dasar bagi sistem keuangan syariah yang menolak praktik riba, gharar (ketidakpas-

tian), dan eksploitasi dalam kontrak pembiayaan.

2.2.3.2 Faktor Access to Finance

Akses pembiayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal

dan eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang memengaruhi

access to finance difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu firm characteristics,

financial delinquency, dan fintech adoption, dengan government support sebagai

variabel moderasi.

1.

Karakteristik Usaha (firm characteristics). Faktor internal yang berperan besar
dalam menentukan kredibilitas dan kelayakan usaha di mata lembaga keu-
angan. Karakteristik usaha seperti ukuran, umur, aset, dan pengalaman mana-
jerial menjadi sinyal penting bagi pemberi pinjaman untuk menilai tingkat
risiko kredit (Cao et al., 2023). Usaha yang memiliki catatan keuangan trans-
paran, legalitas formal, serta manajemen profesional cenderung lebih dipercaya
dan mudah memperoleh pembiayaan. Hal ini sejalan dengan teori Resource-
Based View (Barney, 1991) yang menekankan bahwa sumber daya internal
yang kuat menjadi dasar keunggulan kompetitif dan meningkatkan ke-
percayaan lembaga keuangan. Dalam perspektif Islam, pentingnya kredibilitas
dan kejujuran usaha ditegaskan dalam hadis Rasulullah :

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang
benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi). Nilai kejujuran dan profesional-
isme inilah yang membentuk firm characteristics yang baik dan mendukung
kemudahan akses pembiayaan.

Gagal bayar (financial deliquency). Keterlambatan dalam memenuhi
kewajiban keuangan menjadi faktor penghambat utama dalam memperoleh
pembiayaan. UMKM yang memiliki riwayat keterlambatan pembayaran pin-
jaman atau kredit macet akan dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan
(Kaya, 2024). Perilaku keuangan yang tidak disiplin mencerminkan lemahnya
tata kelola dan akuntabilitas. Islam menempatkan tanggung jawab dalam me-
menuhi kewajiban keuangan sebagai bagian dari moralitas bisnis, sebagaimana
sabda Nabi Muhammad, “Menunda pembayaran utang bagi orang mampu

adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari dan Muslim).
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Dengan demikian, kepatuhan finansial menjadi faktor penting yang mem-
perkuat kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap pelaku UMKM.

. Fintech adoption menjadi faktor yang membuka peluang akses pembiayaan
lebih luas bagi UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang kesulitan mem-
peroleh kredit dari lembaga konvensional. Fintech memberikan kemudahan
melalui proses digital yang cepat, penggunaan data alternatif seperti riwayat
transaksi digital, dan algoritma penilaian kredit yang lebih inklusif (Gillani et
al., 2025). Berdasarkan Technology Acceptance Model (Davis, 1989), adopsi
fintech dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan
kemudahan penggunaan (ease of use). Fintech mampu menurunkan hambatan
administratif dan meningkatkan efisiensi pembiayaan bagi UMKM di era dig-
ital. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:
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“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Al-
lah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah,
Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam per-
jalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa
yvang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pembagian kekayaan
secara proporsional. Harta yang diperoleh dari masyarakat atau negara tidak
boleh dikuasai oleh elite ekonomi semata, tetapi harus dikembalikan untuk
kepentingan sosial, termasuk fakir miskin dan mereka yang membutuhkan.
Ayat ini menekankan prinsip pemerataan ekonomi dan keadilan distribusi sum-
ber daya, agar kekayaan dan peluang tidak hanya berputar di kalangan orang
kaya saja. Nilai ini sangat relevan dengan fungsi fintech (financial technology)

sebagai instrumen yang mendemokratisasi akses keuangan, khususnya bagi

pelaku UMKM (Kemenag, 2026).
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4. Dukungan pemerintah (government support). Faktor moderasi yang dapat
memperkuat atau melemahkan hubungan antara faktor-faktor di atas dengan
akses pembiayaan. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjaminan
kredit (Jamkrindo, Askrindo), pelatihan digitalisasi, dan insentif pajak mampu
menurunkan risiko usaha serta meningkatkan inklusi keuangan (Prasannath et
al., 2024). Dalam perspektif Islam, peran pemerintah dalam menegakkan kead-
ilan ekonomi dijelaskan dalam Surah Al-Hajj ayat 41:
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“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka
menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan
mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.”
Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan sifat ideal pemimpin yang
menegakkan syariat Allah dalam setiap kebijakan, menjaga keseimbangan an-
tara ibadah spiritual (shalat, zakat) dan tanggung jawab sosial (amar makruf
nahi munkar). Artinya, dukungan pemerintah bukan hanya dalam bentuk
kekuasaan politik, tetapi juga dalam bentuk kebijakan ekonomi yang menjamin
pemerataan dan kesejahteraan (Kemenag, 2026).

Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa dukungan pemerintah (government sup-
port) merupakan bentuk aktualisasi dari amanah kekuasaan untuk menegakkan
keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Melalui kebijakan tersebut,
pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku UMKM agar
memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan adil. Dukungan ini
mampu memperkuat hubungan antara faktor internal (karakteristik usaha, ke-
lancaran keuangan, dan adopsi fintech) dengan akses pembiayaan yang berke-
lanjutan.

2.2.3.3 Indikator Access to Finance

Indikator access to finance digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaku
UMKM mampu memperoleh dan memanfaatkan sumber pembiayaan dari berbagai

lembaga keuangan formal maupun non-formal. Menurut Beck et al., (2008) dan
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OECD, (2023), akses pembiayaan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu
ketersediaan dana, kemudahan memperoleh pembiayaan, biaya atau suku bunga
yang ditetapkan, serta tingkat keberhasilan dalam mengajukan pinjaman. Indikator-
indikator tersebut menjadi cerminan tingkat inklusi keuangan yang dialami oleh
UMKM. Dalam penelitian ini, indikator akses pembiayaan mencakup lima aspek
utama: (1) jumlah atau nilai kredit yang diterima oleh UMKM dari lembaga keu-
angan; (2) sumber pembiayaan yang digunakan, baik dari bank, koperasi, maupun
platform fintech; (3) tingkat bunga atau biaya pinjaman serta jangka waktu (tenor)
pembayaran; (4) rasio penolakan kredit atau tingkat keberhasilan pengajuan pem-
biayaan; dan (5) persepsi pelaku usaha terhadap kemudahan memperoleh pinjaman
dan layanan keuangan.

Setiap indikator tersebut menggambarkan dimensi akses keuangan yang ber-
beda. Jumlah kredit yang diterima menunjukkan kemampuan UMKM untuk me-
menuhi kebutuhan modal kerja, sedangkan variasi sumber pembiayaan menc-
erminkan sejauh mana pelaku usaha dapat memanfaatkan berbagai alternatif pen-
danaan. Suku bunga dan tenor pinjaman menjadi ukuran keterjangkauan biaya pem-
biayaan, sementara rasio penolakan kredit menggambarkan tingkat kesulitan yang
dihadapi dalam proses pengajuan dana.

Dalam perspektif Islam, indikator akses pembiayaan tidak hanya diukur dari
aspek material semata, tetapi juga dari nilai moral dan keadilan ekonomi. Al-Qur’an
menegaskan pentingnya prinsip tolong-menolong dalam hal kebaikan dan

ketakwaan sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Ma’idah ayat 2:
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar
(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qald’id (hewan-hewan kurban
vang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam
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sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah ber-
tahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali
kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Menurut Imam Ibn Katsir (2000: 89) dalam Tafsir al-Qur ’an al- ‘Azim, ayat ini
menegaskan dua hal besar yaitu perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan
dan larangan untuk bekerja sama dalam dosa dan permusuhan.

Dalam pembiayaan, tafsir ini menegaskan bahwa segala bentuk kerja sama
keuangan atau bisnis harus berlandaskan tolong-menolong untuk kemaslahatan
ekonomi umat, bukan menjerumuskan pihak yang lemah ke dalam jeratan utang,
bunga, atau ketergantungan ekonomi yang tidak adil. Ibn Katsir juga menyebut
bahwa prinsip ini menjadi dasar bagi lahirnya sistem muamalah Islam yang adil dan
beretika, termasuk dalam transaksi pinjam-meminjam, bagi hasil, dan investasi sya-
riah (Kemenag, 2026).

Ayat ini mengandung makna bahwa sistem pembiayaan yang baik harus ber-
sifat saling menolong, adil, dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi pihak
yang meminjam. Oleh karena itu, lembaga keuangan, termasuk fintech dan
pemerintah, diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan yang tidak eksploita-
tif dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Prinsip ini sejalan dengan tujuan inklusi
keuangan yang bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga men-
ciptakan kesejahteraan sosial melalui distribusi sumber daya yang merata dan
berkeadilan.

Dengan demikian, indikator akses pembiayaan tidak hanya mencerminkan ke-
mampuan teknis UMKM dalam memperoleh dana, tetapi juga menunjukkan tingkat
kepercayaan, integritas, dan keadilan dalam sistem keuangan yang dijalankan. Se-
makin tinggi nilai dari indikator-indikator tersebut, semakin besar pula tingkat
inklusi keuangan dan peluang UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan da-

lam ekosistem pembiayaan nasional.

2.2.4 Firm Characteristics

2.2.4.1 Pengertian Firm Characteristics
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Karakteristik perusahaan (firm characteristics) merupakan faktor internal
dan eksternal yang berperan penting dalam menentukan kemampuan perusahaan
untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal maupun non-formal.
Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), firm characteristics
mencakup ukuran perusahaan, usia usaha, legalitas, struktur aset, hingga
penggunaan teknologi. Menurut (Flaminiano & Francisco, 2021), karakteristik ter-
sebut menjadi indikator utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan lembaga
keuangan terhadap suatu usaha. Penelitian mereka di Filipina menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan, kepemilikan aset tetap, serta penggunaan teknologi digital da-
lam proses akuntansi memiliki hubungan signifikan terhadap kemungkinan perus-
ahaan mengalami kendala kredit (credit constraints).

Firm characteristics menggambarkan identitas dan kapasitas usaha yang
dapat menjadi tolok ukur kredibilitas finansialnya. Semakin baik karakteristik ter-
sebut, semakin besar pula peluang UMKM untuk memperoleh pembiayaan.

2.2.4.2 Indikator Firm Characteristics

Indikator karakteristik perusahaan dalam penelitian ini, tercermin melalui
umur usaha, jumlah tenaga kerja, total aset, legalitas usaha, omzet tahunan, dan
pengalaman pengelola/manajerial. Usaha yang lebih lama beroperasi memiliki
rekam jejak yang lebih stabil dan risiko kegagalan yang lebih rendah sehingga
meningkatkan peluang akses kredit. Jumlah tenaga kerja dan omzet tahunan meng-
gambarkan skala usaha dan kapasitas produksi yang sering digunakan sebagai
proksi ukuran perusahaan (firm size). Total aset menunjukkan kemampuan perus-
ahaan menyediakan jaminan (collateral), sedangkan legalitas usaha mencerminkan
formalitas dan transparansi yang meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan.
Selain itu, pengalaman manajerial berperan dalam pengambilan keputusan keu-
angan dan pengelolaan risiko usaha. Penelitian (OECD, 2023) menunjukkan bahwa
ukuran usaha, formalitas, dan struktur aset merupakan determinan utama akses
pembiayaan UMKM, sementara Kumarasamy et al., (2024) menegaskan bahwa
usia usaha dan kapasitas internal berpengaruh signifikan terhadap pengurangan fi-
nancing constraints.

Teori yang mendasari hubungan antara karakteristik perusahaan dan akses

pembiayaan yaitu Resource-Based View (RBV). Teori ini diperkenalkan oleh
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(Barney, 1991) yang berasumsi bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan
ditentukan oleh sumber daya internal yang dimilikinya baik yang bersifat berwujud
(tangible resources) maupun tidak berwujud (intangible resources). Dalam
UMKM, firm characteristics mencerminkan sumber daya internal yang menjadi da-
sar bagi kemampuan perusahaan untuk bertahan dan tumbuh. Ukuran perusahaan
dan usia usaha menggambarkan kapasitas sumber daya fisik dan pengalaman ma-
najerial yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. Legalitas
usaha dan pencatatan akuntansi mencerminkan sumber daya organisasi dalam ben-
tuk tata kelola dan transparansi yang baik, sedangkan penggunaan teknologi digital
mencerminkan kapasitas inovasi dan efisiensi operasional sebagai sumber daya
strategis yang langka dan bernilai tinggi.

RBYV menjelaskan bahwa perusahaan dengan karakteristik yang kuat mem-
iliki kemampuan internal yang memungkinkan mereka mengonversi sumber daya
menjadi keunggulan finansial, termasuk dalam memperoleh pembiayaan eksternal.
Menurut (Kumarasamy et al., 2024), karakteristik internal perusahaan seperti usia
dan kepemilikan aset merupakan faktor yang menurunkan kendala pembiayaan di
sektor UMKM. Dengan demikian, RBV menegaskan bahwa firm characteristics
bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga merupakan bentuk strategic re-
sources yang menentukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan mem-
pertahankan akses terhadap sumber daya keuangan formal.

Hubungan antara firm characteristics dan akses pembiayaan dapat dijelas-
kan secara logis melalui kemampuan perusahaan dalam mengurangi risiko kredit
dan meningkatkan kredibilitas finansial. UMKM dengan karakteristik yang kuat
umumnya memiliki laporan keuangan yang dapat diverifikasi, catatan historis yang
baik, dan aset yang dapat dijaminkan, sehingga lebih mudah dipercaya oleh lem-
baga pembiayaan. Sebaliknya, usaha yang bersifat informal, berukuran kecil, atau
baru berdiri sering kali menghadapi hambatan berupa persyaratan administrasi yang
sulit dipenuhi, keterbatasan jaminan, serta kurangnya kepercayaan dari lembaga
keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas firm characteristics menjadi kunci
dalam memperkuat posisi UMKM di sektor keuangan formal dan mengurangi

ketergantungan terhadap sumber pembiayaan informal.
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Dari perspektif Islam, karakteristik perusahaan yang baik merepresentasi-
kan penerapan nilai amanah, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya secara
bijak yang ditekankan dalam ajaran Al-Qur’an. Hal ini sejalan dengan firman Allah

SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:
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"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hen-
daklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(masa depan), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menge-
tahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengandung perintah agar setiap manu-
sia bertakwa dan melakukan introspeksi (muhasabah) atas amal dan tindakannya,
baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Frasa "wal tandzur nafsun maa qaddamat
lighad" bermakna bahwa seorang mukmin wajib merencanakan masa depannya
dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan perhitungan yang matang. (Ke-
menag, 2026)

Ayat tersebut mengandung prinsip perencanaan dan tanggung jawab yang
kuat terhadap pengelolaan sumber daya, yang sangat relevan dengan konsep Re-
source-Based View. Islam mendorong setiap individu dan pelaku usaha untuk
mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan baik, mempersiapkan
strategi untuk keberlanjutan, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang di-
ambil. Dalam konteks firm characteristics, ayat ini menegaskan pentingnya pengel-
olaan sumber daya internal seperti aset, keuangan, tenaga kerja, dan pengetahuan
secara amanah agar perusahaan mampu tumbuh dan bertahan dalam persaingan.
Dengan manajemen sumber daya yang baik dan legalitas yang kuat, UMKM tidak
hanya memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, tetapi juga menjalankan

bisnis yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

2.2.5 Financial Deliquency

2.2.5.1 Pengertian Financial Delinquency
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Financial Delinquency diartikan sebagai gagal atau terlambat memenuhi
kewajiban finansialnya terhadap pemberi pembiayaan atau kreditur, seperti ang-
suran pinjaman atau pembiayaan yang telah jatuh tempo. Dalam UMKM, kondisi
ini bukan hanya mencerminkan kesulitan likuiditas atau manajemen keuangan yang
lemabh, tetapi juga menjadi sinyal risiko yang diperhatikan oleh lembaga finansial
dalam menilai kelayakan pembiayaan. Penelitian oleh (Khan et al., 2024) dalam
Journal of the Knowledge Economy menunjukkan bahwa financial delinquency
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap akses keuangan pada SMEs, dan
bahwa firma yang memiliki catatan tunggakan lebih tinggi memiliki probabilitas
lebih rendah untuk memperoleh pembiayaan eksternal. Perusahaan dengan rating
risiko lebih tinggi atau yang telah mencatat kejadian tunggakan lebih sering, mem-
iliki hambatan yang lebih besar untuk mengakses pembiayaan eksternal maupun
untuk merefinansiasi utang mereka (Eggers, 2020).

2.2.5.2 Indikator Financial Delinquency

Financial delinquency diukur melalui beberapa indikator kuantitatif dan
kualitatif yang mencerminkan sejauh mana UMKM memiliki catatan keterlambatan
atau gagal bayar. Indikator tersebut meliputi frekuensi keterlambatan pembayaran
yang menunjukkan konsistensi disiplin pembayaran (Khaliq, 2021), jumlah tung-
gakan yang menunjukkan besarnya beban kewajiban yang belum dipenuhi
(Agustin, 2025), Rasio NPL yang digunakan oleh regulator dan lembaga keuangan
untuk mengukur tingkat financial delinquency UMKM (Ramadhany & Kaluge,
2025), dan skor kredit usaha yang digunakan sebagai indikator kualitatif-kuantitatif
untuk menilai riwayat pembayaran, tingkat risiko gagal bayar, dan kelayakan pem-
biayaan UMKM (Siska et al., 2024). Penelitian Khan et al., (2024) menemukan
bahwa riwayat tunggakan secara signifikan menurunkan peluang UMKM mem-
peroleh pembiayaan baru. OECD (2023) juga menegaskan bahwa riwayat kredit
dan rasio NPL merupakan indikator utama dalam proses credit scoring dan
penilaian risiko pembiayaan UMKM.

Landasan teoretis yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara finan-
cial delinquency dan akses pembiayaan adalah Financial Accessibility Theory. Te-
ori ini menegaskan bahwa kemampuan suatu entitas untuk mengakses pembiayaan

tidak hanya ditentukan oleh permintaan dana (demand for funds), tetapi juga oleh
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faktor eksternal seperti reputasi keuangan, tingkat risiko kredit, serta dukungan ek-
sternal dari lembaga keuangan atau jaringan sosial (Beck et al., 2008). Ketika suatu
usaha memiliki rekam jejak tunggakan tinggi, lembaga pembiayaan akan mengang-
gap risiko kreditnya lebih besar, sehingga akses terhadap pembiayaan formal men-
jadi terbatas. Sebaliknya, UMKM yang mampu menjaga reputasi keuangannya
dengan menunaikan kewajiban secara tepat waktu akan memperoleh tingkat ke-
percayaan yang lebih tinggi dari kreditur serta lebih mudah mengakses modal kerja
maupun pembiayaan investasi.

Dalam penelitian ini, variabel financial delinquency dianggap sebagai vari-
abel independen yang diasumsikan memiliki arah pengaruh negatif terhadap varia-
bel dependen yaitu akses pembiayaan. Artinya, semakin besar proporsi pinjaman
terlambat, semakin sering keterlambatan, dan semakin lama durasi keterlambatan
maka semakin rendah kemungkinan UMKM memperoleh pembiayaan eksternal
maupun kondisi pembiayaan yang menguntungkan (misalnya bunga rendah, syarat
ringan, tenor panjang). Sebaliknya, UMKM yang memiliki catatan pembayaran ter-
tib, sedikit atau tanpa tunggakan, akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari
lembaga pembiayaan serta memperoleh akses yang lebih baik. Dalam lingkungan
pembiayaan di Indonesia, hambatan akses pembiayaan sering kali terkait dengan
risiko tinggi yang tercermin dari rekam jejak keuangan UMKM, sehingga variabel
ini sangat relevan sebagai bagian dari kerangka teoritis penelitian.

Dari perspektif Islam, pentingnya tanggung jawab pemenuhan utang dan
kewajiban finansial tertulis dalam ajaran muamalah yang adil dan etis. Allah SWT
berfirman:
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“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan
seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika
sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya)...”” (QS. al-Baqarah 2:283)
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Dalam tafsir Ibn Katsir dan al-Muyassar, ayat ini turun sebagai lanjutan dari
ayat sebelumnya (QS. al-Baqarah: 282) yang mengatur transaksi utang secara ter-
tulis. Ayat ini memberikan pedoman tambahan apabila pencatatan tidak memung-
kinkan, misalnya ketika seseorang sedang bepergian dan tidak menemukan penulis
atau saksi transaksi (Kemenag, 2026).

Ayat ini meskipun berbicara tentang transaksi utang piutang antar
perseorangan, mengandung prinsip pencatatan dan kejelasan kewajiban finansial.
UMKM yang mengalami keterlambatan pembayaran atau tunggakan berarti telah
berpotensi melanggar prinsip amanah dan keadilan dalam muamalah bisnis Islam.
Oleh sebab itu, menjaga rekam jejak keuangan yang baik, menghindari tunggakan
dan memenuhi kewajiban tepat waktu tidak hanya meningkatkan akses pembiayaan
secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga keju-
juran, tanggung jawab dan keadilan sosial.

Dengan demikian, variabel financial delinquency dalam kerangka penelitian
ini diuraikan secara sistematis melalui definisi konseptual dan operasional,
menggunakan dimensi-indikator yang jelas, didukung dengan teori dan literatur
empiris, dan dikaitkan secara logis dengan konteks penelitian UMKM di Indonesia

serta perspektif [slam.

2.2.6 Fintech Adoption
2.2.6.1 Pengertian Fintech Adoption

Fintech adoption atau adopsi teknologi keuangan merupakan tingkat pen-
erimaan, pemanfaatan, dan integrasi teknologi digital dalam aktivitas keuangan dan
pembiayaan oleh pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). Fintech mencakup berbagai inovasi seperti layanan peer-to-peer (P2P)
lending, sistem pembayaran elektronik (e-payment), dompet digital (e-wallet),
hingga platform investasi berbasis teknologi. Dalam UMKM, fintech berperan pent-
ing sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan
formal, karena menawarkan proses yang lebih cepat, biaya transaksi yang rendah,
serta syarat administrasi yang sederhana. (Zhang et al., 2023) menjelaskan bahwa
penerapan digital inclusive finance dapat mengurangi kendala pembiayaan (financ-
ing constraints) dan meningkatkan kemampuan inovasi UMKM melalui akses ke

modal yang lebih luas dan efisien.
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Fintech adoption dalam penelitian ini mengacu pada Technology Ac-
ceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1989). Teori ini menjelas-
kan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh dua persepsi
utama perceived usefulness (manfaat yang dirasakan) dan perceived ease of use
(kemudahan penggunaan). Dalam konteks fintech, perceived usefulness menunjuk-
kan sejauh mana UMKM menilai bahwa penggunaan teknologi keuangan dapat
membantu memperluas akses pembiayaan, mempercepat transaksi, serta mening-
katkan efisiensi operasional. Sementara itu, perceived ease of use menunjukkan se-
jauh mana teknologi tersebut mudah dipelajari, dioperasikan, dan diintegrasikan
dalam sistem keuangan usaha. Ketika pelaku UMKM merasakan kemudahan dan
manfaat nyata dari penggunaan fintech, mereka akan memiliki niat lebih kuat untuk
mengadopsi dan menggunakannya secara berkelanjutan (Halawa et al., 2025).

Teori TAM ini sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana fintech men-
jadi katalis peningkatan akses pembiayaan. Fintech menciptakan ekosistem digital
yang memungkinkan pelaku UMKM untuk melakukan transaksi keuangan secara
cepat, transparan, dan efisien. Menurut (European Central Bank., 2022), digitalisasi
proses pinjaman melalui fintech lending dapat memperpendek waktu pengajuan
hingga 50% dibandingkan bank konvensional serta menurunkan biaya administrasi
secara signifikan. Dengan demikian, kemudahan transaksi (transactional ease) dan
peningkatan efisiensi (operational efficiency) yang ditawarkan fintech berkontri-
busi langsung terhadap meningkatnya peluang UMKM untuk memperoleh akses
pembiayaan formal. Selain itu, data transaksi digital yang dihasilkan melalui sistem
fintech dapat digunakan sebagai alternative credit scoring, yang memungkinkan
lembaga keuangan menilai kelayakan kredit berdasarkan perilaku transaksi, bukan
hanya jaminan fisik.

2..2.6.2 Indikator Fintech Adoption

Variabel fintech adoption dalam penelitian ini diukur menggunakan empat indi-

kator:

1. Perceived Usefulness (Manfaat yang Dirasakan) meliputi persepsi bahwa
fintech membantu mempercepat akses pembiayaan, menurunkan biaya

transaksi, serta mempermudah hubungan dengan lembaga keuangan. Manfaat
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fintech menjadi faktor dominan dalam meningkatkan tingkat adopsi teknologi
keuangan (Setiawan et al., 2025).

2. Perceived Ease of Use (Kemudahan Penggunaan) menunjukkan sejauh mana
UMKM merasa teknologi keuangan mudah dipelajari, diakses, dan digunakan
dalam aktivitas bisnis harian. Edo et al., (2024) menemukan bahwa kemudahan
penggunaan aplikasi fintech menjadi determinan utama adopsi fintech.

3. Usage Intensity (Intensitas Penggunaan) vyaitu frekuensi dan volume
penggunaan aplikasi fintech untuk transaksi, pinjaman, atau pencatatan keu-
angan digital. Menurut Aini & Fadilla, (2024), semakin tinggi intensitas
penggunaan fintech, semakin besar peningkatan efisiensi keuangan dan akses
pembiayaan UMKM.

4. Integration Level (Tingkat Integrasi Sistem), sejauh mana fintech diintegrasi-
kan ke dalam sistem manajemen keuangan atau akuntansi UMKM (Indriani et
al., 2025).

Penelitian empiris mendukung pengaruh positif adopsi fintech terhadap
akses pembiayaan UMKM. (Brixiova et al., 2020) menjelaskan bahwa inovasi dig-
ital seperti fintech mendorong financial inclusion, terutama bagi pelaku usaha kecil
yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pembiayaan formal. Fintech memberikan
kemudahan pembiayaan berbasis teknologi yang minim jaminan fisik dan lebih ber-
basis pada analisis data digital, sehingga mampu mengatasi hambatan asimetri in-
formasi yang sering dialami UMKM.

Dalam perspektif Islam, adopsi fintech dapat dikaitkan dengan nilai
maslahah (kemaslahatan) dan hifz al-mal (pemeliharaan harta). Teknologi keu-
angan yang digunakan secara etis dan sesuai syariah membantu memperluas akses
ekonomi bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, sekaligus menjaga keber-

lanjutan ekonomi umat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:
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“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah
kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kera-
bat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.
(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dil-
arangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi, ayat ini menegaskan prinsip
keadilan distribusi ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit
atau orang kaya saja. Harta (termasuk sumber daya ekonomi dan instrumen keu-
angan) harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh umat, terutama kelompok
lemah seperti fakir miskin dan ibnu sabil (Kemenag, 2026).

Ayat ini mencerminkan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya
ekonomi, termasuk pembiayaan. Fintech, terutama yang berbasis syariah, menjadi
sarana pemerataan keuangan yang memungkinkan UMKM memperoleh pem-
biayaan tanpa bunga (riba), tanpa ketidakjelasan (gharar), dan tanpa spekulasi
(maysir). Dengan memanfaatkan fintech secara bijak dan sesuai prinsip syariah,
pelaku UMKM dapat memperluas akses modal, meningkatkan efisiensi bisnis, dan
berkontribusi pada sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, fintech adoption dalam kerangka teori penelitian ini
dipandang sebagai variabel independen yang berpengaruh positif terhadap akses
pembiayaan UMKM. Melalui kemudahan transaksi dan peningkatan efisiensi se-
bagaimana dijelaskan dalam Technology Acceptance Model (TAM), fintech menjadi
instrumen strategis yang memperkuat inklusi keuangan, memperluas pembiayaan

yang layak, serta meningkatkan kemandirian ekonomi pelaku UMKM di era digital.
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2.2.7 Government Support
2.2.7.1 Pengertian Government Support

Government support atau dukungan pemerintah merupakan bentuk intervensi
dan fasilitasi pemerintah dalam membantu perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) melalui kebijakan, program, insentif, regulasi, pelatihan, serta
penyediaan infrastruktur pendukung usaha. Dukungan pemerintah bertujuan untuk
menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing UMKM,
memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat kemampuan UMKM dalam
menghadapi persaingan ekonomi digital dan global. Dalam konteks UMKM, gov-
ernment support menjadi faktor penting karena banyak pelaku usaha masih
menghadapi kendala modal, keterbatasan literasi keuangan, rendahnya kemampuan
digitalisasi, serta minimnya akses terhadap pasar formal. Oleh karena itu, keterli-
batan pemerintah diperlukan untuk memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha
UMKM melalui berbagai kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan. Prasan-
nath et al., (2024) menjelaskan bahwa dukungan pemerintah melalui kebijakan dan
program pembinaan mampu meningkatkan kemampuan adaptasi UMKM terhadap
perubahan ekonomi dan teknologi, terutama dalam meningkatkan akses pem-
biayaan dan daya saing usaha.

Government support dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel mod-
erasi yang memperkuat hubungan antara variabel independen dan variabel de-
penden. Dukungan pemerintah dapat memperbesar efektivitas suatu kebijakan atau
teknologi terhadap peningkatan kinerja UMKM karena pemerintah berperan se-
bagai fasilitator dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanju-
tan. Menurut Umami et al., (2024) keberhasilan pengembangan UMKM sangat di-
pengaruhi oleh sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah melalui pemberian in-
sentif, pelatihan, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital dan akses
pembiayaan. Dengan adanya dukungan pemerintah, pelaku UMKM lebih mudah
memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, termasuk pembiayaan,
teknologi, serta informasi pasar.

Dalam perspektif teori kelembagaan (institutional theory), government sup-

port dipahami sebagai bentuk tekanan dan dukungan institusional yang
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memengaruhi perilaku organisasi atau pelaku usaha dalam mengadopsi inovasi dan
meningkatkan kapasitas usaha. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah,
regulasi, dan program bantuan dapat membentuk perilaku UMKM agar lebih
adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Ketika pemerintah menyediakan
regulasi yang jelas, subsidi, dan pelatihan yang memadai, UMKM akan memiliki
motivasi lebih besar untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan peluang
pembiayaan formal. Kemenkop UKM (2023) menegaskan bahwa dukungan
pemerintah terhadap UMKM diwujudkan melalui program pembiayaan, subsidi
bunga kredit, pelatihan digitalisasi, inkubasi bisnis, serta perluasan akses pasar guna

meningkatkan ketahanan dan daya saing UMKM nasional.

2.2.7.2 Indikator Government Support

1. Partisipasi UMKM dalam Program Pemerintah

Indikator ini menunjukkan tingkat keterlibatan pelaku UMKM dalam
berbagai program yang diselenggarakan pemerintah, seperti bantuan modal usaha,
program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan bisnis, inkubasi usaha, serta
program pemberdayaan UMKM. Tingginya partisipasi UMKM mencerminkan
adanya akses dan keterlibatan aktif pelaku usaha terhadap dukungan pemerintah
dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas bisnis. Partisipasi tersebut
juga menunjukkan efektivitas pemerintah dalam menjangkau pelaku UMKM me-
lalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. (Putri & Fithriyyah, 2026).
2. Subsidi atau Insentif yang diterima

Indikator ini menggambarkan sejauh mana UMKM memperoleh dukungan
finansial dari pemerintah dalam bentuk subsidi bunga kredit, bantuan modal, insen-
tif pajak, hibah usaha, maupun stimulus ekonomi lainnya. Subsidi dan insentif
pemerintah berperan dalam mengurangi beban biaya operasional usaha, meningkat-
kan kemampuan produksi, serta memperluas akses pembiayaan UMKM. Dukungan
finansial tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan dan penguatan ekonomi
UMKM agar lebih mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha.
(Harahap, 2026)
3. Pelatihan dan Digitalisasi

Indikator ini menunjukkan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kom-

petensi UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, pemasaran
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digital, penggunaan teknologi, dan transformasi digital usaha. Program digitalisasi
UMKM membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi operasional, memperluas
pasar, serta mempercepat adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital. Pelati-
han yang diberikan pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan daya saing UMKM secara berkelanjutan (Sugianto, 2025).

4.  Persepsi Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Indikator ini mengukur pandangan atau penilaian pelaku UMKM terhadap
efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha, akses
pembiayaan, dan peningkatan daya saing. Persepsi positif terhadap kebijakan
pemerintah menunjukkan bahwa program dan regulasi yang diterapkan dinilai
mampu memberikan manfaat nyata bagi UMKM. Sebaliknya, persepsi negatif
dapat menunjukkan adanya hambatan implementasi kebijakan atau ketidaksesuaian
program dengan kebutuhan pelaku usaha (Astrini et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, dukungan pemerintah terhadap UMKM sejalan
dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan keadilan ekonomi. Pemerintah mem-
iliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui distri-
busi sumber daya ekonomi yang adil dan merata. Islam menekankan pentingnya
peran pemimpin dalam melindungi dan memberdayakan kelompok ekonomi lemah
agar tercipta keseimbangan sosial dan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman

dalam QS. An-Nisa ayat 58:

Jually

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. ” (QS. An-Nisa: 58)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan kewajiban pemimpin atau
pemerintah untuk menjalankan amanah secara adil dan memberikan hak masyara-
kat secara proporsional, termasuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dukungan pemerintah terhadap UMKM merupakan bentuk implementasi keadilan

ekonomi agar pelaku usaha kecil memperoleh kesempatan yang sama dalam
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mengakses sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Kemenag,
2026).

Dengan demikian, government support dalam penelitian ini dipandang se-
bagai variabel moderasi yang memperkuat/memperlemah hubungan antara faktor-
faktor pendukung usaha dengan peningkatan akses pembiayaan dan kinerja
UMKM. Melalui kebijakan yang efektif, subsidi, pelatihan, dan program digital-
isasi, pemerintah berperan strategis dalam menciptakan ekosistem usaha yang

inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi UMKM.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. Kerangka Konseptual
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H1: Firm Characteristics berpengaruh terhadap Access to Finance for SMEs.
(Khan et al., 2024; Flaminiano & Francisco, 2021; Jiménez-Rico et al., 2023;
Maxwell, 2025; Mayendisa, 2024)

H2: Financial Delinquency berpengaruh terhadap Access to Finance for
SMEs. (Modina et al., 2023; OECD, 2023; Kaya, 2024; Pah, 2025; Pratiwi et
al., 2024)

H3: Fintech Adoption berpengaruh terhadap Access to Finance for SMEs.
(Bollaert et al., 2021; Gillani et al., 2025; Fatticia et al., 2024; Nugraha et al.,
2022; Purnamasari & Rismala, 2024)

H4: Government Support memoderasi pengaruh Firm Characteristics
terhadap Access to Finance for SMEs. (Pu et al., 2021; Guo et al., 2022;
Maxwell, 2025; Prasannath et al., 2024)

HS: Government Support memoderasi pengaruh Financial Deliquency
terhadap Access to Finance for SMEs. (Adhikary et al., 2021; Chundakkadan
etal., 2022; Gai et al., 2023; Khaliq et al., 2022; Khan et al., 2024; Zhou, 2025)

H6: Government Support memoderasi pengaruh Fintech Adoption terhadap
Access to Finance for SMEs. (Umami et al., 2024; Nugraha et al., 2022;
Verma & Shome, 2025)

2.4 Hipotesis Penelitian
2.4.1 Firm characteristics berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM.

Karakteristik perusahaan (firm characteristics) menjadi salah satu faktor da-
lam menentukan kemampuan UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan formal
maupun informal. Beberapa aspek seperti ukuran usaha, umur perusahaan, legali-
tas, serta kepemilikan aset seringkali dijadikan pertimbangan oleh lembaga keu-
angan dalam melakukan penilaian kredit. Berdasarkan Resource-Based View
Barney (1991), menegaskan bahwa sumber daya internal seperti ukuran usaha,
umur usaha, aset, dan kapasitas manajerial meningkatkan kredibilitas dan daya
saing perusahaan. Dalam konteks UMKM, karakteristik seperti ukuran usaha, usia
usaha, kepemilikan aset, legalitas, dan pengalaman manajerial mencerminkan ka-
pasitas internal yang menjadi sinyal kualitas bagi lembaga keuangan.

Menurut penelitian dari (Cao et al., 2023), perusahaan dengan struktur ma-

najerial yang lebih baik dan tata kelola yang transparan cenderung memiliki akses
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pembiayaan yang lebih luas dibandingkan usaha yang dikelola secara tradisional.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan memainkan peranan penting
dalam meningkatkan kredibilitas usaha di mata lembaga pembiayaan. Penelitian
Khan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa firm characteristics berpengaruh sig-
nifikan terhadap access to finance bagi UMKM. Banyak UMKM masih
menghadapi kendala karena belum memiliki legalitas usaha dan laporan keuangan
yang terstandar. Banyak UMKM yang beroperasi tanpa legalitas usaha yang jelas
atau belum memiliki laporan keuangan terstandar, sehingga menjadi kendala dalam
pengajuan pembiayaan ke bank.

Meskipun banyak penelitian menemukan bahwa firm characteristics ber-
pengaruh positif terhadap akses pembiayaan (Flaminiano & Francisco, 2021;
Jiménez-Rico et al., 2023; Khan et al., 2024b; Maxwell, 2025; Mayendisa, 2024);
hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. (Abeyrathne & de Mel, 2025)
menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap akses pembiayaan
pada perusahaan mikro. Selain itu, (Choi et al., 2024) menunjukkan bahwa karak-
teristik perusahaan dapat terdistorsi ketika terdapat intervensi kebijakan tertentu.
Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa semakin baik karakteristik internal
suatu perusahaan dalam hal ukuran, usia, formalitas hukum, dan aset produktif
maka semakin tinggi peluangnya untuk memperoleh akses pembiayaan. Oleh
karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa firm
characteristics berpengaruh terhadap Access to Finance for SMEs (H1).

H1: Firm Characteristics berpengaruh terhadap Access to Finance for SMEs.
2.4.2 Financial delinquency berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM.

Selain itu, aspek financial delinquency atau keterlambatan dalam memenuhi
kewajiban finansial juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan
UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan. Menurut Financial Accessibility
Theory Stiglitz & Weiss, (1981), keterbatasan akses pembiayaan sering kali
disebabkan oleh rasio kredit (credit rationing) akibat risiko gagal bayar. Riwayat
keterlambatan pembayaran atau kredit bermasalah meningkatkan persepsi risiko
dari lembaga keuangan, sehingga memperketat persyaratan pembiayaan.

Menurut (Modina et al., 2023), tingkat gagal bayar atau keterlambatan pem-

bayaran pinjaman dapat menjadi indikator risiko yang dipertimbangkan oleh
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lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit kepada UMKM. UMKM yang
memiliki rekam jejak buruk dalam pembayaran cenderung sulit memperoleh pin-
jaman baru karena dianggap berisiko tinggi. Dalam UMKM, financial delinquency
seringkali muncul akibat lemahnya manajemen keuangan, arus kas tidak stabil, atau
ketergantungan pada modal jangka pendek (OECD, 2023) UMKM dengan riwayat
keterlambatan pembayaran memiliki skor kelayakan kredit lebih rendah sehingga
lebih sering ditolak oleh lembaga keuangan formal (Kaya, 2024). Dengan demikian,
semakin tinggi tingkat financial delinquency, semakin sulit UMKM mendapatkan
pembiayaan baru karena menurunnya reputasi keuangan. Oleh karena itu, hipotesis
kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa firm delinquency berpengaruh
terhadap Access to Finance for SMEs (H2).

H2: Financial Deliquency berpengaruh terhadap Access to Finance for SMEs.
2.4.3 Fintech adoption berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM

Perkembangan teknologi keuangan (fintech adoption) menghadirkan pelu-
ang besar bagi UMKM dalam memperoleh alternatif pembiayaan. Adopsi fintech
memungkinkan UMKM untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih cepat,
mudah, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Ber-
dasarkan Technology Adoption Model Davis, (1989), adopsi teknologi dipengaruhi
oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks UMKM,
penggunaan fintech memungkinkan proses pembiayaan yang lebih cepat, efisien,
dan berbasis data digital.

Penelitian dari (Gillani et al., 2025) menunjukkan bahwa fintech mampu
mengurangi hambatan akses pembiayaan dengan memperluas jangkauan layanan,
mempercepat proses penilaian kredit, serta menurunkan biaya transaksi. Namun,
tidak semua UMKM mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi ini, teru-
tama karena keterbatasan literasi digital dan ketidakpastian regulasi. Di Kota Ma-
lang, meskipun terdapat peningkatan dalam penggunaan fintech oleh UMKM,
adopsinya belum merata di seluruh sektor usaha. Faktor kepercayaan, keamanan
transaksi, dan kesiapan teknologi masih menjadi penghambat utama. Menurut
(Fatticia et al., 2024), fintech adoption menyediakan layanan yang berbasis data
digital sehingga meminimalkan risiko kredit dan menurunkan biaya transaksi

dibandingkan layanan keuangan tradisional. Selain itu Purnamasari & Rismala
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(2024), menekankan peran fintech sebagai jembatan antara UMKM dan investor,
terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses ke bank konvensional,
dengan memanfaatkan data alternatif seperti transaksi digital atau jejak online
untuk menilai kelayakan kredit. Semakin tinggi tingkat adopsi fintech, semakin luas
pula akses pembiayaan yang diperoleh UMKM, yang pada akhirnya mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan keuangan. Namun,
terdapat hasil yang kontradiktif Ogbonna et al., (2024) dan Febriyani et al., (2024)
menemukan bahwa adopsi fintech dapat meningkatkan risiko default apabila tidak
diimbangi literasi digital dan sistem screening yang baik. Oleh karena itu, hipotesis
kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa fintech adoption berpengaruh
terhadap Access to Finance for SMEs (H3).

H3: Fintech Adoption berpengaruh terhadap Access to Finance for SMEs.

2.4.4 Government support memoderasi pengaruh firm characteristics ter-
hadap akses pembiayaan UMKM.

Dukungan pemerintah (government support) memiliki peran strategis dalam
memperkuat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap akses pembiayaan.
Pemerintah dapat membantu UMKM melalui kebijakan kredit bersubsidi, program
Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi
usaha. Seperti disebut dalam latar belakang, Kementerian Koperasi dan UKM
(2022) menegaskan bahwa kebijakan penjaminan kredit dan pelatihan manajemen
usaha meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM. Penelitian
(Pu et al., 2021) dalam MDPI Sustainability Journal juga menunjukkan bahwa
dukungan pemerintah memperkuat hubungan antara inovasi keuangan dan keber-
lanjutan UMKM selama pandemi COVID-19. Sementara itu, penelitian (Guo et al.,
2022) menunjukkan bahwa Government R&D support secara signifikan mening-
katkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan eksternal. Melalui
pendekatan regresi panel berbasis data mikro tingkat perusahaan, penelitian terse-
but membuktikan bahwa dukungan pemerintah memperluas efek positif aktivitas
penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap akses pembiayaan dengan mencip-
takan sinyal pengurangan risiko bagi investor maupun lembaga keuangan.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya

berfungsi sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai moderator yang
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memperkuat pengaruh positif karakteristik internal perusahaan seperti ukuran, usia,
kinerja, dan inovasi terhadap akses pembiayaan. Masih terdapat inkonsistensi em-
piris mengenai arah moderasi government support, serta belum banyak studi yang
menguji efek moderasi ini dalam model yang juga memasukkan fintech adoption
dan financial delinquency tapi dengan adanya regulasi yang jelas, kebijakan penja-
minan, dan fasilitas pendanaan inovatif, UMKM memiliki kredibilitas dan jaminan
institusional yang lebih kuat di mata penyedia dana. Dengan demikian, hipotesis
keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Government support memoderasi
pengaruh firm characteristics terhadap akses pembiayaan UMKM (H4).
H4: Government Support memoderasi pengaruh Firm Characteristics

terhadap Access to Finance for SMEs.
2.4.5 Government support memoderasi pengaruh financial delinquency ter-
hadap akses pembiayaan UMKM.

Dukungan pemerintah dapat berperan sebagai faktor penyeimbang yang
melemahkan dampak negatif financial delinquency terhadap akses pembiayaan da-
lam konteks UMKM yang menghadapi risiko tunggakan keuangan. Berdasarkan
teori credit guarantee scheme, intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi bunga,
penjaminan kredit, atau restrukturisasi pinjaman dapat mengurangi persepsi risiko
lembaga keuangan terhadap debitur. Menurut penelitian Chundakkadan et al.,
(2022) bantuan likuiditas pemerintah selama pandemi mampu menurunkan dampak
negatif keterlambatan pembayaran terhadap akses pembiayaan usaha kecil. Zhou,
(2025) menemukan bahwa program credit guarantee funds di Tiongkok berhasil
meningkatkan kepercayaan bank terhadap UMKM dengan catatan kredit kurang
baik, karena pemerintah berbagi risiko dengan lembaga keuangan. Dampaknya,
tingkat persetujuan pinjaman pada UMKM berisiko tinggi meningkat hingga 18%,
menunjukkan bahwa credit guarantee scheme efektif dalam memperluas akses
pembiayaan.

Menurut (Khan et al., 2024), memperlemah maupun menyokong hubungan
antara karakteristik perusahaan, karakteristik pasar, financial delinquency, dan
akses pembiayaan. UMKM yang memiliki riwayat tunggakan masih berpotensi
memperoleh pembiayaan baru karena pemerintah turut menanggung sebagian

risiko kredit. UMKM yang memiliki riwayat tunggakan keuangan tetap berpeluang
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memperoleh pembiayaan baru ketika pemerintah berperan aktif dalam menanggung
sebagian risiko kredit serta meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha. Be-
berapa studi menunjukkan bahwa government support dapat memperlemah dampak
negatif delinquency (Adhikary et al., 2021; Gai et al., 2023; Khaliq, 2021). Namun,
(Bai et al., 2022) menemukan bahwa dukungan berlebihan justru memperburuk per-
sepsi risiko lembaga keuangan. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian
ini menyatakan bahwa Government support memoderasi pengaruh financial delin-
quency terhadap akses pembiayaan UMKM (HY).

H5: Government Support memoderasi pengaruh Financial Deliquency terhadap

Access to Finance for SMEs.

2.4.6 Government support memoderasi pengaruh fintech adoption terhadap
akses pembiayaan UMKM.

Adopsi fintech oleh UMKM dapat semakin efektif apabila didukung oleh
kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi ekonomi dan inklusi keuangan.
Seperti dijelaskan dalam latar belakang, keberhasilan adopsi finfech masih
menghadapi kendala seperti keterbatasan literasi digital, kepercayaan terhadap sis-
tem, dan kesiapan teknologi. (Umami et al., 2024) menekankan bahwa dukungan
pemerintah yang kuat, seperti pelatihan digitalisasi dan penyediaan infrastruktur
pembayaran elektronik, dapat mempercepat penetrasi fintech di kalangan UMKM.
Penelitian (Nugraha et al., 2022) membuktikan bahwa kebijakan pemerintah ber-
peran penting dalam memperkuat hubungan antara adopsi teknologi dan pening-
katan kinerja pembiayaan UMKM. Penelitian (Verma & Shome, 2025) juga mem-
perkuat temuan tersebut, yang membuktikan bahwa government support secara sig-
nifikan memoderasi hubungan antara digital finance adoption dan akses pem-
biayaan digital bagi UMKM. Dukungan pemerintah terbukti mampu mempercepat
inklusi keuangan melalui peningkatan kepercayaan dan adopsi teknologi digital di
sektor usaha mikro. Namun, (H.M. et al., 2025) dan (Sarwar et al., 2024) menun-
jukkan bahwa dukungan berlebihan dapat menurunkan efektivitas fintech.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam menyediakan ekosistem regulasi
dan teknologi yang kondusif akan memperkuat pengaruh positif fintech adoption
terhadap akses pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, hipotesis keenam dalam
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penelitian ini menyatakan bahwa Government support memoderasi pengaruh
fintech adoption terhadap akses pembiayaan UMKM (H6).
H6: Government Support memoderasi pengaruh Financial Deliquency terhadap

Fintech Adoption.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian
yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan
menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Pendekatan kuantitatif
dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel yang
terukur secara numerik, serta menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan.
Data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang diolah menggunakan teknik
statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan terukur. Pendekatan
kuantitatif relevan digunakan dalam penelitian ini karena seluruh variabel (Firm
Characteristics, Financial Delinquency, Fintech Adoption, Government Support,
dan Akses Pembiayaan UMKM) bersifat konseptual dan dapat dioperasionalisasi-
kan menjadi indikator-indikator kuantitatif. Dengan demikian, analisis statistik
dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel inde-
penden berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara langsung maupun me-
lalui peran moderasi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal
yang bertujuan untuk menguji pengaruh Firm Characteristics, Financial Delin-
quency, Fintech Adoption terhadap Akses Pembiayaan UMKM. Selain itu,
penelitian ini juga mempertimbangkan peran moderasi dari Government Support
dalam hubungan antar variabel tersebut. Pendekatan kausal dipilih untuk menge-
tahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen serta
bagaimana variabel moderasi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan terse-

but.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, yang
secara demografis dan ekonomis memiliki karakteristik yang sangat relevan dengan
tujuan penelitian. Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa

alasan berikut. Pertama, Kota Malang tercatat memiliki jumlah pelaku Usaha
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Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup besar serta terus meningkat,
sehingga memberikan basis empiris yang memadai untuk analisis kuantitatif.
Kedua, Kota Malang sebagai daerah perkotaan dengan dinamika UMKM yang
cukup tinggi memungkinkan pengamatan terhadap variabel-variabel tersebut secara
nyata. misalnya, bagaimana pelaku UMKM di Kota Malang memperoleh atau
menghadapi tantangan akses pembiayaan, bagaimana tingkat adopsi fintech di ling-
kungan UMKM kota tersebut, serta bagaimana intervensi atau dukungan
pemerintah kota (baik dalam bentuk kebijakan, program, fasilitasi) memoderasi
hubungan tersebut. Dan tentunya kota ini dipilih karena merupakan kota domisili
peneliti sehingga mudah dijangkau.

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Januari-April yang
mencakup pengumpulan data melalui kuesioner, pengolahan data, hingga analisis
statistik. Pemilihan periode ini dipertimbangkan mencakup periode yang cukup un-

tuk evaluasi terkait variabel-variabel penelitian secara memadai.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Kota Malang tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Per-
industrian, dan Perdagangan Kota Malang (2024), jumlah UMKM di Kota Malang
sebanyak 20.157-unit usaha, yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kedungkan-

dang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru.

Tabel 3.3.1 Data Jumlah UMKM Kota Malang

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan di Kota (Unit)

Malang

Kedungkandang 3.038
Sukun 5.643
Klojen 2.819
Blimbing 4174
Lowokwaru 4.843
KOTA MALANG 20.517

Keterangan Data :

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang
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Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Cochran
(1953), yang sesuai untuk populasi besar dan memberikan hasil yang lebih akurat.
Rumus Cochran dipilih karena mempertimbangkan tingkat kepercayaan (confi-
dence level), batas kesalahan (margin of error), dan proporsi populasi (p dan q),
sehingga hasilnya lebih mewakili kondisi sebenarnya.

Rumus Cochran dituliskan sebagai berikut:

Z%.p.q
nO = ez

Keterangan:

noy = ukuran sampel awal,

Z = nilai Z-score berdasarkan tingkat kepercayaan (95% = 1,96)

p = proporsi populasi yang diasumsikan memiliki karakteristik tertentu (0,5)
g=1-p

e = batas kesalahan (margin of error) 0,05 (5%)

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh ukuran sampel awal sebesar:

~ (1,96)?x0,5% 0,5
Mo = (0,05)2

= 384,16

Karena populasi penelitian bersifat terbatas (N = 20.517), maka dilakukan koreksi

menggunakan rumus finite population correction sebagai berikut:

_ Mo 38416 .
"‘1 (no—1) |, 38316 "
TN 20.517

Sehingga ukuran sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 377 re-
sponden.

Untuk menjaga keterwakilan dari masing-masing kecamatan, pengambilan sampel
dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah UMKM di setiap kecamatan.

Perhitungan proporsi sampel dilakukan dengan rumus:

N;
nizﬁXn

Hasil distribusi sampel disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 3.3.2 Distribusi Sampel

Kecamatan Jumlah UMKM (N;) | Proporsi Jumlah Sampel (n;)
Kedungkandang | 3.038 14,8% 56

Sukun 5.643 27,5% 103

Klojen 2.819 13,7% 52

Blimbing 4.174 20,3% 77

Lowokwaru 4.843 23,6% 89

Total 11.929 100% 377

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

3.4 Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
proportionate stratified random sampling, karena populasi UMKM tersebar di lima
kecamatan yang jumlahnya tidak sama. Dengan teknik ini, setiap kecamatan mem-
peroleh jumlah sampel yang proporsional terhadap total populasi. Agar relevan
dengan tujuan penelitian, peneliti memberikan kriteria inklusi, yaitu:
1. UMKM yang berada dalam skala mikro, kecil, atau menengah sesuai kriteria
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota.
2. Pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha minimal 6 bulan terakhir.
3. Telah menggunakan atau pernah menggunakan layanan fintech, baik untuk
transaksi, pembayaran, maupun pembiayaan.
4. Pernah mengajukan pembiayaan (kredit, pinjaman bank/fintech, koperasi, dll)

5. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner secara lengkap.

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden
melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Malang. Kuesioner
disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian yang telah diadaptasi
dari teori dan penelitian terdahulu. Jenis data ini digunakan karena mampu mem-

berikan informasi faktual dan aktual mengenai persepsi, pengalaman, serta kondisi
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nyata yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait akses pembiayaan, penggunaan
fintech, dan dukungan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti publikasi resmi
pemerintah misalnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Ma-
lang, Rumah BUMN Kota Malang, laporan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keu-
angan (OJK), serta data dari literatur ilmiah, jurnal, dan situs resmi yang relevan
dengan tema penelitian. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat landasan
empiris penelitian serta memberikan konteks terhadap kondisi UMKM di Kota Ma-
lang, termasuk perkembangan fintech dan kebijakan pemerintah daerah dalam men-

dukung akses pembiayaan

3.6 Teknik Pengumpulan Data
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey
kuantitatif melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden yang dipilih.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang terukur secara objektif sesuai
dengan variabel yang diteliti. Kuesioner disebarkan secara langsung dan daring
(online) dengan bantuan Google Form agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku
UMKM di Kota Malang.
Selain itu, dilakukan wawancara pendukung secara semi-terstruktur terhadap be-
berapa pelaku UMKM dan perwakilan instansi terkait seperti Dinas Koperasi per-
industrian, dan Perdagangan Kota Malang untuk memperkuat hasil kuantitatif.
Penggunaan kombinasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan validitas ekster-
nal penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
faktor-faktor yang memengaruhi akses pembiayaan UMKM.
3.6.2 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan meliputi:

1. Kuesioner: Terdiri dari beberapa bagian: identitas responden, karakteristik
usaha (skala usaha, lama usaha, jenis usaha), penggunaan fintech (berapa lama,
jenis transaksi), dukungan pemerintah (pelatihan, subsidi, fasilitasi), akses
pembiayaan (jumlah, jenis pembiayaan), dan variabel kontrol lainnya.

2. Wawancara: Digunakan untuk wawancara mendalam, terdiri dari daftar pertan-

yaan terbuka yang diarahkan kepada pelaku UMKM mengenai motivasi,
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pengalaman penggunaan fintech, kendala yang dihadapi, dan harapan terhadap

dukungan pemerintah.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2022), operasional variabel adalah variabel dalam
berbagai bentuk yang diidentifikasi oleh peneliti untuk memperoleh data empiris
dan menarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang diteliti. Dengan kata lain,
definisi operasional menjelaskan bagaimana setiap variabel dalam penelitian ini
diukur secara nyata agar dapat dianalisis secara kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel
dependen, dan variabel moderasi, yang dijelaskan sebagai berikut:
1) Variabel Independen (X)

Menurut (Sugiyono, 2022), variabel independen atau variabel bebas adalah
variabel yang memengaruhi variabel lain atau menjadi faktor penyebab terjadinya
perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel in-
dependen, yaitu:

a. Firm Characteristics (Xi)

Menurut (Barney, 1991) dalam teori Resource-Based View (RBV), firm char-

acteristics adalah karakteristik internal perusahaan seperti ukuran usaha, usia

usaha, aset, legalitas, serta pengalaman manajerial yang menentukan daya
saing dan kredibilitas usaha. Variabel ini diukur melalui beberapa indikator,
yaitu umur usaha, jumlah tenaga kerja, total aset, legalitas usaha, omzet ta-
hunan, dan pengalaman pengelola.

b. Financial Delinquency (X2)

Menurut (Kaya, 2024), financial delinquency adalah kondisi keterlambatan

atau kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap

lembaga keuangan. Variabel ini menjadi sinyal risiko bagi pemberi pinjaman
dalam menilai kelayakan kredit UMKM. Indikatornya meliputi frekuensi
keterlambatan pembayaran, rasio kredit bermasalah (Non-Performing

Loan/NPL), jumlah tunggakan, dan skor kredit usaha.

c. Fintech Adoption (Xs)
Berdasarkan Technology Acceptance Model (Davis, 1989), fintech adoption

merupakan tingkat penerimaan dan penggunaan layanan keuangan berbasis
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teknologi digital oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
dan transaksi. Indikator variabel ini mencakup intensitas penggunaan aplikasi
fintech, volume transaksi digital, tingkat kepercayaan pengguna terhadap sis-
tem, serta persepsi kemudahan akses layanan keuangan digital.

2) Variabel Dependen (Y)

Menurut (Sugiyono, 2022), variabel dependen atau variabel terikat adalah
variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan merupakan akibat dari peru-
bahan yang terjadi pada variabel tersebut. Dalam penelitian ini, variabel dependen
yang digunakan adalah:

Access to Finance (Y)

Access to finance merupakan kemampuan UMKM dalam memperoleh
pembiayaan dari lembaga keuangan formal maupun non-formal untuk mendukung
keberlanjutan usaha (Beck et al., 2008; OECD, 2023). Indikatornya meliputi jumlah
kredit yang diterima, sumber pembiayaan yang digunakan, tingkat bunga atau tenor
pinjaman, rasio penolakan kredit, serta persepsi kemudahan dalam memperoleh
pembiayaan.

3) Variabel Moderasi (Z)

Menurut (Sugiyono, 2022), variabel moderasi atau moderator adalah varia-
bel yang memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah:
Government Support (Z)

Government support merupakan dukungan pemerintah berupa kebijakan, program,
dan regulasi yang ditujukan untuk memperkuat daya saing UMKM serta memper-
luas akses pembiayaan (Prasannath et al., 2024). Bentuk dukungan dapat berupa
subsidi bunga, penjaminan kredit, pelatihan digitalisasi, insentif pajak, serta pro-
gram pembiayaan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Indikator penguku-
rannya meliputi partisipasi UMKM dalam program pemerintah, tingkat bantuan
atau insentif yang diterima, frekuensi pelatihan yang diikuti, serta persepsi terhadap

efektivitas dukungan pemerintah.
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Tabel 3.7.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Jenis Varia- | Definisi Indikator Pen- Sumber
bel Operasional gukuran

Access to Fi- | Dependen Kemampuan 1. Jumlah kredit (Beck et al., 2008;
nance (Y) UMKM untuk yang diterima Jiménez-Rico et al.,

memperoleh 2. Sumber pem- 2023; OECD,

pembiayaan biayaan yang 2023)

dari lembaga digunakan

keuangan for- | 3. Suku

mal maupun bunga/tenor pin-

non-formal un- jaman

tuk men- 4. Rasio penolakan

dukung per- kredit

tumbuhan 5. Persepsi kemu-

usaha dan dahan mem-

keberlanjutan peroleh pem-

bisnis. biayaan
Firm Charac- | Independen | Atribut inter- 1. Umur usaha (Barney, 1991);
teristics (X1) nal perusahaan | 2. Jumlah tenaga (Cao et al., 2023);

seperti ukuran, kerja (Khan et al., 2024)

umur, aset, dan | 3. Total aset

profesional- 4. Legalitas usaha

isme mana- 5. Omzet tahunan

jerial yang 6. Pengalaman

mencerminkan pengelola/mana-

kapasitas jerial

usaha serta

memengaruhi

kredibilitas di

mata lembaga

keuangan.
Financial Independen | Kondisi 1. Frekuensi (Agustin, 2025;
Delinquency keterlambatan keterlambatan Khalig, 2021; Khan
(X2) atau kegagalan pembayaran et al., 2024; Rama-

UMKM dalam | 2. Jumlah tung- dhany & Kaluge,

memenuhi gakan 2025; Siska et al.,

kewajiban fi- 3. Rasio kredit ber- | 2024);

nansial ter- masalah (NPL)

hadap lembaga | 4. Skor kredit

pembiayaan usaha

yang

menurunkan

reputasi kredit.
Fintech Independen | Tingkat pen- 1. Manfaat yang (Aini & Fadilla,
Adoption erimaan dan dirasakan 2024; Edo et al.,
(X5) penggunaan penggunan 2024; Indriani et

layanan keu- fintech al., 2025; Setiawan

angan berbasis

et al., 2025)
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teknologi digi-
tal oleh
UMKM untuk
memenuhi
kebutuhan
pembiayaan
dan transaksi
usaha.

2. Kemudahan
akses layanan
keuangan

3. Intensitas
penggunaan ap-
likasi fintech

4. Tingkat inte-
grasi sistem

Government
Support (Z)

Moderasi

Dukungan
pemerintah
berupa ke-
bijakan, pro-
gram, insentif,
dan regulasi
yang bertujuan

1. Partisipasi
UMKM dalam
program
pemerinta

2. Subsidi atau in-
sentif yang
diterima

(Prasannath et al.,
2024); (Umami et
al., 2024); Kemen-
kop UKM (2023)

UMKM.

memperluas
akses pem-
biayaan dan
mendorong
daya saing

3. Pelatihan dan
digitalisasi

4. Persepsi efek-
tivitas kebijakan
pemerintah

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Tabel 3.7.2 Item Pernyataan Kuesioner

Variabel Indikator Pernyataan Kuesioner
Access to Fi- Jumlah kredit yang 1. Saya memperoleh jumlah pembiayaan
nance (Y) diterima yang sesuai dengan kebutuhan usaha

saya.
Jumlah pinjaman yang saya terima
mampu menunjang pengembangan
usaha secara optimal.

Sumber pembiayaan

Saya memiliki akses ke berbagai
sumber pembiayaan formal (bank,
koperasi, fintech, lembaga
pemerintah).

Saya mudah memilih lembaga pem-
biayaan yang paling sesuai dengan
kebutuhan usaha saya.

Suku bunga/tenor
pinjaman

Tingkat suku bunga pinjaman yang
saya peroleh tergolong terjangkau.
Jangka waktu (tenor) pembiayaan
yang diberikan sesuai dengan kemam-
puan usaha saya.

Rasio penolakan
kredit

Saya tidak mengalami kesulitan da-
lam pengajuan pinjaman ke lembaga
keuangan.
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Pengajuan pembiayaan usaha saya ja-
rang ditolak oleh lembaga keuangan.

Persepsi kemudahan
akses

Prosedur pengajuan pinjaman bagi
UMKM saat ini tergolong mudah.
Saya merasa lembaga keuangan mem-
berikan kemudahan akses pembiayaan
bagi UMKM.

Firm Characteris-
tics (X1)

Umur usaha

Usaha saya telah beroperasi cukup
lama dan stabil dalam pengelolaan
keuangan.

Pengalaman usaha saya membantu
meningkatkan kepercayaan lembaga
pembiayaan.

Jumlah tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja di usaha saya
mencukupi untuk mendukung
kegiatan operasional.

Produktivitas usaha meningkat karena
dukungan tenaga kerja yang me-
madai.

Total aset

Total aset usaha meningkatkan pelu-
ang saya memperoleh pembiayaan
atau modal tambahan.

Nilai aset usaha saya terus mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu.

Legalitas usaha

Usaha saya telah memiliki izin usaha
yang sah seperti NIB/SIUP.
Legalitas usaha mempermudah saya
memperoleh akses pembiayaan dari
lembaga keuangan.

Omzet tahunan

Omzet usaha saya meningkat dari ta-
hun ke tahun.

Peningkatan omzet menunjukkan
perkembangan positif usaha saya.

Financial Delin-
quency (X2)

Frekuensi keterlam-
batan pembayaran

Pembayaran pinjaman modal usaha
selalu saya lakukan tepat waktu.
Saya pernah mengalami keterlam-
batan dalam membayar pinjaman
usaha.

Jumlah tunggakan Saat ini usaha saya tidak memiliki
tunggakan pinjaman.
Saya selalu berusaha menjaga agar
tidak terjadi tunggakan pembayaran.
Rasio NPL Saya selalu membayar pinjaman

sesuai jadwal yang ditetapkan oleh
lembaga pembiayaan.

Saya tidak pernah mengalami kredit
bermasalah di lembaga keuangan.
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Skor kredit usaha

Usaha saya memiliki reputasi keu-
angan yang baik di lembaga keu-
angan.

Riwayat keuangan usaha saya
meningkatkan kepercayaan lembaga
keuangan.

Fintech Adoption
(Xs)

Manfaat yang dirasa-
kan penggunaan
fintech

Fintech mempermudah pengelolaan
keuangan saha saya.

Fintech membantu mempercepat
transaksi keuangan usaha saya.

Kemudahan akses
layanan keuangan

Saya tidak mengalami kesulitan
menggunakan layanan fintech.
Aplikasi fintech mudah diakses kapan
saja dan dimana saja.

Intensitas
penggunaan aplikasi
fintech

Saya menggunakan fintech secara ru-
tin dalam aktivitas usaha.

Sebagian besar transaksi usaha saya
dilakukan melalui fintech.

Tingkat integrasi sis-
tem

Layanan fintech terintegrasi dengan
kebutuhan sistem keuangan usaha
saya.

Penggunaan fintech membantu pen-
catatan keuangan usaha menjadi lebih
rapi.

Government Sup-
port (Z)

Partisipasi dalam
program pemerintah

Saya aktif mengikuti program pem-
binaan UMKM dari pemerintah.
Program pemerintah memberikan
manfaat nyata bagi usaha saya.

Subsidi atau insentif

Saya pernah menerima bantuan
modal, subsidi, atau insentif dari
pemerintah.

Insentif pemerintah meringankan
beban biaya operasional usaha saya.

Pelatihan digitalisasi

Saya pernah mengikuti pelatihan atau
pendampingan digitalisasi usaha dari
pemerintah.

Pelatihan digital dari pemerintah
membantu meningkatkan kinerja
usaha saya.

Persepsi efektivitas
kebijakan

Menurut saya, kebijakan pemerintah
mempermudah akses pembiayaan
UMKM.

Dukungan pemerintah membantu
saya meningkatkan daya saing usaha.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

3.8 Skala Pengukuran
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Penelitian ini menggunakan Skala Likert 5 poin untuk mengukur setiap in-
dikator variabel. Skala Likert digunakan agar responden dapat menilai tingkat
persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan, dengan rentang skor:

1 = Sangat Tidak Setuju,

2 =Tidak Setuju,

3 = Netral,

4 = Setuju, dan

5 = Sangat Setuju.

Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel yang telah diadaptasi dari teori
dan penelitian sebelumnya. Skala ini memungkinkan pengukuran sikap dan per-
sepsi responden terhadap fenomena yang diteliti. Nilai 1 menunjukkan tingkat
persetujuan terendah (sangat tidak setuju), sedangkan nilai 5 menunjukkan tingkat
persetujuan tertinggi (sangat setuju). Skala ini dipilih karena sederhana, mudah

dipahami, dan umum digunakan dalam penelitian sosial-ekonomi.

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas
Sebelum digunakan untuk analisis, instrumen penelitian diuji
menggunakan:

1. Uji Validitas, untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan mampu men-
gukur variabel yang dimaksud. Uji dilakukan menggunakan Pearson Product
Moment dengan tingkat signifikansi 0,05. Item dianggap valid apabila nilai -
hitung > r-tabel.

2. Uji Reliabilitas, untuk mengukur konsistensi hasil kuesioner. Uji dilakukan
menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dianggap reliabel
apabila nilai a > 0,70 (Hair et al., 2010).

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi

26 agar hasil pengujian lebih akurat dan dapat dipercaya.

3.10 Analisis Data

Data yang terkumpul dari kuesioner dan sumber sekunder dianalisis secara
kuantitatif menggunakan metode Partial Least Squares — Structural Equation Mod-
eling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4. Metode PLS-SEM

dipilih karena keunggulannya dalam menangani model kompleks dengan variabel
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laten, hubungan moderasi, dan sampel relatif kecil (kurang dari 200 responden),
serta tidak memerlukan asumsi distribusi data normal secara ketat (Hair Jr et al.,
2017). Hal ini sangat relevan untuk penelitian ini yang berfokus pada UMKM di
Indonesia, di mana data sering kali bersifat non-parametrik akibat heterogenitas re-
sponden dan keterbatasan sampel. PLS-SEM juga memungkinkan pengujian sim-
ultan antara model pengukuran dan struktural, sehingga lebih efisien dibandingkan
metode covariance-based SEM seperti AMOS (Ringle et al., 2022)

3.10.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tahap awal ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden
dan profil usaha UMKM, termasuk distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidi-
kan, sektor usaha, ukuran aset, dan lokasi geografis. Statistik deskriptif seperti
mean, median, standar deviasi, frekuensi, dan persentase dihitung menggunakan
SPSS versi 26. Analisis ini memberikan gambaran awal tentang sampel, misalnya,
persentase UMKM yang telah mengadopsi fintech atau mengalami financial delin-
quency, serta membantu mendeteksi outlier atau missing data yang perlu ditangani
(misalnya, dengan imputasi mean atau penghapusan kasus).

3.10.2 Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran atau outer model digunakan untuk menilai hubungan an-
tara variabel laten (konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti access
to finance, firm characteristics, financial delinquency, dll.) dengan indikator-indi-
kator manifestnya (pernyataan-pernyataan dalam kuesioner). Tujuan pengujian
outer model adalah memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan
variabel yang diukur secara valid dan reliabel.

Dalam PLS-SEM, evaluasi outer model dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Mengukur sejauh mana indikator-indikator yang merefleksikan suatu konstruk
memiliki korelasi tinggi satu sama lain. Diukur melalui nilai loading factor (>
0,70 dianggap baik) dan Average Variance Extracted (AVE) yang seharusnya >
0,50 (Hair Jr et al., 2017). Artinya, lebih dari 50% varians indikator dijelaskan
oleh konstruk yang diukur.

2. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
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Menguji apakah suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lain.
Umumnya diukur menggunakan kriteria Fornell-Larcker, yaitu nilai akar
kuadrat AVE setiap konstruk harus lebih besar dibandingkan korelasi antar
konstruk lain. Alternatifnya, bisa menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio
(HTMT) dengan nilai < 0,90 (Henseler et al., 2015). Dalam penelitian ini
digunakan pendekatan cross loading dengan cara membandingkan nilai load-
ing masing-masing indikator pada konstruknya dengan nilai loading terhadap
konstruk lain

3. Reliabilitas Konstruk (Composite Reliability)
Mengukur konsistensi internal dari indikator-indikator dalam satu konstruk.
Nilai Composite Reliability (CR) yang baik adalah di atas 0,70, menunjukkan
konsistensi jawaban responden terhadap indikator dalam satu variabel laten.

Dengan kata lain, outer model berfungsi untuk menguji apakah alat ukur

(kuesioner) yang digunakan sudah benar-benar mencerminkan konsep teoritis yang

diteliti. Jika hasil uji outer model menunjukkan semua indikator valid dan reliabel,

maka model dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji inner model.

3.10.3 Uji Model Struktural (Inner Model)

Model struktural atau inner model digunakan untuk menguji hubungan
kausal (pengaruh langsung dan tidak langsung) antar variabel laten sesuai dengan
hipotesis penelitian. Model ini menggambarkan jalur hubungan, seperti hubungan
antara firm characteristics — access to finance, atau efek moderasi government
support terhadap hubungan fintech adoption — access to finance.

Inner model digunakan untuk menguji apakah ketiga faktor utama tersebut mem-
iliki pengaruh signifikan terhadap access fo finance, serta apakah government sup-
port mampu memperkuat pengaruh tersebut.
Evaluasi inner model dalam PLS-SEM dilakukan melalui beberapa tahapan:
1. Uji Nilai R-Square (R?)
Mengukur seberapa besar proporsi varians variabel dependen yang dapat di-
jelaskan oleh variabel independen. Nilai R? berkisar antara 0 hingga 1. Menurut
(Chin & Marcoulides, 1998), nilai R? sebesar 0,67 dianggap kuat, 0,33 sedang,
dan 0,19 lemah.
2. Uji Effect Size (£?)
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Mengukur besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap de-
penden. Nilai f* sebesar 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar) (Cohen,
1998).

3.10.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hub-
ungan antar variabel laten yang dirumuskan dalam hipotesis (H1-H6) didukung
secara empiris atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan metode bootstrapping
pada SmartPLS versi 4 untuk memperoleh estimasi nilai t-statistic, p-value, dan
confidence interval. (Hair et al., 2021; Ringle et al., 2023)

3.10.5 Uji Moderasi

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Government Support da-
lam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (Firm
Characteristics, Financial Delinquency, Fintech Adoption) terhadap variabel de-
penden (Access to Finance). Pendekatan moderasi digunakan melalui interaction
term dalam SmartPLS, dengan pengujian signifikansi efek moderasi melalui boot-
strapping. Jika efek moderasi signifikan, dilakukan analisis lebih lanjut seperti sim-
ple slope analysis untuk menginterpretasikan arah moderasi (misalnya, apakah
dukungan pemerintah memperkuat akses keuangan bagi UMKM dengan financial
delinquency tinggi) (Aiken & West, 1991).

Hasil analisis secara keseluruhan digunakan untuk menjawab rumusan ma-
salah, menguji hipotesis, dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku
kepentingan seperti pemerintah dan lembaga finfech dalam meningkatkan akses
keuangan UMKM. Sensitivitas analisis juga dilakukan jika diperlukan untuk

memverifikasi robustitas model terhadap variasi sampel.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Malang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di
Provinsi Jawa Timur yang berperan dalam mendorong perkembangan sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara geografis, kota ini berada pada
ketinggian sekitar 440 hingga 667 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki
iklim yang relatif sejuk dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Kondisi ini men-
jadikan Kota Malang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur,
didukung oleh keindahan alam, kenyamanan lingkungan, serta keberagaman po-
tensi ekonomi lokal. Secara astronomis, Kota Malang terletak pada kisaran
112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan. Kota Malang juga
merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sehingga memiliki
daya tarik tersendiri sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan jasa.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah pelaku UMKM
di Kota Malang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini
menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam struktur
perekonomian daerah. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada peningkatan output
ekonomi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, pemerataan distribusi
pendapatan, serta pengurangan tingkat pengangguran. Dengan karakteristik yang
fleksibel dan relatif mudah dikembangkan, UMKM menjadi sektor yang mampu
bertahan bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Secara umum, karakteristik UMKM di Kota Malang didominasi oleh usaha
berskala mikro dan kecil dengan struktur permodalan yang terbatas. Sebagian besar
pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi atau sumber pembiayaan infor-
mal dalam menjalankan usahanya. Selain itu, pengelolaan usaha cenderung masih
bersifat sederhana, baik dari sisi manajemen keuangan, pemasaran, maupun
operasional. Tingkat adopsi teknologi, khususnya dalam hal digitalisasi dan pem-
anfaatan layanan keuangan berbasis teknologi, juga masih bervariasi di antara

pelaku UMKM.
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Meskipun menunjukkan perkembangan yang signifikan, UMKM di Kota
Malang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap
pembiayaan (access to finance). Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan
utama dalam pengembangan usaha, khususnya dalam meningkatkan skala produksi
dan daya saing. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya akses pembiayaan
antara lain keterbatasan aset yang dimiliki pelaku usaha, rendahnya tingkat literasi
keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi keuangan (fintech).
Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga masih menghadapi kendala administratif
dalam memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal, sehingga lebih memilih
menggunakan sumber pembiayaan internal atau informal yang relatif lebih mudah
diakses meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi.

Dengan demikian, meskipun Kota Malang memiliki potensi ekonomi yang
besar dan didukung oleh karakteristik wilayah yang strategis, upaya peningkatan
akses pembiayaan bagi UMKM tetap menjadi isu penting yang perlu mendapatkan
perhatian, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun pelaku usaha itu
sendiri.

4.1.2 Gambaran Kharakteristik Responden
Penelitian ini menggunakan responden pelaku UMKM di Kota Malang yang
telah memenuhi kriteria tertentu, diantaranya
UMKM yang berada dalam skala mikro, kecil, atau menengah.
b. Pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha minimal 6 bulan terakhir.
c. Telah menggunakan atau pernah menggunakan layanan fintech, baik untuk
transaksi, pembayaran, maupun pembiayaan.
d. Pernah mengajukan pembiayaan (kredit, pinjaman bank/fintech, koperasi, dll)
e. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner secara lengkap.
Total responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis sebanyak 411 responden

dari target minimal 377 responden dengan gambaran klasifikasi sebagai berikut,
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4.1.2.1 Kharakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.2.1 Kharakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase
1. Laki-Laki 121 29,4%
2. Perempuan 290 70,6%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel diatas, terdapat sebanyak 130 responden laki-laki dengan presen-
tase 29,4%, dan responden perempuan berjumlah 301 responden dengan presentasi
70,6%. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian
ini adalah perempuan, dalam artian partisipasi perempuan dalam penelitian ini lebih

dominan dibandingkan laki-laki.

4.1.2.2 Kharakteristik Responden berdasarkan Tempat Usaha
Karakteristik responden berdasarkan tempat usaha menggambarkan lokasi
kegiatan bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM.
Tabel 4.1.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Tempat Usaha

No | Tempat Usaha Jumlah Responden Presentase
1. Kedungkandang 82 20%

2 Sukun 106 25,8%

3. Klojen 54 13,1%

4 Blimbing 78 19%

5 Lowokwaru 91 22,1%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dari Kecamatan Sukun terdapat responden
sebanyak 106 orang (25,8%), Lowokwaru 91 orang (22,1%), Kedungkandang 82
orang (20%), dan Blimbing 78 orang (19%). Sementara itu, jumlah responden pal-
ing sedikit terdapat di Kecamatan Klojen yaitu 54 orang (13,1%). Data ini menun-
jukkan bahwa sebaran responden cukup merata di berbagai wilayah Kota Malang,
dengan dominasi di Kecamatan Sukun.

4.1.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Usia Berjalan
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Karakteristik responden berdasarkan lama usaha berjalan menunjukkan
durasi waktu pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tabel 4.1.2.3 Kharakteristik Responden berdasarkan Lama Usia Berjalan

No | Lama Usaha Jumlah Responden Presentase
1. | >6bulan 49 11,9%

2 1-3 tahun 207 50,4%

3. | 4-7 tahun 123 29,9%

4 > 7 tahun 32 7,8%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data di atas, mayoritas responden memiliki lama usaha 1-3 tahun sebe-
sar 50,4%, lama usaha 4—7 tahun sebesar 29,9%, usaha yang telah berjalan lebih
dari 6 bulan sebesar 11,9%, dan paling sedikit adalah usaha dengan lama lebih dari
7 tahun yaitu 7,8%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM
masih berada pada tahap perkembangan awal hingga menengah, dengan dominasi
usaha yang baru berjalan dalam kurun waktu 1-3 tahun.

4.1.2.4 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.1.2.4 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha

No. | Jenis Usaha Jumlah Responden Presentase

1. Kuliner 210 51,1%

2. Fashion 100 24.3%

3. Jasa 91 22,1%

4. Lainnya (produksi, atk, kriya, 10 2,5%
properti, pecah belah, dll)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data diatas, mayoritas responden bergerak di bidang usaha kuliner
yaitu sebanyak 210 responden (51,1%), usaha fashion sebanyak 100 responden
(24,3%) dan usaha jasa sebanyak 91 responden (22,1%). Sementara itu, jenis usaha
lainnya seperti produksi, ATK, kriya, properti, dan sejenisnya hanya sebesar 10 re-

sponden (2,5%).
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4.1.2.5 Karakteristik Responden berdasarkan Skala Usaha
Tabel 4.1.2.5 Karakteristik Responden berdasarkan Skala Usaha

No. | Skala Usaha Jumlah Responden Presentase
1. Mikro 179 43,6%
2. Kecil 138 33,6%
3. Menengah 94 22,.8%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data diatas, responden yang termasuk dalam skala usaha mikro yaitu
sebanyak 179 responden (43,6%). Kemudian dalam skala usaha kecil sebanyak 138
responden (33,6%) dan usaha menengah sebanyak 94 responden (22,8%).

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari firm characteristics,
financial delinquency, fintech adoption sebagai variabel independen, access to fi-
nance sebagai variabel dependen, serta government support sebagai variabel mod-
erasi. Berikut hasil distribusi variabel yang diperoleh dari 411 responden.
4.2.1 Distribusi Frekuensi Tabel Firm Characteristics (X1)
Tabel 4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian Firm Characteristics

STS TS N S SS
Item Mean
F % F % F % F % F %
X1.1 12 2,9% | 12 | 2,9% | 43 | 10,5% | 193 | 47% 151 | 36,7% | 4,117
X1.2 1,5% | 13| 3,2% | 31 | 7,5% 192 | 46,7% | 169 | 41,1% | 4,229
X1.3 1% 17 | 4,1% | 56 | 13,6% | 170 | 41,4% | 164 | 39,9% | 4,151

6
4
X14 |4 1% 18 | 4,4% | 41 | 10% 176 | 42,8% | 172 | 41,8% | 4,202
6
7

X1.5 1,5% | 11 | 2,7% | 18 | 4,4% | 208 | 50,6% | 168 | 40,9% | 4,268
X1.6 1,7% | 13 | 3,2% | 46 | 11,2% | 170 | 41,4% | 175 | 42,6% | 4,200
X1.7 |11 2,7% | 24 | 5,8% | 28 | 6,8% | 176 | 42,8% | 172 | 41,8% | 4,153
X1.8 |9 2,2% | 14 |1 3,4% | 23 | 5,6% | 182 | 44,3% | 183 | 44,5% | 4,255
X1.9 |14 34% |7 | 1,7% | 52 | 12,7% | 189 | 46% 149 | 36,3% | 4,100
X1.10 | 12 29% |6 | 1,5% | 19 | 4,6% | 195 | 47,4% | 179 | 43,6% | 4,273
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data diatas, nilai rata-rata (mean) seluruh item berada pada

rentang 4,100 hingga 4,273, yang menunjukkan bahwa variabel Firm
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Characteristics termasuk dalam kategori tinggi. Nilai mean tertinggi terdapat pada
item X1.10 (4,273) “Peningkatan omzet menunjukkan perkembangan positif usaha
saya” yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki kontribusi
paling dominan dalam merepresentasikan karakteristik usaha responden. Sementara
itu, nilai mean terendah terdapat pada item X1.9 (4,100) “Omzet usaha saya
meningkat dari tahun ke tahun”.

4.2.2 Distribusi Frekuensi Tabel Financial Delinquency (X2)

Tabel 4.2.2 Deskripsi Frekuensi Tabel Financial Delinquency

STS TS N S SS
Item Mean
F % F % F % F % F %
X2.1 |10 24% |9 [22% |33 | 8% 200 | 48,7% | 159 | 38,7% | 4,190
X2.2 |56 13,6% | 74 | 18% | 45| 10,9% | 138 | 33,6% | 98 | 23,8% | 3,360

X23 | 11 2,7% | 1513,6% |27 | 6,6% | 193 | 47% 165 | 40,1% | 4,182

X24 |8 1,9% |13 | 3,2% | 23 | 5,6% | 185 | 45% 182 | 44,3% | 4,265
X25 |6 1,5% |10 | 2,4% | 34 | 8,3% | 167 | 40,6% | 194 | 47,2% | 4,297
X2.6 |6 1,5% | 1513,6% | 11 | 2,7% | 210 | 51,1% | 169 | 41,1% | 4,268
X2.7 |4 1% 13 13,2% |30 | 7,3% | 196 | 47,7% | 168 | 40,9% | 4,243
X2.8 |7 1,7% | 14 | 3,4% | 36 | 8,8% | 208 | 50,6% | 146 | 35,5% | 4,148

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai rata-rata (mean) seluruh item pada
variabel Financial Delinquency (X2) berada pada rentang 3,360 hingga 4,297. Hal
ini menunjukkan bahwa secara umum variabel Financial Delinquency berada da-
lam kategori tinggi. Artinya, responden cenderung memiliki tingkat pengelolaan
kewajiban keuangan yang relatif baik, meskipun masih terdapat variasi pada be-
berapa indikator.
Nilai mean tertinggi terdapat pada item X2.5 “Saya selalu membayar pinjaman
sesuai jadwal yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan” sebesar 4,297, yang
menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki kontribusi paling dominan dalam
merepresentasikan kondisi financial delinquency responden. Mayoritas responden
menunjukkan tingkat kepatuhan atau kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban fi-
nansial pada aspek yang diukur dalam item tersebut. Sementara itu, nilai mean ter-
endah terdapat pada item X2.2 “Saya pernah mengalami keterlambatan mem-

bayaran pinjaman usaha” sebesar 3,360. Meskipun menjadi yang terendah, nilai
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tersebut masih berada dalam kategori cukup hingga tinggi, sehingga tidak menun-
jukkan adanya kecenderungan negatif yang signifikan. Namun, item ini dapat men-
jadi perhatian karena menggambarkan bahwa masih terdapat sebagian responden
yang menghadapi kendala atau ketidakkonsistenan dalam aspek tertentu terkait
keterlambatan atau pengelolaan kewajiban keuangan.
4.2.3 Distribusi Frekuensi Tabel Fintech Adoption (X3)

Tabel 4.2.3 Deskripsi Frekuensi Tabel Fintech Adoption

STS TS N S SS
Item Mean
F % F % F % F % F %
X3.1 12 29% | 5 1,2% | 30 | 7,.3% 176 | 42,8% | 188 | 45,7% | 4,273
X3.2 12 29% | 5 1,2% | 19 | 4,6% 193 | 47% 182 | 44,3% | 4,285
X3.3 22% | 12 1 2,9% | 37 | 9% 192 | 46,7% | 161 | 39,2% | 4,178
X34 1,5% | 13| 3,2% | 21 | 5,1% 178 | 43,3% | 193 | 47% 4311

9
6
X35 |6 1,5% | 11 | 2,7% | 37 | 9% 183 | 44,5% | 174 | 42,3% | 4,236
9
9

X3.6 10% | 10 | 2,4% |40 | 9,7% | 188 | 45,7% | 164 | 39,9% | 4,187

X3.7 10% | 10| 2,4% | 17 | 4,1% | 190 | 46,2% | 185 | 45% 4,294

X3.8 |4 1% 16 | 3,9% | 30 | 7,3% | 198 | 48,2% | 163 | 39,7% | 4,217
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data di atas, nilai rata-rata (mean) seluruh item pada variabel
Fintech Adoption (X3) berada pada rentang 4,178 hingga 4,311. Hal ini menunjuk-
kan bahwa variabel Fintech Adoption termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, ting-
kat adopsi teknologi finansial oleh responden tergolong baik dan sudah cukup
merata dalam mendukung aktivitas keuangan usaha.

Nilai mean tertinggi terdapat pada item X3.4 “Aplikasi fintech mudah diakses
kapan saja dan dimana saja” (4,311), indikator tersebut memiliki kontribusi paling
dominan dalam merepresentasikan tingkat adopsi fintech. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar responden sangat menerima dan memanfaatkan teknologi fi-
nansial dalam aspek yang diukur pada item tersebut. Sementara itu, nilai mean ter-
endah terdapat pada item X3.3 “Saya tidak mengalami kesulitan menggunakan
layanan fintech” (4,178). Meskipun menjadi yang terendah, nilai ini tetap berada
dalam kategori tinggi, sehingga tidak menunjukkan adanya hambatan dalam pen-

erapan fintech.
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4.2.4 Distribusi Frekuensi Tabel Access to Finance (Y)

Tabel 4.2.4 Deskripsi Frekuensi Tabel Access to Finance

STS TS N S SS
Item Mean
F % F % F % F % F %
Y1 2 0,5% | 17 | 4,1% | 36 | 8,8% | 202 | 49,1% | 154 | 37,5% | 4,190
Y2 4 1% 18 | 4,4% | 35| 8,5% | 220 | 53,5% | 134 | 32,6% | 4,124
Y3 9 22% |8 | 1,9% | 35 | 8,5% | 207 | 50,4% | 152 | 37% 4,180
Y4 7 1,7% | 11 | 2,7% | 51 | 12,4% | 191 | 46,5% | 151 | 36,7% | 4,139
Y5 10 24% |9 122% |29 | 7,1% | 177 | 43,1% | 186 | 45,3% | 4,265
Y6 7 1,7% | 12 | 2,9% | 37 | 9% 187 | 45,5% | 168 | 40,9% | 4,209
Y7 3 0,7% | 16 | 3,9% | 31 | 7,5% | 181 | 44% 180 | 43,8% | 4,263
Y8 9 2,2% | 151 3,6% |39 | 9,5% | 172 | 41,8% | 176 | 42,8% | 4,195
Y9 11 27% |5 | 1,2% | 23 | 5,6% | 182 | 44,3% | 190 | 46,3% | 4,302
Y10 |9 22% |16 | 1,5% | 33 | 8% 164 | 39,9% | 199 | 48,4% | 4,309

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai rata-rata (mean) variabel Access to Fi-

nance (Y) berada pada rentang 4,124 hingga 4,309 yang menunjukkan kategori

tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden umumnya memiliki akses

yang baik terhadap sumber pembiayaan. Nilai mean tertinggi terdapat pada item

Y10 “Saya merasa lembaga keuangan memberikan kemudahan akses pembiayaan

bagi UMKM?” (4,309) yang merupakan kontribusi paling dominan dalam merepre-

sentasikan kemudahan akses keuangan, sedangkan nilai mean terendah terdapat

pada item Y2 “Jumlah pinjaman yang saya terima mampu menunjang pengem-

bangan usaha secara optimal” (4,124).

4.2.5 Distribusi Frekuensi Tabel Government Support (M)

Tabel 4.2.5 Deskripsi Frekuensi Tabel Government Support

STS TS N S SS
Item Mean
F % F % F % F % F %
M1 15 3,6% | 19 | 4,6% | 42 | 10,2% | 164 | 39,9% | 171 | 41,6% | 4,112
M2 6 1,5% | 17 | 4,1% | 35 | 8,5% 174 | 42,3% | 179 | 43,6% | 4,224
M3 13 32% [ 41 | 10% |48 | 11,7% | 170 | 41,4% | 139 | 33,8% | 3,927
M4 6 1,5% | 21 | 5,1% | 57 | 13,9% | 178 | 43,3% | 149 | 36,3% | 4,078
M5 6 1,5% | 18 | 4,4% | 36 | 8,8% 183 | 44,5% | 168 | 40,9% | 4,190
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M6 6 1,5% | 16 | 3,9% | 33 | 8% 186 | 45,3% | 170 | 41,4% | 4,212

M7 5 1,2% | 13 | 3,2% | 38 | 9,2% | 183 | 44,5% | 172 | 41,8% | 4,226

M8 11 2,7% | 11 | 2,7% | 38 | 9,2% | 184 | 44,8% | 167 | 40,6% | 4,180
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai rata-rata (mean) variabel Govern-
ment Support (M) berada pada rentang 3,927 hingga 4,226 yang menunjukkan kat-
egori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah terhadap re-
sponden tergolong baik. Nilai mean tertinggi terdapat pada item M7 “Menurut saya,
kebijakan pemerintah mempermudah akses pembiayaan UMKM™ (4,226) yang
menunjukkan kontribusi paling dominan dalam merepresentasikan dukungan
pemerintah, sedangkan nilai terendah terdapat pada item M3 “Saya pernah

menerima bantuan modal, subsidi, atau insentif dari pemerintah” (3,927).

4.3  Hasil Metode PLS
4.3.1 Analisis Outer Model (Model Pengukuran)

Analisis outer model atau model pengukuran dalam penelitian ini
menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS)
bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk laten dengan indikator-
indikator penyusunnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap indi-
kator mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara valid dan reliabel. Dalam
pendekatan PLS-SEM, pengujian outer model umumnya meliputi uji validitas kon-
vergen (convergent validity), validitas diskriminan (discriminant validity), serta re-
liabilitas konstruk melalui nilai composite reliability dan Cronbach’s alpha. Eval-
uasi ini menjadi langkah awal sebelum melakukan analisis inner model, karena
kualitas model pengukuran akan memengaruhi hasil pengujian hubungan antar kon-
struk (Hair et al., 2021).
4.3.1.1 Hasil Uji Convergent Validity

Uji convergent validity digunakan untuk mengetahui sejauh mana indikator-
indikator dalam suatu konstruk memiliki tingkat korelasi yang tinggi dalam men-
gukur konstruk yang sama. Dalam SEM-PLS, convergent validity dapat dievaluasi
melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE). Suatu indikator
dinyatakan memenuhi convergent validity apabila memiliki nilai outer loading >

0,70, meskipun pada penelitian eksploratif nilai > 0,60 masih dapat diterima. Selain
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itu, konstruk dikatakan valid secara konvergen apabila nilai AVE > 0,50, yang
menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indi-
katornya (Hair et al., 2021). Oleh karena itu, pengujian ini menjadi dasar dalam
memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar merepresentasikan kon-
struk yang diteliti. Berikut hasil pengujian convergent validity tahap awal berdasar-
kan nilai outer loading.

Gambar 4.3 Outer Loading Tahap Awal
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Gambar 1. 1 Outer Loading Tahap Awal

Sumber: Output Data Diolah Peneliti, 2026
Tabel 4.3.1.1 Hasil Uji Outer Loading Tahap Awal

M X1 X2 X3 Y MxX1 | MxX2 | MxX3
M1 0.747
M2 0.772
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Y2 0.653

Y3 0.750

Y4 0.712

Y5 0.743

Y6 0.732

Y7 0.684

Y8 0.707

Y9 0.750

M x X1 1.000

M x X2 1.000
Mx X3 1.000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tahap awal pengujian validitas konvergen, dilakukan evaluasi terhadap
nilai outer loading masing-masing indikator. Hasil analisis menunjukkan bahwa se-
bagian besar indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen dengan nilai
outer loading di atas 0,70. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang memiliki
nilai outer loading di bawah batas yang disyaratkan. Indikator dengan nilai outer
loading yang sangat rendah, yaitu X2.2 (0,259), dinyatakan tidak memenubhi kriteria
validitas konvergen. Mengacu pada pedoman SEM-PLS, indikator dengan nilai
outer loading di bawah 0,40 harus dieliminasi dari model karena tidak mampu
merepresentasikan konstruk secara memadai.

Oleh karena itu, dilakukan proses eliminasi indikator secara bertahap, dimulai
dari indikator dengan nilai outer loading terendah. Setelah penghapusan indikator
tersebut, model diuji kembali untuk memastikan bahwa seluruh indikator yang ter-
sisa telah memenubhi kriteria validitas konvergen. Proses ini bertujuan untuk mem-
peroleh model pengukuran akhir yang lebih akurat dan reliabel.

Setelah dilakukan proses evaluasi dan eliminasi indikator pada tahap awal, analisis
outer model dilanjutkan pada tahap akhir dengan hanya mempertahankan indikator-
indikator yang memenuhi kriteria validitas konvergen. Dalam penelitian ini, indi-
kator yang dipertahankan adalah indikator yang memiliki nilai outer loading > 0,70.

Berikut hasil uji outer loading setelah beberapa indikator dieliminasi
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Gambar 4.3 Outer Loading Tahap Akhir
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Sumber: Output Data Diolah Peneliti, 2026

Tabel 4.3.1.1.1 Hasil Uji Outer Loading Tahap Akhir

M X1 X2 X3 Y MxX2 | MxX1 | MxX3

M1 0.747

M2 0.787

M4 0.730

M35 0.781

Mo6 0.736

M7 0.729

M8 0.788

X1.1 0.765
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X1.10 0.772
X1.2 0.782
X1.5 0.715
X1.6 0.774
X1.8 0.757
X1.9 0.766
X2.1 0.753
X2.3 0.720
X2.4 0.728
X2.5 0.747
X2.6 0.735
X2.8 0.767
X3.1 0.767
X3.2 0.780
X3.3 0.729
X34 0.753
X3.5 0.749
X3.6 0.729
X3.7 0.762
X3.8 0.756
Y10 0.790
Y3 0.766
Y4 0.729
YS 0.744
Y6 0.755
Y8 0.735
Y9 0.747
M x X1 1.000
M x X2 1.000
M x X3 1.000
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Setelah dilakukan proses evaluasi dan eliminasi indikator pada tahap awal,
analisis outer model dilanjutkan pada tahap akhir dengan hanya mempertahankan

indikator-indikator yang memenuhi kriteria validitas konvergen. Dalam penelitian
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ini, indikator yang dipertahankan adalah indikator yang memiliki nilai outer loading
> 0,70. Hasil pengujian pada tahap akhir menunjukkan seluruh indikator yang ter-
sisa telah memenuhi kriteria validitas konvergen, ditandai dengan nilai outer load-
ing yang berada di atas ambang batas yang disyaratkan. Hal ini mengindikasikan
bahwa indikator-indikator tersebut mampu merepresentasikan konstruk laten secara
baik dan memiliki tingkat korelasi yang tinggi terhadap konstruk yang diukur.
Selanjutnya, pengujian validitas konvergen dilakukan dengan meninjau nilai
Average Variance Extracted (AVE) pada setiap konstruk. AVE digunakan untuk

mengukur sejauh mana konstruk mampu menjelaskan varians dari indikator-indi-

katornya.
Tabel 4.3.1.1.2 Nilai Average Variance Extracted
Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1 (Firm Characteristics) 0.580
X2 (Financial Delinquency) 0.551
X3 (Fintech Adoption) 0.567
Y (Access to Finance) 0.567
M (Government Support) 0.574

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil analisis, nilai AVE untuk masing-masing konstruk menun-
jukkan nilai di atas batas minimum yang disyaratkan, yaitu sebesar 0,50. Hal ini
mengindikasikan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% vari-
ans indikator-indikatornya, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria va-
liditas konvergen.
4.3.1.2 Uji Analisa Discriminant Validity

Uji discriminant validity merupakan salah satu tahap penting dalam evaluasi
outer model pada analisis SEM-PLS yang bertujuan untuk memastikan setiap kon-
struk dalam model penelitian benar-benar memiliki perbedaan yang jelas dan tidak
tumpang tindih dengan konstruk lainnya, sehingga masing-masing variabel laten
mampu menjelaskan indikator-indikatornya secara spesifik dan tidak memiliki ko-
relasi yang lebih tinggi dengan konstruk lain. Discriminant validity menunjukkan
tingkat keunikan suatu konstruk dibandingkan konstruk lainnya, sehingga apabila

tidak terpenuhi dapat menimbulkan masalah seperti ketidakjelasan batas antar
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variabel dan potensi multicollinearity yang pada akhirnya akan memengaruhi va-

liditas interpretasi hubungan antar variabel dalam model penelitian.

Dalam analisis SEM-PLS pengujian ini umumnya dilakukan melalui be-

berapa pendekatan seperti metode Fornell-Larcker Criterion, Heterotrait-Mono-

trait Ratio (HTMT), dan cross loading, dan dalam penelitian ini digunakan pen-

dekatan cross loading dengan cara membandingkan nilai loading masing-masing

indikator pada konstruknya dengan nilai loading terhadap konstruk lain untuk me-

mastikan bahwa indikator memiliki nilai tertinggi pada konstruk yang diukur.

Tabel 4.3.1.2 Nilai Cross Loading

M X1 X2 X3 Y MxX2 MxX1l MxX3
M1 0.747 0.644 0.602 0.630 0.628 -0.587  -0.601 -0.601
M2 0.787 0.658 0.618 0.641 0.643 -0.584  -0.581 -0.592
M4 0.730 0.629 0.557 0.593 0584 -0.500 -0.509  -0.517
MS5S 0.781 0.685 0.612 0.654 0.624 -0.567 -0.601 -0.576
Mo 0.736 0.709 0.624 0.658 0.650 -0.611 -0.638  -0.619
M7 0.729 0.638 0.613 0.630 0.656 -0.590  -0.596  -0.602
M8 0.788 0.699 0.653 0.676 0.662 -0.645 -0.658  -0.642
X1.1 0.652 0.765 0.627 0.651 0.611 -0.634 -0.639  -0.631
X1.10 0.643 0.772 0.671 0.678 0.669 -0.661 -0.699  -0.661
X1.2 0.666 0.782 0.676 0.673 0.657 -0.617 -0.624  -0.623
X1.5 0.651 0715 0.638 0.623 0.620 -0.626  -0.638  -0.630
X1.6 0.721 0774 0.635 0.662 0.682 -0.620 -0.631 -0.608
X1.8 0.652 0.757 0.636 0672 0.616 -0.614 -0.649  -0.628
X1.9 0.705 0.766 0.644 0.685 0.666 -0.619  -0.651 -0.629
X2.1 0.603 0.638 0.753 0.644 0.634 -0.651 -0.633 -0.634
X2.3 0.577 0.627 0.720 0.649 0.601 -0.610  -0.583 -0.594
X2.4 0.605 0.604 0.728 0.658 0.629 -0.654 -0.630  -0.643
X2.5 0.615 0.650 0.747 0.691 0.641 -0.659 -0.638  -0.644
X2.6 0.583 0.612 0.735 0.638 0.611 -0.639 -0.617 -0.631
X2.8 0.615 0.648 0.767 0.702 0.646 -0.627 -0.619  -0.625
X3.1 0.660 0.658 0.679 0.767 0.662 -0.690 -0.697 -0.710
X3.2 0.685 0.674 0.726 0.780 0.683 -0.724  -0.716  -0.734
X3.3 0.616 0.650 0.654 0.729 0.645 -0.622  -0.604  -0.648
X34 0.594 0.627 0.671 0.753 0.653 -0.648  -0.624  -0.664
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X3.5 0.656 0.664 0.690 0.749 0.677 -0.628  -0.624  -0.642
X3.6 0.640 0.672 0.642 0.729 0.651 -0.648 -0.637  -0.668
X3.7 0.630 0.665 0.668 0.762 0.651 -0.651 -0.661 -0.686
X3.8 0.617 0.636 0.659 0.756 0.630 -0.583 -0.586 -0.618
Y10 0.660 0.663 0.660 0.683 0.790 -0.670  -0.662  -0.675

Y3 0.619 0.641 0.637 0.681 0.766 -0.636 -0.642  -0.649
Y4 0.632 0.622 0.629 0.637 0.729 -0.606 -0.612  -0.625
YS 0.642 0.628 0.639 0.652 0.744 -0.662  -0.663  -0.658
Y6 0.645 0.642 0626 0.630 0.755 -0.614 -0.614 -0.618
Y8 0.611 0.641 0612 0.630 0.735 -0.576  -0.563  -0.582
Y9 0.616 0.636 0.651 0.680 0.747 -0.670  -0.658  -0.681

MxX1 -0.791 -0.850 -0.836 -0.855 -0.838 0.971 1.000 0.968
MxX2 -0.772 -0.823 -0.863 -0.863 -0.842 1.000 0.971 0.975
MxX3 -0.785 -0.827 -0.847 -0.892 -0.852 0.975 0.968 1000

Sumber: Output Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji cross loading di atas, dapat diketahui bahwa sebagian
besar indikator telah memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur
dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-mas-
ing indikator mampu merepresentasikan variabelnya dengan baik sehingga discri-
minant validity berdasarkan cross loading telah terpenuhi. Dalam pengujian discri-
minant validity menggunakan cross loading, suatu indikator dinyatakan valid apa-
bila nilai loading pada konstruk asal lebih besar dibandingkan nilai loading terhadap
konstruk lain. Pada variabel Government Support (M), seluruh indikator seperti
M1, M2, M4, M5, M6, M7, dan M8 memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk
M dibandingkan konstruk lainnya.

Pada variabel Financial Delinquency (X2), seluruh indikator juga menun-
jukkan nilai loading tertinggi pada konstruk asalnya. Misalnya indikator X2.8 mem-
iliki loading sebesar 0,767 pada konstruk X2, lebih tinggi dibandingkan loading
pada konstruk lain. Selanjutnya, indikator-indikator pada variabel Financial Liter-
acy (X3) seperti X3.1 hingga X3.8 juga memiliki nilai loading terbesar pada kon-
struk X3. Sebagai contoh, indikator X3.2 memiliki nilai loading sebesar 0,780 pada
konstruk X3 dan lebih tinggi dibandingkan loading terhadap konstruk lainnya.
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Variabel Access to Finance for SMEs (Y) menunjukkan pola yang sama, dimana
seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk Y.
Pada variabel moderasi interaction term yaitu M x X1, M x X2, dan M x
X3, nilai korelasi antar konstruk moderasi sangat tinggi, bahkan mendekati 1,000.
Contoh, korelasi antara M x X1 dengan M x X2 sebesar 0,971 dan dengan M x X3
sebesar 0,968. Kondisi ini menunjukkan adanya multikolinearitas tinggi antar kon-
struk moderasi karena interaction term dalam PLS-SEM memang cenderung mem-
iliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel pembentuknya.
Secara keseluruhan, hasil cross loading menunjukkan bahwa model telah

memenubhi kriteria discriminant validity pada konstruk utama penelitian.
4.3.1.3 Uji Analisa Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen
penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran
berulang pada kondisi yang sama. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data
yang stabil dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data penelitian kuanti-
tatif. Secara umum, reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Se-
makin tinggi nilai reliabilitas, maka semakin konsisten instrumen tersebut dalam
mengukur variabel penelitian (Subhaktiyasa, 2024).

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach'’s Alpha
dan Composite Reliability (tho_a dan rho_c). Berdasarkan hasil pengolahan data,
diperoleh nilai reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.3 Hasil Analisa Reliabilitas

Keandalan Keandalan
Cronbach's Rata-rata varians
komposit komposit
alpha diekstraksi (AVE)
(rho_a) (rho_c¢)
M | 0.876 0.876 0.904 0.574
X1 | 0.879 0.880 0.906 0.580
X2 | 0.837 0.837 0.880 0.551
X3 | 0.891 0.891 0.913 0.567
Y 0.872 0.873 0.901 0.567

Sumber: Output Data Diolah Peneliti, 2026
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai
Cronbach's Alpha > 0,70, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian
memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item
dalam variabel mampu memberikan hasil yang konsisten. Selain itu, nilai Compo-
site Reliability (tho c) pada seluruh variabel juga berada di atas 0,70, yang berarti
bahwa konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik dalam model
penelitian berbasis SEM/PLS. Nilai rho a yang juga berada di atas 0,70 semakin
memperkuat bahwa reliabilitas konstruk telah terpenuhi secara memadai. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu M,
X1, X2, X3, dan Y, telah memenuhi kriteria reliabilitas dan layak digunakan untuk
analisis lebih lanjut.

4.3.2 Analisis Inner Model (Model Struktural)

Analisis inner model (model struktural) bertujuan untuk menguji hubungan
antar variabel laten dalam penelitian. Evaluasi model ini dilakukan dengan melihat
beberapa indikator, salah satunya adalah nilai R-Square (R*) yang menunjukkan ke-
mampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen
4.3.2.1 Analisis Nilai R-Square

Nilai R-Square (R?) pada analisis Structural Equation Modeling berbasis
Partial Least Square (PLS-SEM) digunakan untuk mengukur seberapa besar ke-
mampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model
penelitian. Nilai R-Square menunjukkan proporsi variasi variabel endogen yang
dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yang mempengaruhinya, sehingga semakin
tinggi nilai R-Square, maka semakin baik kemampuan prediktif model tersebut da-
lam menjelaskan fenomena yang diteliti (Sholihin & Ratmono, 2021).

Tabel 4.3.2.1 Nilai R-Square

R-square Adjusted R-square
Y 0.826 0.823
Sumber: Output Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai
R-Square sebesar 0,826 dan Adjusted R-Square sebesar 0,823 pada variabel de-
penden Y. Nilai R-Square sebesar 0,826 menunjukkan bahwa variabel independen

yang terdiri dari X1, X2, X3, serta variabel moderasi (M) mampu menjelaskan
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sebesar 82,6% variasi yang terjadi pada variabel Y, sedangkan sisanya sebesar
17,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasuk-
kan dalam penelitian ini. Sementara itu, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,823
menunjukkan setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, kemam-
puan penjelasan model tetap tinggi dan stabil, sehingga dapat dikatakan model yang
dibangun tidak mengalami overfitting yang signifikan.

Berdasarkan kriteria interpretasi nilai R-Square dalam PLS-SEM, nilai sebe-
sar 0,826 termasuk dalam kategori kuat (substantial). Hal ini menunjukkan bahwa
model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hub-
ungan antar variabel, serta memiliki tingkat prediktif yang tinggi. Dengan
demikian, model struktural yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak
dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya, yaitu pengujian hipotesis untuk
mengetahui pengaruh antar variabel.
4.3.2.2 Uji Effect Size (f2)

Uji effect size (f?) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-
masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model penelitian. Nilai
2 memberikan informasi mengenai kontribusi relatif setiap variabel independen ter-
hadap peningkatan nilai R-Square ketika variabel tersebut dimasukkan ke dalam
model (Hair et al., 2021). Dalam penelitian ini, uji effect size (f*) dilakukan untuk
melihat besarnya kontribusi variabel X1, X2, X3, serta variabel moderasi (M) ter-
hadap variabel dependen (Y). Nilai f* yang dihasilkan menunjukkan bahwa setiap
variabel memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda dalam menjelaskan variabel
Y. Variabel dengan nilai f* yang lebih besar menunjukkan kontribusi yang lebih
dominan terhadap peningkatan nilai R-Square, sedangkan variabel dengan nilai f*

yang kecil menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap variabel dependen relatif

lemabh.
Tabel 4.3.2.2 Nilai Effect Size
M |X1 [X2 |X3 |Y MxX1l | MxX3 [MxX2
M 0.066
X1 0.016
X2 0.016
X3 0.020

86



Y

M x X1 0.002
M x X3 0.010
M x X2 0.002

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan keseluruhan nilai effect size (?), dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat variabel yang memiliki pengaruh besar atau sedang terhadap variabel de-
penden (Y), karena seluruh nilai f? berada di bawah 0,15. Meskipun masih dalam
kategori pengaruh kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa secara individual kontri-
busi masing-masing variabel terhadap variabel Y relatif rendah, namun secara sim-
ultan variabel-variabel tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar, se-
bagaimana tercermin dari nilai R-Square yang tinggi.

4.3.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar
variabel dalam model struktural yang telah dibangun. Pengujian hipotesis dilakukan
menggunakan metode bootstrapping pada aplikasi SmartPLS, yang bertujuan untuk
menguji signifikansi hubungan antar variabel berdasarkan nilai path coefficient, t-
statistic, dan p-value (Hair et al., 2021). Dalam analisis PLS-SEM, suatu hipotesis
dinyatakan diterima apabila memenuhi kriteria dengan nilai t-statistic > 1,96 (untuk
tingkat signifikansi 5%) dan nilai p-value < 0,05. Sebaliknya, jika nilai t-statistic <

1,96 dan p-value > 0,05, maka hipotesis dinyatakan ditolak.
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Gambar 4.3.3 Uji Bootstrapping
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Tabel 4.3.3.1 Hasil Uji Bootstrapping
Sampel Rata-rata sam- | Standar devi- T statistik Nilai P (P
asli (O) pel (M) asi (STDEV) (|O/STDEYV]) | values)

M->Y 0.242 0.248 0.054 4.492 0.000
M x X1 ->
v 0.028 0.022 0.041 0.677 0.249
M x X2 ->
v -0.036 -0.030 0.045 0.790 0.215
Mx X3 ->
v -0.075 -0.073 0.047 1.602 0.055
X1->Y 0.143 0.146 0.070 2.038 0.021
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X2 ->Y 0.137 0.136 0.070 1.965 0.025
X3->Y 0.186 0.185 0.073 2.550 0.005

Sumber: Output Data Diolah Peneliti, 2026

Tabel 4.3.3.2 Hasil Uji Bootstrapping

Hubungan Variabel Original T-Statistic | P-Value | Keterangan
sampel (O)

Government Support (M) 0.242 4.492 0.000 Diterima

— Access to Finance (Y)

Firm Characteristics (X1) 0.143 2.038 0.021 Diterima

— Access to Finance (Y)

Financial Delinquency (X2) | 0.137 1.965 0.025 Diterima

— Access to Finance (Y)

Fintech Adoption (X3) — 0.186 2.550 0.005 Diterima

Access to Finance (Y)

MxX1 —-Y 0.028 0.677 0.249 Ditolak

MxX2 —»Y -0.036 0.790 0.215 Ditolak

MxX3 —->Y -0.075 1.602 0.055 Ditolak

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji bootstrapping diatas, diketahui variabel government
support (M) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap access fo finance
(Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,242, t-statistic sebesar 4,492, dan p-value
0,000. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dukungan pemerintah, maka semakin
meningkat akses pembiayaan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya
pengaruh signifikan diterima. Selanjutnya, variabel firm characteristics (X1) juga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap access to finance, dengan nilai
koefisien sebesar 0,143, t-statistic 2,038, dan p-value 0,021. Hal ini menunjukkan
karakteristik perusahaan seperti ukuran, usia, dan struktur organisasi berperan da-
lam meningkatkan akses terhadap pembiayaan. Jadi hipotesis pertama (H1) yang
menyatakan bahwa firm characteristics berpengaruh terhadap access to finance for
SMEs terbukti diterima.

Variabel financial delinquency (X2) menunjukkan pengaruh positif dan sig-

nifikan terhadap access fto finance dengan nilai koefisien sebesar 0,137, t-statistic
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1,965, dan p-value 0,025. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan
yang lebih baik atau tingkat keterlambatan keuangan yang lebih rendah akan
meningkatkan peluang memperoleh akses pembiayaan. Selanjutnya, variabel
fintech adoption (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap access fto
finance dengan nilai koefisien sebesar 0,186, t-statistic 2,550, dan p-value 0,005.
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi finansial dapat membantu
meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan. Dengan demikian, H2 dan H3
juga terbukti diterima.

Namun, hasil pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa government
support (M) tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan MxX1 — Y, MxX2 — Y,
dan MxX3 — Y yang memiliki nilai t-statistic < 1,96 dan p-value > 0,05, sehingga
seluruh hipotesis moderasi (H4, HS dan H6) dinyatakan ditolak. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah tidak memperkuat maupun mem-
perlemah pengaruh firm characteristics, financial delinquency, dan fintech adop-
tion terhadap access to finance.

4.3.4 Uji Moderasi

Uji moderasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah varia-
bel government support (M) mampu memperkuat atau memperlemah hubungan an-
tara variabel independen, yaitu firm characteristics (X1), financial delinquency
(X2), dan fintech adoption (X3) terhadap variabel dependen access to finance (Y).
Pengujian moderasi dilakukan dengan melihat signifikansi variabel interaksi (inter-
action effect), yaitu MxX1, MxX2, dan MxX3, menggunakan metode bootstrap-
ping pada SmartPLS (Hair et al., 2021).

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa seluruh variabel interaksi tidak
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel access to finance. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai t-statistic dan p-value masing-masing variabel moderasi,
yaitu MxX1 — Y dengan z-statistic sebesar 0,677 dan p-value 0,249, MxX2 — Y
dengan ¢-statistic sebesar 0,790 dan p-value 0,215, serta MxX3 — Y dengan ¢-sta-
tistic sebesar 1,602 dan p-value 0,055. Seluruh nilai tersebut tidak memenuhi krite-
ria signifikansi, yaitu t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05, sehingga dapat disim-

pulkan bahwa efek moderasi tidak signifikan.
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Hasil ini menunjukkan bahwa variabel government support tidak mampu me-
moderasi hubungan antara firm characteristics, financial delinquency, dan fintech
adoption terhadap access to finance. Dengan kata lain, keberadaan dukungan
pemerintah tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel-variabel

independen tersebut terhadap akses pembiayaan UMKM.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan pendekatan Partial
Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), penelitian ini menunjuk-
kan bahwa variabel firm characteristics, financial delinquency, fintech adoption,
dan government support memiliki pengaruh yang berbeda terhadap access to fi-
nance for SMEs. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi akses pembiayaan UMKM, baik secara langsung maupun me-
lalui efek moderasi.

4.4.1 Pengaruh Firm Characteristics terhadap Access to Finance for SMEs

Berdasarkan hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa firm characteristics
berpengaruh positif dan signifikan terhadap access to finance for SMEs sehingga
hipotesis H1 diterima. Dari hasil deskripsi variabel Firm Characteristics (X1), juga
dapat dilihat bahwa mayoritas responden memberikan jawaban pada kategori Set-
uju (S) dan Sangat Setuju (SS) untuk seluruh indikator. Nilai mean setiap indikator
juga tergolong tinggi yang berarti karakteristik internal UMKM responden sudah
berada pada kondisi yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik
karakteristik perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan UMKM dalam
memperoleh akses pembiayaan.

Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini mencerminkan kondisi internal
usaha seperti ukuran perusahaan, usia usaha, legalitas bisnis, kualitas pencatatan
keuangan, serta kemampuan adopsi teknologi. Faktor-faktor tersebut menjadi indi-
kator penting yang digunakan lembaga keuangan untuk menilai tingkat kelayakan
dan risiko suatu usaha sebelum memberikan pembiayaan. Hasil penelitian ini
selaras dengan teori Resource-Based View (RBV) yang diperkenalkan oleh (Barney,
1991). Teori RBV menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan diten-
tukan oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya internal. Ukuran

perusahaan dan usia usaha mencerminkan kapasitas sumber daya fisik serta
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pengalaman manajerial yang dimiliki perusahaan. Semakin besar dan semakin lama
perusahaan beroperasi, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan lembaga keu-
angan terhadap stabilitas usaha tersebut. Selain itu, legalitas usaha dan pencatatan
keuangan menunjukkan adanya tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi
informasi keuangan yang dapat mengurangi ketidakpastian bagi pihak pemberi
pembiayaan. Sementara itu, penggunaan teknologi digital menggambarkan kemam-
puan inovasi dan efisiensi operasional perusahaan yang menjadi nilai tambah dalam
meningkatkan daya saing usaha.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Khan
etal., (2024), Flaminiano & Francisco, (2021), dan Jiménez-Rico et al., (2023) yang
menyatakan bahwa karakteristik internal perusahaan menjadi salah satu faktor
utama dalam menentukan akses pembiayaan UMKM. Lembaga keuangan
umumnya mempertimbangkan profil perusahaan sebelum memberikan kredit atau
pembiayaan. Oleh karena itu, UMKM dengan karakteristik usaha yang lebih baik
akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh akses pembiayaan
dibandingkan usaha yang belum memiliki stabilitas operasional yang memadai.
Selain itu, penelitian Maxwell, (2025) dan Mayendisa, (2024) juga menyatakan
bahwa karakteristik perusahaan menjadi salah satu determinan utama dalam men-
gurangi kendala pembiayaan UMKM, khususnya pada sektor usaha kecil yang
masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal

Dari perspektif Islam, karakteristik perusahaan yang baik merepresentasikan
penerapan nilai amanah, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya secara bijak
yang ditekankan dalam ajaran Al-Qur’an. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT
dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:
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"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hen-
daklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(masa depan), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menge-
tahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)
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Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengandung perintah agar setiap manu-
sia bertakwa dan melakukan introspeksi (muhasabah) atas amal dan tindakannya,
baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Frasa "wal tandzur nafsun maa gaddamat
lighad" bermakna bahwa seorang mukmin wajib merencanakan masa depannya
dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan perhitungan yang matang. (Ke-
menag, 2026).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya perencanaan, evaluasi, dan tanggung
jawab dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengelolaan usaha. Dalam UMKM,
karakteristik perusahaan seperti legalitas usaha, pencatatan keuangan yang baik,
pengalaman usaha, serta kemampuan pengelolaan bisnis mencerminkan adanya
kesiapan dan perencanaan yang matang dalam menjalankan usaha. Perusahaan yang
memiliki tata kelola yang baik akan lebih mampu menjaga keberlangsungan usaha
dan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam memberikan pem-
biayaan.

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki harus
dikelola secara profesional dan bertanggung jawab sebagai bentuk amanah. Oleh
karena itu, UMKM yang memiliki karakteristik usaha yang kuat menunjukkan
adanya kemampuan dalam mengelola sumber daya secara efektif sehingga dapat
meningkatkan kredibilitas dan akses terhadap pembiayaan formal. Dengan
demikian, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa firm characteristics ber-
pengaruh signifikan terhadap access to finance sejalan dengan prinsip Islam yang
menekankan pentingnya perencanaan, tanggung jawab, dan pengelolaan usaha yang
baik dalam mencapai keberlanjutan ekonomi.

4.4.2 Pengaruh Financial Delinquency terhadap Access to Finance for SMEs

Berdasarkan hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa financial delin-
quency berpengaruh positif dan signifikan terhadap access to finance for SMEs,
sehingga H2 diterima. Dari deskripsi variabel penelitian pada indikator financial
delinquency (X2), mayoritas responden memberikan jawaban “setuju” dan “sangat
setuju” pada hampir seluruh indikator, dengan nilai mean berkisar antara 4,148—
4,297. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam penelitian memiliki ting-
kat pengelolaan kewajiban keuangan yang relatif baik sehingga mampu mem-

bangun kepercayaan lembaga pembiayaan. Kondisi financial delinquency yang
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semakin baik atau tingkat keterlambatan kewajiban finansial yang semakin rendah
akan meningkatkan peluang UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan. Se-
baliknya, semakin tinggi tingkat keterlambatan pembayaran atau kredit bermasalah
yang dimiliki UMKM, maka semakin sulit bagi pelaku usaha untuk mendapatkan
pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Financial Accessibility Theory yang
dikemukakan oleh Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss melalui teori credit rationing,
yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan akan cenderung membatasi pemberian
kredit kepada debitur yang memiliki risiko gagal bayar tinggi. Dalam konteks
UMKM, riwayat keterlambatan pembayaran menjadi sinyal negatif bagi lembaga
keuangan karena mencerminkan lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan dan
tingginya risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Kaya, (2024); Modina et al., (2023); OECD, (2023); Pah, (2025); Pratiwi et
al., (2024) yang menyatakan bahwa financial delinquency menjadi salah satu faktor
penting yang memengaruhi akses pembiayaan UMKM. Penelitian-penelitian terse-
but menjelaskan bahwa riwayat keterlambatan pembayaran, kredit bermasalah, dan
lemahnya pengelolaan arus kas dapat meningkatkan persepsi risiko lembaga keu-
angan terhadap UMKM. Akibatnya, lembaga pembiayaan cenderung memperketat
persyaratan kredit atau bahkan menolak pengajuan pembiayaan dari pelaku usaha
yang memiliki tingkat delinquency tinggi. Sebaliknya, UMKM yang mampu men-
jaga stabilitas keuangan dan memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu
akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik sehingga peluang memperoleh
akses pembiayaan menjadi lebih besar. Temuan tersebut memperkuat hasil
penelitian ini bahwa financial delinquency berpengaruh signifikan terhadap access
to finance for SMEs.

Dari perspektif Islam, pentingnya tanggung jawab dalam memenuhi utang
dan kewajiban finansial dijelaskan dalam ajaran muamalah yang menekankan prin-
sip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini

sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqgarah ayat 283::
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“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan
seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika
sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya)...” (QS. al-Baqarah 2:283)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Muyassar, ayat ini merupakan lanjutan dari
QS. Al-Bagarah ayat 282 yang mengatur pentingnya pencatatan transaksi utang
piutang. Ayat tersebut memberikan pedoman tambahan apabila pencatatan transaksi
tidak memungkinkan dilakukan, seperti ketika seseorang sedang bepergian dan
tidak menemukan penulis atau saksi transaksi. Dalam kondisi tersebut, Islam tetap
menekankan pentingnya menjaga amanah dan memenuhi kewajiban utang secara
bertanggung jawab (Kemenag, 2026).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ke-
percayaan (trust) dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks
UMKM, financial delinquency yang rendah mencerminkan kemampuan pelaku
usaha dalam menjaga amanah serta memenuhi kewajiban finansial secara tepat
waktu. Sikap tersebut akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan lembaga keu-
angan terhadap usaha yang dijalankan. Sebaliknya, keterlambatan pembayaran atau
ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial dapat menurunkan tingkat ke-
percayaan dan mempersulit akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa financial delinquency berpengaruh terhadap
access to finance sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya ama-
nah, tanggung jawab, dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan dan transaksi
ekonomi.

4.4.3 Pengaruh Fintech Adoption terhadap Access to Finance for SMEs
Berdasarkan hasil uji bootstrapping, menunjukkan bahwa fintech adoption
berpengaruh positif dan signifikan terhadap access to finance for SMEs sehingga

H3 diterima dan berdasarkan deskripsi variabel penelitian fintech adoption (X3),

95



terlihat dari seluruh indikator yang memiliki nilai mean tinggi, sehingga mayoritas
responden memberikan jawaban “setuju” dan “sangat setuju” terhadap penggunaan
teknologi finansial dalam aktivitas usaha mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa se-
makin tinggi tingkat adopsi fintech pada UMKM, maka semakin besar pula akses
pembiayaan yang dapat diperoleh UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan fintech mampu
membantu UMKM mengatasi berbagai hambatan pembiayaan konvensional, sep-
erti prosedur administrasi yang rumit, keterbatasan agunan, lamanya proses pen-
cairan dana, serta rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Kehadiran
fintech memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat, fleksibel, dan berbasis
digital sehingga mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha.
Selain itu, penggunaan fintech juga membantu UMKM melakukan transaksi keu-
angan secara lebih efisien melalui pembayaran digital, dompet elektronik, dan
layanan pembiayaan daring.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Technology Adoption Model
(TAM) yang dikemukakan oleh (Davis, 1989), yang menjelaskan bahwa pen-
erimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness)
dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam penelitian ini,
pelaku UMKM cenderung menggunakan fintech karena dianggap memberikan
manfaat nyata dalam mempermudah akses pembiayaan dan memiliki sistem
penggunaan yang mudah dipahami. Kemudahan proses registrasi, pengajuan pin-
jaman secara daring, transaksi digital, hingga pencairan dana yang relatif cepat
menjadi faktor yang mendorong UMKM mengadopsi fintech dalam aktivitas usa-
hanya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat penerimaan dan penggunaan fintech,
maka semakin besar pula peluang UMKM memperoleh akses pembiayaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bollaert
et al., (2021) yang menyatakan bahwa fintech mampu memperluas inklusi keu-
angan dan membuka akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya
sulit menjangkau layanan keuangan formal. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil
penelitian Fatticia et al., (2024); Gillani et al., (2025); Nugraha et al., (2022), serta
Purnamasari & Rismala, (2024) yang menemukan bahwa penggunaan fintech mem-

berikan pengaruh positif terhadap peningkatan akses pembiayaan UMKM. Fintech
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dinilai mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan (financing gap) melalui
layanan keuangan digital yang lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah. Semakin baik aktivitas keuangan digital yang
dimiliki UMKM, maka semakin besar peluang UMKM memperoleh pembiayaan.
Oleh karena itu, fintech berperan penting dalam menciptakan sistem pembiayaan
yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM di era digital.

Dalam perspektif Islam, adopsi fintech dapat dikaitkan dengan nilai
maslahah (kemaslahatan) dan hifz al-mal (pemeliharaan harta). Teknologi keu-
angan yang digunakan secara etis dan sesuai syariah membantu memperluas akses
ekonomi bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, sekaligus menjaga keber-

lanjutan ekonomi umat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:
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“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah
kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kera-
bat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.
(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dil-
arangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Maraghi, ayat tersebut menegaskan
prinsip keadilan distribusi ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan
elit atau kelompok tertentu saja. Harta dan sumber daya ekonomi harus dimanfaat-
kan untuk kemaslahatan seluruh umat, terutama kelompok yang memiliki
keterbatasan ekonomi. (Kemenag, 2026). Dalam penelitian ini, fintech dapat men-
jadi instrumen modern yang mendukung pemerataan akses pembiayaan bagi
UMKM sehingga peluang memperoleh modal usaha tidak hanya dinikmati oleh
pelaku usaha besar, tetapi juga oleh usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai ba-

gian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi dalam Islam.
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4.4.4 Pengaruh Moderasi Government Support pada Hubungan Firm Char-
acteristics terhadap Access to Finance for UMKM

Berdasarkan hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa hipotesis variabel
moderasi Government Support memoderasi pengaruh Firm Characteristics terhadap
Access to Finance for SMEs dinyatakan ditolak. Berdasarkan distribusi frekuensi
variabel penelitian, ditolaknya peran moderasi Government Support dapat disebab-
kan karena akses pembiayaan UMKM lebih banyak ditentukan oleh faktor internal
usaha (Firm Characteristics) seperti legalitas, kemampuan administrasi, dan kondisi
keuangan dibanding dukungan pemerintah. Meskipun variabel Government Sup-
port memiliki rata-rata yang cukup tinggi, beberapa indikator seperti item M3 “Saya
pernah menerima bantuan modal, subsidi, atau insentif dari pemerintah” memiliki
nilai mean paling rendah (3,927) dan menunjukkan masih adanya respon netral
yang cukup besar, sehingga mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah belum
dirasakan secara merata dan belum cukup efektif dalam memperkuat hubungan an-
tara karakteristik usaha dan akses pembiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah belum mampu
memperkuat maupun memperlemah pengaruh karakteristik perusahaan terhadap
akses pembiayaan UMKM. Artinya, akses pembiayaan yang diperoleh UMKM
tetap lebih dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan seperti ukuran usaha, le-
galitas usaha, pengalaman bisnis, kualitas pencatatan keuangan, dan kemampuan
pengelolaan usaha dibandingkan dengan adanya dukungan pemerintah. Dalam
praktiknya, lembaga keuangan cenderung tetap menjadikan karakteristik internal
usaha sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan.
Oleh karena itu, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk
dukungan seperti program subsidi, pelatihan, bantuan legalitas, maupun program
pembiayaan UMKM, hal tersebut belum cukup mampu mengubah pengaruh utama
karakteristik usaha terhadap akses keuangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa Institutional Theory belum sepenuhnya ber-
jalan optimal dalam konteks penelitian ini. Institutional Theory menjelaskan bahwa
regulasi, kebijakan, dan dukungan institusional dapat membentuk perilaku organ-

isasi dan meningkatkan legitimasi usaha dalam memperoleh sumber daya, termasuk
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pembiayaan. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa lingkungan insti-
tusional yang dibentuk melalui government support belum mampu meningkatkan
efektivitas karakteristik internal UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan. Hal
ini dapat terjadi karena dukungan pemerintah yang diberikan masih bersifat umum
dan belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai kebutuhan spesifik UMKM. Selain itu,
masih terdapat keterbatasan dalam implementasi kebijakan, literasi program
pemerintah, maupun akses informasi yang menyebabkan sebagian pelaku UMKM
belum merasakan manfaat dukungan pemerintah secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pu et al., 2021) dan (Prasannath
et al., 2024) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah tidak selalu mampu
memperkuat pengaruh faktor internal perusahaan terhadap akses pembiayaan, teru-
tama apabila pelaksanaan kebijakan belum efektif dan masih terdapat hambatan ad-
ministratif pada tingkat UMKM. Selain itu, penelitian (Guo et al., 2022) juga men-
jelaskan bahwa efektivitas government support sangat bergantung pada kualitas im-
plementasi kebijakan dan kesiapan internal perusahaan. Dengan demikian, mes-
kipun dukungan pemerintah tersedia, UMKM yang memiliki karakteristik usaha
lemah tetap akan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan for-
mal.

Dari perspektif Islam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan
memperoleh akses pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh dukungan eksternal
dari pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas internal usaha yang
dikelola secara amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, prinsip
amanah dan keadilan menjadi dasar penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi
maupun pengelolaan usaha. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah

SWT pada QS. An-Nisa ayat 58:
os o 07 Gy - or 0 S0 oo f/___\;J___/a/ =) 1o 5/3°,’o’“;u€// s
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
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Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT me-
merintahkan setiap individu untuk menjaga amanah dan menunaikan tanggung ja-
wab dengan sebaik-baiknya, baik dalam urusan pemerintahan, muamalah, maupun
pengelolaan harta dan pekerjaan. Amanah tidak hanya berkaitan dengan titipan ma-
teri, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas, mengelola
usaha, serta menjaga kepercayaan yang diberikan pihak lain. Selain itu, ayat ini juga
menekankan pentingnya keadilan dalam mengambil keputusan dan memberikan
hak kepada pihak yang layak menerimanya (Kemenag, 2026).

Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan seperti legalitas usaha, kualitas
laporan keuangan, pengalaman usaha, serta kemampuan manajerial mencerminkan
bentuk amanah dan tanggung jawab pelaku UMKM dalam mengelola usahanya.
Lembaga keuangan pada dasarnya akan lebih percaya memberikan pembiayaan
kepada UMKM yang mampu menunjukkan tata kelola usaha yang baik, transparan,
dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, meskipun pemerintah telah memberikan
berbagai dukungan melalui program pembiayaan, subsidi, maupun pelatihan, akses
pembiayaan tetap lebih dipengaruhi oleh kesiapan internal UMKM itu sendiri.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa government support tidak mampu
memoderasi hubungan firm characteristics terhadap access to finance mengindi-
kasikan bahwa dukungan pemerintah belum cukup kuat untuk menggantikan pent-
ingnya kualitas internal usaha. Dengan kata lain, UMKM tetap harus membangun
karakteristik usaha yang baik agar memperoleh kepercayaan dari lembaga keu-
angan. Hal ini sejalan dengan nilai Islam yang menekankan bahwa amanah, profe-
sionalitas, dan keadilan dalam mengelola usaha merupakan faktor utama dalam
membangun kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi.

4.4.5 Pengaruh Moderasi Government Support pada Hubungan Financial
Delinquency terhadap Access to Finance for UMKM

Berdasarkan hasil uji bootstrapping, hipotesis variabel moderasi Government
Support pada hubungan antara Financial Delinquency terhadap Access to Finance
for SMEs dinyatakan ditolak. Dengan demikian, Government Support tidak mampu
memoderasi pengaruh Financial Delinquency terhadap Access to Finance for
UMKM secara signifikan. Jika dilihat dari deskripsi variabel penelitian, meskipun

variabel Government Support memiliki nilai mean yang relatif tinggi pada sebagian
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besar indikator, hal tersebut hanya menunjukkan bahwa responden merasa cukup
memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, fasilitas, maupun pro-
gram usaha, tetapi dukungan tersebut belum mampu secara langsung mengurangi
risiko yang ditimbulkan oleh financial delinquency. Kondisi ini terlihat pada indi-
kator item M3 “Saya pernah menerima bantuan modal, subsidi, atau insentif dari
pemerintah” yang memiliki mean paling rendah (3,927), sehingga mengindikasikan
masih terdapat responden yang menilai dukungan pemerintah belum optimal atau
belum efektif dalam membantu UMKM yang memiliki permasalahan kredit dan
keterlambatan pembayaran.

Di sisi lain, variabel Access to Finance memiliki nilai mean yang tinggi pada
hampir seluruh indikator, terutama Y9 “Prosedur pengajuan pinjaman bagi UMKM
saat ini tergolong mudah” (4,302) dan Y10 “Saya merasa lembaga keuangan mem-
berikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM?” (4,309), menunjukkan bahwa
sebagian besar UMKM tetap merasa memiliki akses pembiayaan yang cukup baik,
namun akses tersebut kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti karak-
teristik usaha, kemampuan administrasi, maupun adopsi fintech dibandingkan in-
tervensi pemerintah. Oleh karena itu, ketika dilakukan pengujian moderasi, Gov-
ernment Support tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan an-
tara financial delinquency dan access to finance secara signifikan karena masalah
kredit tetap dipandang sebagai risiko utama oleh lembaga pembiayaan meskipun
terdapat dukungan dari pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Chundakka-
dan et al., (2022) yang menyatakan bahwa bantuan likuiditas pemerintah mampu
mengurangi dampak negatif keterlambatan pembayaran terhadap akses pembiayaan
UMKM. Penelitian ini juga berbeda dengan temuan Adhikary et al., (2021) dan Gai
et al., (2023) yang menunjukkan bahwa government support dapat memperlemah
dampak negatif financial delinquency terhadap akses pembiayaan. Akan tetapi,
hasil penelitian ini lebih mendukung temuan Bai et al., (2022) yang menyatakan
bahwa dukungan pemerintah yang belum optimal atau terlalu berlebihan justru
tidak efektif dalam mengurangi persepsi risiko lembaga keuangan terhadap debitur

bermasalah.
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Tidak signifikannya peran moderasi government support dalam penelitian ini
juga dapat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang belum merata, keterbata-
san sosialisasi program pemerintah, maupun prosedur administrasi yang masih sulit
diakses oleh sebagian UMKM. Selain itu, beberapa UMKM kemungkinan belum
mampu memenuhi persyaratan formal untuk memperoleh fasilitas bantuan
pemerintah sehingga manfaat dukungan tersebut belum dirasakan secara optimal
dalam meningkatkan akses pembiayaan.

Dari perspektif Islam, hasil ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam
menjaga amanah keuangan tetap menjadi faktor utama dalam aktivitas ekonomi.
Financial delinquency mencerminkan kurang optimalnya pemenuhan kewajiban
keuangan yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan lembaga pembiayaan. Da-
lam Islam, prinsip amanah dan tanggung jawab dalam transaksi sangat ditekankan
sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan
pentingnya menjaga kepercayaan dan menunaikan amanah dalam transaksi utang
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“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang
pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Janganlah
kamu menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Menge-
tahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan setiap
individu untuk menjaga hak-hak orang lain dan tidak mengkhianati kepercayaan
yang diberikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan aktivitas ekonomi tidak
hanya ditentukan oleh dukungan eksternal seperti bantuan pemerintah, tetapi juga
oleh integritas dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban fi-
nansialnya. Oleh karena itu, meskipun pemerintah memberikan berbagai bentuk

dukungan kepada UMKM, lembaga pembiayaan tetap mempertimbangkan aspek
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amanah dan kedisiplinan pembayaran sebagai dasar utama dalam menilai kelayakan
pembiayaan.

Dengan demikian, tafsir ayat ini memperkuat hasil penelitian bahwa govern-
ment support belum mampu memoderasi pengaruh financial delinquency terhadap
access to finance secara signifikan, karena faktor utama yang tetap menjadi pertim-
bangan lembaga keuangan adalah tingkat kepercayaan dan tanggung jawab UMKM
dalam menjalankan kewajiban keuangannya.

4.4.6 Pengaruh Moderasi Government Support pada Hubungan Fintech
Adoption terhadap Access to Finance for UMKM

Berdasarkan hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa hipotesi variabel
moderasi Government Support pada hubungan Fintech Adoption terhadap Access
to Finance for SMEs dinyatakan ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa Government
Support belum mampu memoderasi pengaruh Fintech Adoption terhadap Access to
Finance for SMEs. Berdasarkan deskripsi variabel penelitian, ditolaknya peran
Government Support dalam memoderasi pengaruh Fintech Adoption terhadap Ac-
cess to Finance dapat disebabkan karena tingkat adopsi fintech pada UMKM sudah
tergolong tinggi secara mandiri, yang terlihat dari seluruh indikator Fintech Adop-
tion memiliki mean tinggi (4,178—4,311) dan didominasi jawaban “Setuju” serta
“Sangat Setuju”. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM telah mampu me-
manfaatkan layanan fintech untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa terlalu ber-
gantung pada dukungan pemerintah. Sementara itu, variabel Government Support
memiliki mean yang relatif lebih rendah dan tidak sekuat variabel lainnya. Hal ter-
sebut mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah seperti pelatihan, pendamp-
ingan digital, sosialisasi fintech, maupun fasilitasi akses pembiayaan belum dirasa-
kan optimal dan merata oleh pelaku UMKM. Akibatnya, keberadaan government
support tidak mampu memperkuat hubungan antara adopsi fintech dan akses pem-
biayaan, karena fintech sendiri sudah memberikan pengaruh langsung yang kuat
terhadap kemudahan akses keuangan UMKM. Dengan demikian, dukungan
pemerintah dalam penelitian ini belum terbukti memperkuat hubungan antara
adopsi fintech dan akses pembiayaan UMKM.

Dalam perspektif Institutional Theory, pemerintah seharusnya berperan se-

bagai institusi yang menciptakan regulasi, norma, dan ekosistem yang mendukung
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perilaku ekonomi digital. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi
teknologi dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan seperti regulasi, pelatihan, in-
sentif, dan penguatan infrastruktur digital. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa peran institusional pemerintah belum cukup kuat untuk meningkatkan efek-
tivitas fintech dalam memperluas akses pembiayaan UMKM. Artinya, meskipun
fintech telah berkembang dan digunakan oleh pelaku usaha, dukungan pemerintah
belum sepenuhnya mampu menciptakan sinergi yang optimal antara teknologi keu-
angan dan kebutuhan pembiayaan UMKM.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nugraha et al., (2022);
Umami et al., (2024) dan Verma & Shome, (2025) yang menyatakan bahwa
dukungan pemerintah melalui pelatihan digitalisasi, regulasi, penguatan infra-
struktur, serta kebijakan pendukung lainnya mampu memperkuat pengaruh adopsi
fintech terhadap peningkatan akses pembiayaan UMKM, baik melalui peningkatan
efektivitas penggunaan teknologi, kepercayaan pelaku usaha, maupun inklusi keu-
angan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menun-
jukkan bahwa dukungan pemerintah tidak selalu efektif dalam memperkuat
pengaruh fintech terhadap pembiayaan UMKM. Penelitian Tandilino et al., (2025)
menunjukkan bahwa dukungan pemerintah belum tentu meningkatkan efektivitas
fintech apabila tidak diimbangi dengan kesiapan teknologi, literasi digital, dan ke-
mampuan adaptasi UMKM terhadap sistem keuangan digital. Dengan demikian,
keberhasilan fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan tidak hanya ditentukan
oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan internal UMKM dan kualitas
ekosistem digital yang tersedia.

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan fintech dan dukungan pemerintah da-
lam sektor ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
(maslahah) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku
UMKM. Islam mendorong adanya kemudahan dalam aktivitas muamalah selama
tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan. Kehadiran fintech
dapat menjadi sarana untuk memperluas akses pembiayaan secara lebih cepat, mu-
dah, dan inklusif sehingga membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha

yang sebelumnya sulit dijangkau melalui lembaga keuangan konvensional.
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Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah belum
mampu memperkuat pengaruh fintech adoption terhadap akses pembiayaan
UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah be-
lum sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku usaha. Dalam Is-
lam, pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai u/il amri untuk menciptakan sis-
tem ekonomi yang adil, memberikan perlindungan, serta memfasilitasi kesejahter-
aan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat
59:
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“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu ber-
beda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan
Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian
itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam
mengatur dan menciptakan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyara-
kat, termasuk dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital dan pembiayaan
UMKM. Dukungan pemerintah seharusnya tidak hanya berupa regulasi formal,
tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur
teknologi, pengawasan sistem keuangan digital, serta pendampingan yang berke-
lanjutan agar UMKM mampu memanfaatkan fintech secara efektif dan sesuai prin-
sip syariah.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum
mukmin untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri selama tidak bertentangan
dengan syariat. Ulil amri diartikan sebagai pemimpin, pemerintah, atau pihak yang
memiliki kewenangan dalam mengatur urusan masyarakat demi terciptanya ke-
maslahatan dan ketertiban bersama. Ayat ini menunjukkan bahwa pemerintah mem-
iliki tanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang adil dan memberikan per-
lindungan bagi masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan pengembangan
UMKM. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap ekosistem ekonomi digital
dan pembiayaan UMKM tidak hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga
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melalui peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, pengawasan
sistem keuangan digital, serta pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMKM
mampu memanfaatkan layanan fintech secara efektif, aman, dan sesuai dengan
prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Government
Support belum mampu menjadi variabel moderasi yang memperkuat hubungan an-
tara Fintech Adoption dan Access to Finance for SMEs. Hal tersebut menandakan
bahwa program pemerintah terkait digitalisasi dan inklusi keuangan masih perlu
ditingkatkan, terutama dalam aspek pemerataan pelatihan digital, penyederhanaan
regulasi, peningkatan literasi keuangan digital, serta pengembangan infrastruktur
teknologi bagi UMKM agar pemanfaatan fintech dapat memberikan dampak yang

lebih optimal terhadap akses pembiayaan usaha.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh firm
characteristics, financial delinquency, fintech adoption, dan government support
terhadap access to finance for SMEs, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel firm characteristics berpengaruh positif dan signifikan terhadap access
to finance for SMEs. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik karakteristik
internal UMKM, seperti ukuran usaha, legalitas usaha, pengalaman usaha,
kualitas pencatatan keuangan, dan kemampuan pengelolaan bisnis, maka se-
makin besar peluang UMKM memperoleh akses pembiayaan. Lembaga keu-
angan cenderung lebih percaya kepada UMKM yang memiliki tata kelola
usaha yang baik dan kondisi usaha yang stabil.

2. Variabel financial delinquency berpengaruh positif dan signifikan terhadap ac-
cess to finance for SMEs. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi
kedisiplinan keuangan UMKM atau semakin rendah tingkat keterlambatan
pembayaran kewajiban finansial, maka semakin tinggi peluang UMKM mem-
peroleh akses pembiayaan. Sebaliknya, riwayat kredit bermasalah dan
keterlambatan pembayaran menjadi faktor yang meningkatkan persepsi risiko
lembaga keuangan terhadap UMKM.

3. Variabel fintech adoption berpengaruh positif dan signifikan terhadap access to
finance for SMEs. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan teknologi
keuangan digital mampu membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan
secara lebih cepat, mudah, fleksibel, dan inklusif. Kehadiran fintech juga
mampu mengurangi berbagai hambatan pembiayaan konvensional, seperti
keterbatasan agunan, prosedur administrasi yang rumit, serta keterbatasan
akses terhadap lembaga keuangan formal.

4. Variabel government support tidak mampu memoderasi hubungan antara firm
characteristics terhadap access to finance for SMEs. Hasil ini menunjukkan
bahwa dukungan pemerintah belum cukup kuat untuk memperkuat pengaruh
karakteristik internal usaha terhadap akses pembiayaan. Lembaga keuangan

tetap lebih mempertimbangkan kondisi internal UMKM dibandingkan
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dukungan eksternal yang diberikan pemerintah.

5. Variabel government support juga tidak mampu memoderasi hubungan antara
financial delinquency terhadap access to finance for SMEs. Dukungan
pemerintah belum mampu mengurangi pengaruh risiko keterlambatan pem-
bayaran terhadap peluang UMKM memperoleh pembiayaan. Lembaga keu-
angan tetap menjadikan riwayat pembayaran dan tingkat kedisiplinan keu-
angan sebagai indikator utama dalam menilai kelayakan pembiayaan.

6. Variabel government support tidak mampu memoderasi hubungan antara
fintech adoption terhadap access to finance for SMEs. Hasil ini menunjukkan
bahwa dukungan pemerintah terkait digitalisasi UMKM, literasi keuangan dig-
ital, maupun pengembangan ekosistem fintech belum berjalan optimal dalam
memperkuat pengaruh fintech terhadap akses pembiayaan UMKM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal UMKM,
khususnya karakteristik usaha, kedisiplinan finansial, dan kemampuan mengadopsi
fintech, memiliki peran yang lebih dominan dalam meningkatkan akses pem-
biayaan dibandingkan dukungan eksternal dari pemerintah. Oleh karena itu, pen-
ingkatan kualitas pengelolaan usaha, penguatan literasi keuangan, pemanfaatan
teknologi digital, serta perbaikan tata kelola UMKM menjadi faktor penting dalam
meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas karakteristik usaha,
seperti memperbaiki pencatatan keuangan, melengkapi legalitas usaha, mening-
katkan kemampuan manajerial, serta menjaga stabilitas operasional usaha.
Selain itu, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kedisiplinan dalam memen-
uhi kewajiban finansial agar memiliki reputasi dan tingkat kepercayaan yang
baik di mata lembaga keuangan. Pelaku UMKM juga disarankan untuk me-
manfaatkan layanan fintech secara optimal sebagai alternatif pembiayaan yang
lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Peningkatan literasi keuangan digital menjadi
penting agar penggunaan fintech dapat dilakukan secara efektif, aman, dan

sesuai dengan kebutuhan usaha.
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2. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dukungan ter-
hadap UMKM, khususnya dalam bidang akses pembiayaan dan digitalisasi
usaha. Dukungan pemerintah tidak hanya perlu difokuskan pada pemberian ban-
tuan atau subsidi, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan, literasi digital,
pendampingan usaha, penyederhanaan regulasi, serta pemerataan akses infor-
masi program pembiayaan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infra-
struktur digital dan pengawasan terhadap ekosistem fintech agar layanan keu-
angan digital dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh UMKM, termasuk di
daerah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan for-
mal.

3. Bagi Lembaga Keuangan dan Penyedia Fintech
Lembaga keuangan dan perusahaan fintech diharapkan dapat menciptakan sis-
tem pembiayaan yang lebih inklusif, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh
UMKM. Penilaian pembiayaan tidak hanya berfokus pada agunan dan riwayat
kredit, tetapi juga mempertimbangkan potensi usaha, aktivitas transaksi digital,
dan perkembangan bisnis UMKM. Penyedia fintech juga diharapkan dapat
meningkatkan edukasi kepada pelaku UMKM terkait penggunaan layanan keu-
angan digital agar pemanfaatan fintech dapat berjalan secara optimal dan berke-
lanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian
dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akses pem-
biayaan UMKM, seperti literasi keuangan, inklusi keuangan, kinerja keuangan,
digital financial literacy, atau financial behavior. Selain itu, penelitian selanjut-
nya juga disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah
sampel, serta menggunakan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh
hasil yang lebih komprehensif dan mampu menggambarkan kondisi UMKM
secara lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan
penggunaan variabel moderasi lain yang lebih relevan dalam menjelaskan hub-

ungan antara faktor internal UMKM dan akses pembiayaan.
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IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden e eeeeeeeeeee e e ee e e e et e enbeeenaaeeeareeennnes

Jenis Kelamin : Laki-laki [ ] Perempuan [ ]
Tempat Usaha : O Lowokwaru 0 Sukun [0 Blimbing (0 Kedungkandang []
L] Blimbing

Lama usaha berjalan : [ >6 bulan [0 1-3 tahun [J 4-7 tahun [ >7 tahun
Jenis usaha : O Kuliner [ Fashion [ Jasa [J Lainnya:
Skala usaha : O Mikro [ Kecil L1 Menengah

Pernah menggunakan layanan fintech? [ Ya [ Tidak

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda centang (V) pada kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat
Anda.

Keterangan skala:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Cukup Setuju (CS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

VARIABEL Xi — FIRM CHARACTERISTICS (Karakteristik Usaha)

No Pernyataan 1 2 3 4 5

1 Usaha saya te- | [ O O O O
lah beroperasi
cukup lama
dan stabil da-
lam pengel-
olaan keu-
angan..

2 Pengalaman O O O O O
usaha saya
membantu
meningkatkan
kepercayaan
lembaga keu-
angan.

3 Jumlah tenaga | [J O O O O
kerja di usaha
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saya
mencukupi
untuk men-
dukung
kegiatan
operasional.

Produktivitas
usaha mening-
kat karena
dukungan
tenaga kerja
yang me-
madai.

Total aset
usaha mening-
katkan pelu-
ang saya
memperoleh
pembiayaan
atau modal
tambahan.

Nilai aset
usaha saya
terus men-
galami pen-
ingkatan dari
waktu ke
waktu.

Usaha saya te-
lah memiliki
izin usaha
yang sah sep-
erti NIB/SIUP.

Legalitas
usaha mem-
permudah
saya mem-
peroleh akses
pembiayaan
dari lembaga
keuangan.

Omzet usaha

saya mening-
kat dari tahun
ke tahun.

10

Peningkatan
omzet menun-
jukkan
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perkembangan
positif usaha
saya.

VARIABEL X: — FINANCIAL DELINQUENCY (Keterlambatan Keuangan)

No Pernyataan 1 2 3 4 5

1 Pembayaran O O O O O
pinjaman
modal usaha
selalu saya
lakukan tepat
waktu.

2 Saya pernah O O O O O
mengalami
keterlambatan
membayaran
pinjaman
usaha.

3 Saat ini usaha | O O | | O
saya tidak
memiliki

tunggakan
pinjaman.

4 Saya selalu O O O O |
berusaha

menjaga agar
tidak terjadi
tunggakan
pembayaran.

5 Saya selalu O O O O O
membayar

pinjaman
sesuai jadwal
yang ditetap-
kan oleh lem-
baga pem-
biayaan.

6 Saya tidak O O O O O
pernah men-

galami kredit
bermasalah di
lembaga keu-
angan.

7 Usaha saya O O O O O
memiliki
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reputasi keu-
angan yang
baik di lem-
baga keu-
angan.

Riwayat keu-
angan usaha
saya mening-
katkan ke-
percayaan
lembaga keu-
angan.

VARIABEL X3 — FINTECH ADOPTION (Adopsi Fintech)

No

Pernyataan

1

2

3

4

1

Fintech mem-
permudah
pengelolaan
keuangan usaha
saya.

O

O

O

O

Fintech mem-
bantu memper-
cepat transaksi
keuangan usaha
saya.

Saya tidak men-
galami kesu-
litan
menggunakan
layanan fintech.

Aplikasi fintech
mudah diakses
kapan saja dan
dimana saja.

Saya
menggunakan
fintech secara
rutin dalam ak-
tivitas usaha
(dompet digital,
qris, mbanking,
dii).

Sebagian besar
transaksi usaha
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saya dilakukan
melalui fintech

Layanan fintech
terintegrasi
dengan kebu-
tuhan sistem
keuangan usaha
saya.

Penggunaan
fintech mem-
bantu pencata-
tan keuangan
usaha menjadi
lebih rapi.

VARIABEL Z - GOVERNMENT SUPPORT (Dukungan Pemerintah)

No

Pernyataan

1

2

3

4

5

1

Saya aktif
mengikuti pro-
gram pem-
binaan
UMKM dari
pemerintah.

O

a

a

O

O

Program
pemerintah
memberikan
manfaat nyata
bagi usaha
saya.

Saya pernah
menerima
bantuan
modal, sub-
sidi, atau in-
sentif dari
pemerintah.

Insentif
pemerintah
meringankan
beban biaya
operasional
usaha saya.

Saya pernah
mengikuti
pelatihan atau
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pendampingan
digitalisasi
usaha dari
pemerintah.

6 Pelatihan digi- | J O O O O
tal dari

pemerintah
membantu
meningkatkan
kinerja usaha
saya.

7 Menurut saya, | [ | O O O
kebijakan

pemerintah
mempermudah
akses pem-
biayaan
UMKM.

8 Dukungan O O O O O
pemerintah
membantu
saya mening-
katkan daya
saing usaha.

VARIABEL Y — ACCESS TO FINANCE FOR UMKM (Akses Pembiayaan
UMKM)

No Pernyataan 1 2 3 4 5

1 Saya mem- | O O O O
peroleh jumlah

pembiayaan
yang sesuai
dengan kebu-
tuhan usaha
saya.

2 Jumlah pin- O O O O O
jaman yang
saya terima
mampu
menunjang
pengembangan
usaha secara
optimal.

3 Saya memiliki | O O O O
akses ke

berbagai
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sumber pem-
biayaan formal
(bank,
koperasi,
fintech, lem-
baga
pemerintah).

Saya mudah
memilih lem-
baga pem-
biayaan yang
paling sesuai
dengan kebu-
tuhan usaha
saya.

Tingkat suku
bunga pin-
jaman yang
saya peroleh
tergolong ter-
jangkau.

Jangka waktu
(tenor) pem-
biayaan yang
diberikan
sesuai dengan
kemampuan
usaha saya.

Saya tidak
mengalami
kesulitan da-
lam pengajuan
pinjaman ke
lembaga keu-
angan.

Pengajuan
pembiayaan
usaha saya ja-
rang ditolak
oleh lembaga
keuangan.

Prosedur
pengajuan pin-
jaman bagi
UMKM saat
ini tergolong
mudah.
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10

Saya merasa
lembaga keu-
angan mem-
berikan kemu-
dahan akses
pembiayaan
bagi UMKM.
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Lampiran 3. Hasil Kuesioner
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X2.7
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X3.8

X3.7

X3.6
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X34
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M3

M7

M6

M5

M4
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M1

Y10

174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



Lampiran 4. Hasil Olah Data

Nilai Loading Faktor

X1

X2

X3

Y

M x X2

Mx X1

M x X3

M1

0.747

M2

0.787

M4

0.730

M5

0.781

Me

0.736

M7

0.729

M8

0.788

X1.1

0.765

X1.10

0.772

X1.2

0.782

X1.5

0.715

X1.6

0.774

X1.8

0.757

X1.9

0.766

X2.1

0.753

X2.3

0.720

X2.4

0.728

X2.5

0.747

X2.6

0.735

X2.8

0.767

X3.1

0.767

X3.2

0.780

X3.3

0.729

X34

0.753

X3.5

0.749

X3.6

0.729

X3.7

0.762

X3.8

0.756

Y10

0.790

184




Y3 0.766
Y4 0.729
Y5 0.744
Y6 0.755
Y8 0.735
Y9 0.747
M x X1 1.000
M x X2 1.000
Mx X3 1.000
Cross Loading

M X1 X2 X3 Y MxX2 MxX1l MxX3
M1 0.747 0.644 0.602 0.630 0.628  -0.587 -0.601 -0.601
M2 0.787 0.658 0.618 0.641 0.643 -0.584 -0.581 -0.592
M4 0.730 0.629 0.557 0593 0.584 -0.500 -0.509  -0.517
M5 0.781 0.685 0.612 0.654 0.624 -0.567 -0.601  -0.576
M6 0.736  0.709 0.624 0.658 0.650 -0.611  -0.638  -0.619
M7 0.729 0.638 0.613 0.630 0.656 -0.590 -0.596  -0.602
M8 0.788 0.699 0.653 0.676 0.662 -0.645 -0.658  -0.642
X1.1 0.652 0.765 0.627 0.651 0.611 -0.634 -0.639  -0.631
X1.10 0.643 0772 0.671 0.678 0.669 -0.661  -0.699  -0.661
X1.2 0.666 0.782 0.676 0.673 0.657 -0.617 -0.624  -0.623
X1.5 0.651 0.715 0.638 0.623 0.620 -0.626  -0.638  -0.630
X1.6 0.721 0774 0.635 0.662 0.682 -0.620 -0.631 -0.608
X1.8 0.652 0.757 0.636 0.672 0.616 -0.614 -0.649 -0.628
X1.9 0.705 0.766 0.644 0.685 0.666 -0.619 -0.651 -0.629
X2.1 0.603 0.638 0.753 0.644 0.634 -0.651 -0.633 -0.634
X2.3 0.577 0.627 0.720 0.649 0.601 -0.610 -0.583 -0.594
X2.4 0.605 0.604 0.728 0.658 0.629 -0.654 -0.630 -0.643
X2.5 0.615 0.650 0.747 0.691 0.641 -0.659 -0.638 -0.644
X2.6 0.583 0.612 0.735 0.638 0.611 -0.639 -0.617 -0.631
X2.8 0.615 0.648 0.767 0.702 0.646 -0.627 -0.619 -0.625
X3.1 0.660 0.658 0.679 0.767 0.662 -0.690 -0.697  -0.710
X3.2 0.685 0.674 0.726 0.780 0.683 -0.724  -0.716  -0.734

185




X3.3
X34
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8
Y10
Y3
Y4
Y5
Y6
Y8
Y9

0.616
0.594
0.656
0.640
0.630
0.617
0.660
0.619
0.632
0.642
0.645
0.611
0.616

MxX1 -0.791
MxX2 -0.772
MxX3 -0.785

0.650 0.654 0.729 0.645 -0.622  -0.604
0.627 0.671 0.753 0.653 -0.648  -0.624
0.664 0.690 0.749 0.677 -0.628  -0.624
0.672 0.642 0.729 0.651 -0.648  -0.637
0.665 0.668 0.762 0.651 -0.651 -0.661
0.636 0.659 0.756 0.630 -0.583  -0.586
0.663 0.660 0.683 0.790 -0.670 -0.662
0.641 0.637 0.681 0.766 -0.636 -0.642
0.622 0.629 0.637 0.729 -0.606 -0.612
0.628 0.639 0.652 0.744 -0.662  -0.663
0.642 0.626 0.630 0.755 -0.614 -0.614
0.641 0.612 0.630 0.735 -0.576  -0.563
0.636 0.651 0.680 0.747 -0.670  -0.658
-0.850 -0.836 -0.855 -0.838 0.971 1.000

-0.823 -0.863 -0.863 -0.842 1.000 0.971

-0.827 -0.847 -0.892 -0.852 0.975 0.968

-0.648
-0.664
-0.642
-0.668
-0.686
-0.618
-0.675
-0.649
-0.625
-0.658
-0.618
-0.582
-0.681
0.968
0.975
1000

Construct Reliability and Validity

Keandalan Keandalan
Cronbach's Rata-rata varians
komposit komposit
alpha diekstraksi (AVE)
(rho_a) (rho_c)
M |0.876 0.876 0.904 0.574
X1 | 0.879 0.880 0.906 0.580
X2 | 0.837 0.837 0.880 0.551
X3 [ 0.891 0.891 0.913 0.567
Y |0.872 0.873 0.901 0.567
R-Square
R-square Adjusted R-square
Y 0.826 0.823
Effect Size (f2)
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M| X1 | X2 |X3 Y M x X1 Mx X3 M x X2
M 0.066
X1 0.016
X2 0.016
X3 0.020
Y
Mx X1 0.002
M x X3 0.010
M x X2 0.002
Path Coefficient
Sampel Rata-rata sam- | Standar devi- T statistik Nilai P (P
asli (O) pel (M) asi (STDEV) (|O/STDEV)) | values)
M->Y 0.242 0.248 0.054 4.492 0.000
l;/l xxt-=> 0.028 0.022 0.041 0.677 0.249
Mx X2 ->
v -0.036 -0.030 0.045 0.790 0.215
Mx X3 ->
v -0.075 -0.073 0.047 1.602 0.055
X1->Y 0.143 0.146 0.070 2.038 0.021
X2->Y 0.137 0.136 0.070 1.965 0.025
X3->Y 0.186 0.185 0.073 2.550 0.005
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